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MOTTO

“Sungguh, Kami benar-benartelahmengutusrasul-rasul Kami denganbukti-bukti
yang nyata dan Kami menurunkanbersamamereka kitab dan neraca (keadilan)
agar manusiadapatberlakuadil. Kami menurunkanbesi yang
mempunyaikekuatanhebat dan berbagaimanfaatbagimanusia agar Allah
mengetahuisiapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun

(Allah) tidakdilihatnya. Sesungguhnya Allah MahakuatlagiMahaperkasa.”

(QS. Al Hadid ayat 25)

“Amalan yang lebihdicintai Allah adalahamalan yang
terusmenerusdilakukanwalaupunsedikit. ”

(Nabi Muhammad SAW)
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ABSTRAK

Tindakpidananarkotikaadalahtindakpidanapenyalahgunaannarkotikadenga
ntanpahakataumelawanhukumselainapa yang ditentukandalamundangundang.
Pelaksanaanhukumnarkotika di Indonesia belumsesuaidenganUndangUndang No.

35 Tahun 2009 tentangNarkotika yang
dibuatdenganmeratifikasihukumkonvensilnternasionaltentangnarkotika.
Tujuanpenelitianiniadalah 1) untukmenganalisis dan
menemukankebijakanpertanggungjawabanpidanaperkaranarkotikadalamsistemhu
kum di Indonesia belummemakaipendekatanhukumprogresif; 2)
untukmenganalisis dan
menemukanhambatandalammewujudkankebijakanpertanggungjawabanpidananar
kotikadenganpendekatanhukumprogresif; 3) untukmenganalisis dan

menemukanrekonstruksipertanggungjawabanpidanaterhadaptindakpidananarkotik
adenganpendekatanhukumprogresif.
Penulismenggunakanparadigmakonstruktivismedenganpendekatanyuridise
mpiris yang bersifatdeskriptifanalitis. Metodepengumpulan data  yang
digunakanbersumberdari ~ data primer dan  sekunder. Analisis data
dilakukandenganmetodeanalisiskualitatif.

Hasil penelitianmenyatakanbahwa 1)
kebijakanpertanggungjawabanpidanaperkaranarkotikadalamsistemhukum di
Indonesia sudahmemakaipendekatanhukumprogresif yang
memilikitujuanuntukmemulihkanmasyarakat dan
menciptakankeseimbangandalammasyarakatdimanaditekankan ~ pada  unsur-
unsurpemidanaanterhadappenggunaataupunpenyalahguna; 2)
Hambatandalammewujudkankebijakanpertanggungjawabanpidananarkotikadenga
npendekatanhukumprogresifyaitubelumsiapnyaaparathukum yang

mampumelaksanakantugas dan kewenangannyasecaraprofesional, akuntabel dan
bermoral. Sumberdayamanusia dan infrastrukturharusdikembangkan dan

diperbaikidimanakepolisian dan
kejaksaanseharusnyasudahmenguasaipengaturankebijakanpertanggungjawabanpid
ananarkotikadenganpendekatanprogresif. 3)
Rekonstruksipertanggungjawabanpidanaterhadaptindakpidananarkotikadenganpen
dekatanhukumprogresif hakim
menjaditokohsentraldalamusahauntukmembuathukummenjadilebih ~ responsive.
Regulasi dan Undang-
Undangpertanggungjawababpidanaterhadaptindakpidananarkotika yang
adasaatinisudahmengaturtindakan-tindakanpidana yang

berkaitandengannarkotikasehinggahanyadiperlukanupayamaksimaldalammewuju
dkantujuanhukumprogresif.
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Kata Kunci: Rekontruksi, Narkotika, Hukum Progresif

ABSTRACT

Narcotics crime is a criminal act of narcotics abuse without rights or
against the law other than what is specified in the law. The implementation of
narcotics law in Indonesia is not in accordance with Law no. 35 of 2009
concerning Narcotics which was made by ratifying international convention law
on narcotics.

The aims of this study are 1) to analyze and find out the policy of criminal
responsibility for narcotics cases in the legal system in Indonesia that has not
used a progressive legal approach, 2) to analyze and find obstacles in realizing
the narcotics criminal liability policy with a progressive legal approach; 3) to
analyze and find the reconstruction of criminal responsibility for narcotics crimes
with a progressive legal approach.

The author uses a constructivism paradigm with an empiric-juridical
approachanalytical descriptive. The data collection method used comes from
primary and secondary data. Data analysis was carried out using qualitative
analysis methods.

The results of the study state that 1) the policy of criminal liability in
narcotics cases in the legal system in Indonesia has used a progressive legal
approach which has the aim of restoring society and creating balance in society
where the emphasis is on the elements of punishment against users or abusers, 2)
Obstacles in realizing the narcotics criminal liability policy with a progressive
legal approach, namely the unpreparedness of legal apparatus capable of
carrying out their duties and authorities in a professional, accountable and moral
manner. Human resources and infrastructure must be developed and improved
where the police and prosecutors should have mastered the regulation of
narcotics criminal liability policies with a progressive approach. 3)
Reconstruction of criminal responsibility for narcotics crimes with a progressive
legal approach; judges become central figures in efforts to make the law more
responsive. The existing regulations and laws on criminal responsibility for
narcotics crimes already regulate criminal acts related to narcotics so that
maximum efforts are only needed to realize the goals of progressive law.

Keywords: Reconstruction, Narcotics, Progressive Law



RINGKASAN
A. LatarBelakangMasalah

Pasal 28H (1) “Setiap orang berhakhidupsejahteralahir dan batin,
bertempattinggal, dan mendapatkanlingkunganhidup yang baik dan
sehatsertaberhakmemperolehpelayanankesehatan”. Rakyat Indonesia
tentunyanberhakmendapatkantempattinggal ~dan  mendapatkanlingkungan
yang tidakterdapatnarkotika.

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika yang mengatur,
mengawasi dan menindakperedaran dan  penyalahgunaanNarkotika.
Narkotikatidaksajamembuatmanusiakecanduan,
akantetapidapatmengakibatkanmeninggalnyaseseorangdengancepat dan
tidakwajar.

Penggunaannarkotikaseringdikaitkandengankejahatan,

baiknarkobadianggapmemilikipengaruhnegatif dan
menyebabkanpenggunanyamelakukankejahatan. Kejahatanitu pada
dasarnyamerupakanrumusan yang nisbi.

Tindakpidananarkotikaadalahtindakpidanapenyalahgunaannarkotikadenganta
npahakataumelawanhukumselainapa yang ditentukandalamundang-undang.
Napinarkobaberkontribusibesarterhadappenuhnyapenjara-penjara  di
Indonesia
sehinggamekanismerehabilitasiperluditingkatkanbagipenyalahgunanarkotika
yang ditangkap.
Tabel 1.1
Data LapasKelebihanMuatan



Sumber :DirektoratJenderalPemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM

No | Lapas Tahanan | Narapidana | Total | Kapasitas | KelebihanMuatan

1 | Lapas Kelas IT A
Bagan Siapi- 409 592 1.001| 98 921
api,

Riau

2 | Lapas Kelas II B
Teluk 83 329 412 53 677
Kuantan

b

Riau

3 | Lapas Kelas
I 82 389 471 65 625
Bireun, Aceh

4 | Lapas Kelas IT A
Banjarmasin, 420 2. 020 2.500( 366 583
Kalsel

5 | Lapas Kelas I1. B

IDI, Aceh 94 315 409 | 63 549

6 | Lapas Kelas II B
Lhoksukon, 95 348 443 70 533
Aceh

7 | Lapas Kelas IT A
Balikpapan, 8 1. 436 1.444| 235 514
Kaltim

8 | Lapas Kelas II B

Kutacane, Aceh 189 268 457 |75 509

9 | Lapas KelasII B
Tebing Tinggi 400 1.439 1.839| 310 493
Deli, Sumut

Seseorang yang
melakukanpenyalahgunaannarkotikaselaindianggaptelahmelakukantindakankr
iminal, ia juga merupakan korban dariperbuatannyasendiri. Selamaini,
aparatpenegakhukumcenderungmenjatuhkansanksipidanabagi para
pelakutindakpidanatersebut, tanpamelakukanrehabilitasi.

Pada kasus-kasusnarkotika, pasal yang
seringdigunakanuntukmenjeratpelakuialahPasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127
UU Narkotika. Ketigapasaltersebut, terdapatduapasal yang multitafsir dan
ketidakjelasanrumusanyaitu =~ pada  Pasal 112 dan 127  yang
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tercantumdalamUndang-UndangNomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotikabagi

para penegakhukumdalammenetapkanhukuman. Karena, pada

keduapasaltersebut, orang yang membawa dan memakainarkotikaada di

keduapasaltersebut. Seseorangbisadikenakankeduapasalitu. Padahal, sanksi

pada keduapasalituberbeda, pasal 112 minimal 4 tahunpenjara (berat),
sedangkanpasal 127 maksimal 4 tahun (ringan).

Pelaksanaanhukumnarkotika di Indonesia yang
belumtepatmembuatpenelititertarikmelakukanpenelitianmengenaipentingnya
memperbaikiUndang-UndangNarkotika ~ dan  sistemhukum  Indonesia
karenabelumadanyakejelasanmengenaisudutpandangpenggunanarkotika.
Pelaksanaanhukumnarkotika di Indonesia yang
belumtepatakanmemperparahkondisipelakutindakpidananarkotikadimanabebe
rapanarapidana yang
tadinyatidakterlibatjaringannarkobadapatsajamenjadipengedar.
Dalamhalinimakapenulistertarikmelakukanpenelitianlebihlanjutmengenai“Re
konstruksiPertanggungjawabanPidanaDalamPerkaraNarkotikaDengan
Pendekatan Hukum Progresif”.

B. RumusanMasalah

1. Mengapakebijakanpertanggungjawabanpidanaperkaranarkotikadalamsis
temhukum di Indonesia belummemakaipendekatanhukumprogresif?

2. Apa yang
menjadihambatandalammewujudkankebijakanpertanggungjawabanpida
nanarkotikadenganpendekatanhukumprogresif?

3. Bagaimanakahrekonstruksipertanggungjawabanpidanaterhadaptindakpi
dananarkotikadenganpendekatanhukumprogresif?

C. TujuanPenelitianDisertasi

1. Untukmenganalisis dan
menemukankebijakanpertanggungjawabanpidanaperkaranarkotikadala
msistemhukum di Indonesia belummemakaipendekatanhukumprogresif.

2. Untukmenganalisis dan

menemukanhambatandalammewujudkankebijakanpertanggungjawaban
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pidananarkotikadenganpendekatanhukumprogresif.
3. Untukmenemukanrekonstruksipertanggungjawabanpidanaterhadaptinda
kpidananarkotikadenganpendekatanhukumprogresif.
D. Hasil Penelitian
1. KebijakanPertanggungjawabanPidanaPerkaraNarkotikaDalamSistem

Hukum Di Indonesia Belum MemakaiPendekatan Hukum Progresif.

Penulismenyajikanbeberapaperkarahukumdalamdisertasiterkaitpert
anggungjawabanpidananarkotika yang terjadi pada tahun 2019,
dimanaperkaratersebutterjadi di Kota Semarang Jawa Tengah. Adapun
kronologikasus-kasustersebutadalahsebagaiberikut:

a. PutusanNomor 898/Pid.Sus/2019/PN Smg, Terdakwa Wahid Romdani
Bin Yasno di putusdalampersidanganmelanggarPasal 112 ayat (1)
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009  tentangNarkotika,
denganmenjatuhkanpidanakepadaterdakwa oleh
karenaitudenganpidanapenjaraselama 4 (empat) tahun dan 6 (enam)
bulanpenjara dan dendasebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta
rupiah) denganketentuanapabiladendatersebuttidakdibayar oleh
Terdakwamakadigantidenganpidanapenjaraselama 2 (dua) bulan;

b. PutusanNomor : 809/Pid.Sus/2019/PN.Smg, terdakwa Mahdi Bahesthy
Bin DwiSiswantodimanadiputus hakim melanggarPasal 112 ayat (1)
Undangundang No 35 Tahun 2009 tentangNarkotika. Hakim
menjatuhkanpidanakepadaterdakwa oleh
karenaitudenganpidanapenjaraselama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan
dan dendasebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
apabiladendatidakdibayardigantidenganhukumanpenjaraselama 2 ( dua
) bulan.

Berdasarkanduaputusan di
atasdisebutkanterdakwatidakmendapatputusanrehabilitasimeskipunberdasa
rkanbarangbuktiterdakwapositifmengkonsumsinarkotika.
Terdakwamerupakanpecandu dan

penyalahgunanarkotikakarenamenggunakannarkobauntukdikonsumsisecar
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apribadi. MenurutPeraturanKepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11
Tahun 2014 Tentang Tata Cara PenangananTersangka
dan/atauTerdakwaPecanduNarkotika dan Korban
PenyalahgunaanNarkotikakedalam Lembaga Rehabilitaspasal 4 ayat (2)
menyebutkanbahwaPecanduNarkotika dan Korban
PenyalahgunaanNarkotika yang tanpahak dan
melawanhukumsebagaiTersangka yang ditangkapatautertangkaptangan
dan

terdapatbarangbuktidenganjumlahtertentusertaterbuktipositifmemakaiNark
otikasesuaihasiltes urine, darah, rambut dan/atau DNA, selama proses
peradilannyaberlangsungdalamjangkawaktutertentudapatditempatkan  di
lembagarehabilitasi yang dikelola oleh pemermtah, setelahdibuatkanBerita

Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan

oleh PenyidikPolri dan/atauPenyidik BNN dan

telahdilengkapidenganrekomendasihasilasesmen Tim AsesmenTerpadu.
Peraturantersebutmenunjukkantersangka yang

ditangkapatautertangkaptangan dan

terdapatbarangbuktidenganjumlahtertentusertaterbuktipositifmemakaiNark
otikasesuaihasiltes urine, darah, rambut dan/atau DNA, selama proses

peradilannyaberlangsungdalamjangkawaktutertentudapatditempatkan  di

lembagarehabilitasi.
Berdasarkanperaturantersebutdapatdisimpulkanbahwaterpidana yang
sudahdivonis dan

dipidanasertabukanmerupakanpengedaratautergabungdalamorganisasinark
obamasihdapatdimohonkanuntukdilakukanrehabilitasi.
Implementasipenegakanhukumbagipecandu dan korban
penyalahgunaannarkotika yang diaturdalam UU Narkotika yang
menganutsistemperadilanrehabilitasi dan peradilanpidana.
Sistemperadilanrehabilitasidalamupayapenanggulanganpenyalahgunaannar
kotikaseringdiabaikan ~ oleh  aparatpenegakhukum di  Indonesia.

Pecandunarkotikaberdasarkanteorikeadilanmerupakan korban yang
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menderitasakitsehinggamembutuhkanperawatanbaiksecarafisikmaupunpsi
kologissertadukungandarimasyarakatuntukdapathidup normal. Berpijak
pada pandangankeadilan yang didasari oleh jiwa Pancasila
khususnyasilakeduaKemanusian yang Adil dan Beradab dan
silakelimaKeadilanSosialbagiSeluruh Rakyat Indonesia
makahukummenjadititiksentraluntukmengkaji dan
menelaahpraktikpenegakanhukumdalammemecahkankasuspenyalahgunaa
nnarkotikasampai pada hakikatkeyakinan.
Konsepsikeyakinandapatmenyejajarkankebenaran, keadilan dan
kepastianhukumdalamsatukesatuanuntukmewujudkantujuan UU Narkotika
yang menjaminpengaturanrehabilitasimedis dan sosialbagipecandu dan
korban penyalahgunaannarkotika.

. HambatanDalamMewujudkanKebijakanPertanggungjawabanPidanaNar
kotikaDenganPendekatan Hukum Progresif

a. HambatanStruktur Hukum

1. Belum siapnyasumberdayamanusia yang
mampumelaksanakantugas dan kewenangannyasecaraprofesional,
akuntabel dan bermoral.

2. Infrastrukturkurangdikembangkandimanakepolisian dan
kejaksaanseharusnyasudahmenguasaipengaturankebijakanpertangg
ungjawabanpidananarkotikadenganpendekatanprogresif.

3. Aparathukumbelummenentukanarahdalammelakukanrehabilitasi
pada pecandu dan penyalahguna dan
cenderungmenjatuhkanpidanamendasarkankepadarumusanpasal-
pasal yang dicantumkandalamundang-undang

b. HambatanSubtansi Hukum

1. Kebijakan UU narkotikatidakbisamemisahkanantarapengguna dan
pelakuperdagangangelapnarkotika.
Kesemuanyadisatukandengankonsepperedarangelapnarkotika yang
diartikansebagai orang yang melakukantindakpidana yang

ditentukandalam UU Narkotika.
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2. UU Narkotikabanyakmemberikanaturanpidana yang bersifatelastis,
tidakjelas dan selaludipergunakan oleh
oknumaparatpenegakhukumuntukmerekayasa dan
memeraspenggunanarkotika.

3. UU
Narkotikasecarasengajamengaburkanbahwapenggunanarkotikaadal
ah korban  permasalahanperdagangangelapnarkotika dan
pendekatanperangterhadapnarkoba. Konsepsi korban
penyalahgunanarkotikadalam UU Narkotikasebagai orang yang

dipaksamenggunakannarkotika, merupakankonsep yang tidakjelas.

¢. Hambatan Kultur Hukum

1. Faktor labeling oleh masyarakat,
penggunanarkotikaengganuntukmelakukanpengobatandenganpelak
sanaanrehabilitasi di BNN akibattakutnya labeling yang muncul di
dalamlingkungantempattinggalmercka.
Sehinggaseringkaliterjadipenangkapanterhadappenggunanarkotika
di badingkanmelaporkandirisecarasukarela

2. Faktorindividu, menjadi salah satukendala yang dihadapi,
kurangnyatingkatkesadarandiriterhadapbahayanarkotika dan
kesadaransembuhdarinarkotikamembuatpenggunaengganuntukdata
ngmendaftarkandirisendirike BNN  gunadilakukanpengobatan.
Kurangnyakonsistensidalamdiripengguna yang
menjalanirehabilitasi juga berpengaruhdalamupayapenyembuhan
yang dilakukan oleh BNN

4. RekonstruksiPertanggungjawabanPidanaTerhadapTindakPidanaNarkoti
kaDenganPendekatan Hukum Progresif
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a. Rekontruksi Nilai

Penyalahgunaannarkotika yang dilakukan oleh seseorang pada
awalnyadidasari oleh rasa ingintahuataucoba-
cobadenganharapanakanmemperolehkesenangansetelahmemakainarkot
ika. Walaupunmelakukantindakpidana, penyalahguna, korban, dan
pecandunarkotikasebenarnyalebihmembutuhkanpengobatan dan
perawatanmelaluirehabilitasi,
dibandingmendapatkansanksiberupapidanapenjara, yang
justrudapatmemperburukkondisiketergantungannyaterhadappenyalahg
unaannarkotika. Pidanapenjara  yang selamainidiberikan, pada
kenyataannyatidakmampumemberantasperedarangelapnarkotika.
Bagipenyalahguna, korban, dan pecandunarkotika,
pidanapenjarabukanlahsolusiutama. Dalammemutuskan, majelis hakim

memperhatikantigahal, yaituyuridis, sosiologis dan filosofis.

Ketiganyamemilikiporsi yang seimbang, hakim
tentunyatidakhanyamelihatprinsipkepastianhukumtetapi juga
keadilanhukum. Dalamposisi di mana

adapertentanganantarakepastianhukum dan keadilanhukum, maka yang

harusdidahulukanadalahprinsipkeadilanhukum.

b. Rekontruksi Norma

Tabel 1,2

Rekontruksi Norma

setiap orang yang tanpahak /
melawanhukummenggunakannarkotikagolongan
I terhadap orang lain
ataumemberikannarkotikagolongan I unruk
orang lain dipidanadenganpidanapenjara paling
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.

SebelumRekontruksi Kelemaha
Pasal 116
UU No 35 tahun 2009
Didalampas:

ketentuanpasalsebelumdirekonstruks
dan dianggapsebagaipelakutit
harusdihukumpidanapenjarar
penggunainiadalah
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1.000.000.000 (satumilyar rupiah) dan paling
banyak Rp.10.000.000.000,
(sepuluhmilyar rupiah)

Pasal 127
UU No 35 tahun 2009

Setiappenyalahguna :

a. narkotikagolongan I
bagidirisendiridipidanadenganpidanapenjara
paling lama 4 (empat) tahun;

b. narkotikagolongan II
bagidirisendiridipidanadenganpidanapenjara
paling lama 2 (dua) tahun ;

c. narkotikagolongan III
bagidirisendiridipidanadenganpidanapenjara
paling lama 1 (satu) tahun ;

Dalampasal

ketentuanpasalsebelumdirekonstruks
dan dianggapsebagaipelakutit
harusdihukumpidanapenjarar
penggunainiadalah

E. Implikasi

l.

Implikasisecarateoritis, penelitian
iniperluadanyapembahasanlebihdalamkembaliterkaitketidakadilanmengan
aipertanggungjawabanpidanadalamperkaranarkotikadenganpendekatanhuk
umprogresif, maka dari itu perlu adanya perubahan pada aturan tersebut,
agar dapat memberi manfaat padaaparatpenegakhukum, masyarakat dan
dunia pendidikan

ImplikasiSecaraPraktis, penelitian ini ialah menciptakan
rekontruksipertanggungjawabanpidanadalamperkaranarkotikadenganpende
katanhukumprogresif. Implikasi praktis pada penelitian ini diharapkan
dapat memberikanmasukan pemikiran bagi lembaga legislatif atau

pembuat kebijakan lainnya dalam menyusun peraturan yang terkait tentang
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aturan  penyalahgunaannarkotika  sebagai  bentuk  perlindungan

hukumdalam perubahan Undang-Undang Narkotikadi masa mendatang.

SUMMARY
A. Background problem

Article 28H (1) "Everyone has the right to live in physical and spiritual
prosperity, to have a place to live, to have a good and healthy environment
and to receive health services". The Indonesian people, of course, have the
right to get a place to live and get an environment where there are no
narcotics.

Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics which regulates, supervises
and acts against the distribution and abuse of Narcotics. Narcotics not only
make people addicted, but can cause someone to die quickly and unnaturally.

The use of narcotics is often associated with crime, both drugs are
considered to have a negative influence and cause users to commit crimes.
Crime is basically a relative formula. Narcotics crime is a criminal act of
narcotics abuse without rights or against the law other than what is specified
in the law.

Drug convicts contribute greatly to the overcrowding of prisons in
Indonesia so that the rehabilitation mechanism needs to be improved for those
who are arrested.

Table 1.1
Overload Past Data
Source: Directorate General of Corrections, Ministry of Law and Human Rights
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No | Pages Prisoner| Convicts | Total | Capacity | Overload
Capacity
1 Lapas Kelas IT A
Bagan Siapi-api, 409 592 1.001 | 98 921
Riau
2 | Lapas Kelas II B
Teluk Kuantan, 83 329 412 53 677
Riau
3 Lapas Kelas 1II
Bireun, Acch 82 389 471 65 625
4 | LapasKelasITA 1050 15 029 2.500 | 366 583
Banjarmasin, Kalsel
5 Lapas Kelas II B
IDI, Aceh 94 315 409 63 549
6 Lapas Kelas I B
Lhoksukon, Aceh 95 348 443 70 533
7 Lapas Kelas IT A
Balikpapan, Kaltim 8 1. 436 1.444 | 235 514
8 Lapas Kelas II B
Kuida i, 189 268 457 ) 509
9 | Lapas Kelas I[I B
Tebing Tinggi Deli, | 400 1.439 1. 839 | 310 493
Sumut

A person who abuses narcotics is not only considered to have
committed a crime, he is also a victim of his own actions. So far, law
enforcement officials have tended to impose criminal sanctions on the
perpetrators of these crimes, without carrying out rehabilitation.

In narcotics cases, the articles that are often used to ensnare
perpetrators are Article 112, Article 114 and Article 127 of the Narcotics
Law. Of the three articles, there are two articles that have multiple
interpretations and unclear formulation, namely Articles 112 and 127 which
are listed in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics for law enforcers
in determining sentences. Because, in these two articles, people who carry and
use narcotics are in both articles. A person can be subject to both articles. In
fact, the sanctions for the two articles are different, Article 112 is a minimum
of 4 years in prison (severe), while Article 127 is a maximum of 4 years
(light).

Inadequate implementation of narcotics law in Indonesia has made

researchers interested in conducting research on the importance of improving
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the Narcotics Law and the Indonesian legal system because there is no clarity
regarding the point of view of narcotics users. Improper implementation of
narcotics law in Indonesia will exacerbate the condition of narcotics offenders
where some convicts who were not previously involved in drug networks may
become dealers. In this case, the authors are interested in conducting further
research on "Reconstruction of Criminal Responsibility in Narcotics Cases
Using a Progressive Legal Approach’.
B. Problem Formulation
1. Why has the policy of criminal liability in narcotics cases in the legal
system in Indonesia not adopted a progressive legal approach?
2. What are the obstacles in realizing the narcotics criminal liability policy
with a progressive legal approach?
3. How is the reconstruction of criminal responsibility for narcotics crimes
with a progressive legal approach?
C. Dissertation Research Objectives
1. In order to analyze and find policies on criminal responsibility for
narcotics cases in the legal system in Indonesia, a progressive legal
approach has not been used.
2. To analyze and find obstacles in realizing the narcotics criminal liability
policy with a progressive legal approach.
3. To find the reconstruction of criminal responsibility for narcotics crimes
with a progressive legal approach.
D. Research result
1. Liability Policy for Narcotics Cases in the Legal System in Indonesia
Has Not Used a Progressive Legal Approach.

The author presents several legal cases in his dissertation related
to narcotics criminal liability that occurred in 2019, where these cases
occurred in the city of Semarang, Central Java. The chronology of these
cases is as follows:

a. Decision Number 898/Pid.Sus/2019/PN Smg, Defendant Wahid

Romdani Bin Yasno was dismissed in court violating Article 112
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paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009
concerning Narcotics, by imposing a criminal sentence on the
defendant therefore with a criminal imprisonment for 4 (four) years
and 6 (six) months in prison and a fine of Rp. 800,000,000.- (eight
hundred million rupiahs) with the stipulation that if the fine is not paid
by the Defendant then it is replaced by imprisonment for 2 (two)
months;

b. Decision Number: 809/Pid.Sus/2019/PN.Smg, the defendant Mahdi
Bahesthy Bin DwiSiswanto where the judge decided violated Article
112 paragraph (1) Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. The
judge sentenced the defendant therefore to imprisonment for 4 (four)
vears 6 (six) months and a fine of Rp. 800,000,000.- (eight hundred
million rupiah) if the fine is not paid is replaced by a prison sentence
of 2 (two) months.

Based on the two decisions above, it was stated that the defendant

did not receive a rehabilitation decision even though based on evidence

the defendant was positive for consuming narcotics. The defendant is a

narcotics addict and abuser because he uses drugs for personal

consumption. According to the Regulation of the Head of the National

Narcotics Agency Number 11 of 2014 concerning Procedures for

Handling Suspects and/or Accused Narcotics Addicts and Victims of

Narcotics Abuse into Rehabilitation Institutions, article 4 paragraph (2)

states that Narcotics Addicts and Narcotics Abuse Victims who are without

rights and against the law are A suspect who is caught or caught red-
handed and has a certain amount of evidence and is proven positive for
using Narcotics according to the results of urine, blood, hair and/or DNA
tests, during the trial process within a certain period of time can be placed
in a rehabilitation institution managed by the government, after Minutes of
Examination of Laboratory Results and Minutes of Examination by Police

Investigators and/or BNN Investigators have been made and have been
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supplemented with recommendations on the results of the Integrated
Assessment Team's assessment.

The regulation indicates that a suspect who is caught or caught
red-handed and has a certain amount of evidence and is proven positive
for using Narcotics according to the results of urine, blood, hair and/or
DNA tests, during the trial process within a certain period of time can be
placed in a rehabilitation institution. Based on these regulations, it can be
concluded that convicts who have been convicted and sentenced and are
not dealers or members of drug organizations can still be requested for
rehabilitation.

Implementation of law enforcement for addicts and victims of
narcotics abuse regulated in the Narcotics Law which adheres to a system
of rehabilitation justice and criminal justice. The rehabilitation justice
system in an effort to tackle narcotics abuse is often ignored by law
enforcement officials in Indonesia. Narcotics addicts based on the theory
of justice are victims who suffer from illness so they need treatment both
physically and psychologically as well as support from the community to
be able to live a normal life. Based on the view of justice which is based on
the spirit of Pancasila, especially the second precept of Just and Civilized
Humanity and the fifth precept of Social Justice for All Indonesian People,
the law becomes a central point for studying and examining law
enforcement practices in solving narcotics abuse cases down to the
essence of belief. Conceptions of belief can align truth, justice and legal
certainty in one unit to realize the objectives of the Narcotics Law which
guarantee arrangements for medical and social rehabilitation for addicts
and victims of narcotics abuse.

Obstacles in Realizing a Narcotics Criminal Liability Policy Using a
Progressive Legal Approach
a. Obstacles to the Legal Structure

1) Not yet ready human resources capable of carrying out their duties

and authorities in a professional, accountable and moral manner.
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2) The infrastructure is less developed where the police and
prosecutors should have mastered setting the narcotics criminal
liability policy with a progressive approach.

3) Legal officials have not yet determined the direction in carrying out
rehabilitation for addicts and abusers and tend to impose sentences
based on the formulation of the articles included in the law

b. Barriers to Legal Substance

1) The narcotics law policy cannot separate users and perpetrators of
illicit narcotics trade. All of these are combined with the concept of
illicit trafficking of narcotics, which is defined as a person who
commits a crime specified in the Narcotics Law.

2) The Narcotics Law provides many criminal rules that are elastic,
unclear and are always used by unscrupulous law enforcement
officials to manipulate and extort narcotics users.

3) The Narcotics Law deliberately obscures that narcotics users are
victims of ‘illicit narcotics trafficking and the war on drugs
approach. The concept of victims of narcotics abuse in the
Narcotics Law as_people who are forced to use narcotics is an
unclear concept.

c. Legal Culture Barriers

Rehabilitation is defined as treatment and not as recovery.
Narcotics policy emphasizes forms of treatment of addicts from
narcotic dependence. WHO defines drug abuse as a conditioncronical
relapsing deseases so the most appropriate effort is recovery. Current
narcotics policy refuses to acknowledge the concept of harm reduction
(drug use).harm reduction). The government's campaign stating that
50 people died because of narcotics, should be material for reflection
for the government regarding the importance of efforts to reduce the

harmful effects of narcotics use.
3. Reconstruction of Criminal Responsibility for Narcotics Crimes Using a

Progressive Legal Approach
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a. Value Reconstruction
Narcotics abuse by someone is initially based on curiosity or
trial and error with the hope that they will get pleasure after using
narcotics. Even though they commit crimes, abusers, victims, and
narcotics addicts actually need more treatment and care through
rehabilitation, rather than receiving sanctions in the form of
imprisonment, which can actually exacerbate their dependence on
narcotics abuse. Prison sentences that have been given so far have in
fact been unable to eradicate the illicit traffic of narcotics. For drug
abusers, victims and addicts, imprisonment is not the main solution. In
deciding, the panel of judges paid attention to three things, namely
juridical, sociological and philosophical. All three have a balanced
portion, the judge certainly does not only see the principle of legal
certainty but also legal justice. In a position where there is a conflict
between legal certainty and legal justice, what must take precedence is
the principle of legal justice.
b. Norm Reconstruction
Table 1,1

Norm Reconstruction

Weakness

Before Reconstruction

After Reconstruction

Article 116
Law No. 35 of 2009

Any person who without
rights/unlawfully uses
narcotics class I against
another person or gives
narcotics class I to
another person shall be
subject to imprisonment
for a minimum of 5 (five)
years and a maximum of
15 (fifteen) years and a
fine of at least Rp.

In the
article/stipulations of
the article before the
reconstruction, every

user is equated and
considered as a
perpetrator of a
crime that must be
sentenced to
imprisonment, even
though these users
are victims.

Article 116
Law No. 35 of 2009

Everyone who without
rights / against the law
uses narcotics class [
against other people or
gives narcotics class I to
other people without
coercion (together) is
subjected to
rehabilitation at a
rehabilitation center
designated by the state
without carrying out a
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1,000,000,000 (one
billion rupiah) and the

criminal process at the
cost of being borne by

most a lot of IDR the state , private or
10,000,000,000 (ten personal,-
billion rupiah)

Article 127
Law No. 35 of 2009

Each abuser:

a. Narcotics class I for
oneself shall be
punished with
imprisonment for a
maximum of 4 (four)
years,

b. Narcotics class Il for
oneself shall be
punished with
imprisonment for a
maximum of 2 (two)
years,

¢. Narcotics class I for
oneself shall be
punished with
imprisonment for a
maximum of 1 (one)
year;

In the
article/stipulations of
the article before the
reconstruction, every

user is equated and
considered as a
perpetrator of a
crime that must be
sentenced. to
imprisonment, even
though these users
are victims.

Article 127
Law No. 35 of 2009

Each abuser:

a. narcotics class I for
oneself shall be
rehabilitated at a
rehabilitation center
appointed by the
state without being
subject to criminal
proceedings at the
expense of being
borne by the state,
private or personal,-;

b. narcotics class Il for
oneself without
coercion (together) to
be rehabilitated at a
rehabilitation center
designated by the
state without being
subject to a criminal
process with costs
borne by the state,
private or personal,-

c. narcotics class Il for
oneself without
coercion (together) to
be rehabilitated at a
rehabilitation center
designated by the
state without being
subject to a criminal
process with costs
borne by the state,
private or personal,-

E. Implications
1. Theoretically, this research needs to have a deeper discussion regarding

injustice regarding criminal liability in narcotics cases with a progressive
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legal approach, therefore it is necessary to change these rules, so that they

can benefit law enforcement officials, society and the world of education

2. Practical implications, this research is to create a reconstruction of
criminal responsibility in narcotics cases with a progressive legal
approach. The practical implications of this research are expected to be
able to provide input for the legislature or other policy makers in drafting
regulations related to the rules of narcotics abuse as a form of legal

protection in amendments to the Narcotics Law in the future.
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BAB1
PENDAHULUAN
A. LatarBelakangMasalah

Semua orang Indonesia tentusudahmengetahui, bahwa Negara
Indonesia adalah Negara hukum. Negara yang didasarkanatashukum yang
berlaku, baikhukum yang tertulismaupunhukum yang tidaktertulis, oleh
karenaitusemuawarga ~ Negara - Indonesia  tanpaadapengecualiannya,
wajibtaatkepadahukum. Tidakpedulirakyatkecil,
pengusahamaupunpejabattinggiwajibmentaatihukum.
Seluruhtindaktandukatauperbuatan yang dilakukandidalam Negara Kkita,
wajibdidasarkanatashukum yang berlaku. Demikian pula
apabilaterjadipelanggaranmaupunsengketahukumdiselesaikansecarahukum.!

Narkotikaadalahzatatauobat yang
berasaldaritanamanataubukantanaman, baiksintetismaupunsemisintetis, yang
dapatmenyebabkanpenurunanatauperubahankesadaran, ~ hilangnya  rasa,
mengurangisampaimenghilangkan  rasa nyeri, dan dapatmenimbulkan

ketergantungan.>  Di  satusisinarkotikamerupakanobatataubahan  yang

bermanfaat di bidangpengobatan, pelayanankesehatan, dan
pengembanganilmupengetahuan. Namun, sisi lain
dapatmenimbulkanketergantungan yang

sangatmerugikanapabiladipergunakantanpaadanyapengendaliansertapengawa

! Gatot Supramono, 2004, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta, him. 6.
2 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
1



san yang ketat dan seksama. Pada dasarnyaperedarannarkotika di Indonesia
apabiladitinjaudariaspekyuridisadalahsahkeberadaannya. Undang-
UndangNarkotikahanyamelarangpenggunaannarkotikatanpaizin oleh undang-
undang yang dimaksud. Keadaan yang demikianinidalamtataranempirisnya,
penggunaannarkotikaseringdisalahgunakanbukanuntukkepentinganpengobata
n dan ilmupengetahuan. Akan tetapijauhdari pada itu, dijadikanajangbisnis
yang menjanjikan dan berkembangpesat, yang mana kegiataniniberimbas
pada rusaknyafisikmaupunpsikis mental
pemakainarkotikakhususnyagenerasimuda.

Istilahnarkotika  yang  dikenal di  Indonesia darisisi tata
bahasaberasaldaribahasainggrisnarcotics ~ yang  berartiobatbius,  yang
samaartinyadengan kata = narcosis  dalambahasa = Yunani  yang
berartimenidurkanataumembiuskan.  Secaraumumnarkotikadiartikansuatuzat
yang dapatmenimbulkanperubahanperasaan,
suasanapengamatan/penglihatankarenazattersebutmempengaruhisusunansyara
fpusat.’Penyalahgunaannarkotikamerupakanjeniskejahatan yang mempunyai
(potensi) dampaksosial yang sangatluas dan kompleks.

Tindakpidananarkotikaadalahtindakpidanapenyalahgunaannarkotikade
ngantanpahakataumelawanhukumselainapa yang ditentukandalamundang-

undang. Tindakpidananarkotikasendirimerupakantindakpidana yang

2 Dit Narkoba Koserse Polri, 2002, Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkoba yang Dilaksanakan oleh Polri, Mabes Polri, Jakarta, hlm. 2.
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bersifattransnasional’ yang dilakukan oleh kelompokkejahatanterorganisir
(organized crime). Sebelumtahun 2000-an, Indonesia hanyalahsebagai
wilayah transit barangterlarangtersebut. Namunseiringberjalannyawaktu,
Indonesia telahmenjadikonsumenatautempatpemasaranNarkotika.
Bahkansaatinimerupakan salah satu negara yang memproduksiNarkotika dan
obat-obatanterlaranglainnya.  PeredaranNarkotika di  Indonesia  pun
terusmeningkat. Sebagai negara maritim, Indonesia
merupakansurgabagiperedaranNarkotika dan
obatobatanterlaranglainnyakarenasebagianbesarpenyelundupanNarkotikadilak
ukanmelaluijalurlaut. Selainitu juga karena Indonesia memiliki pasar yang
bagus, sehinggaangkapermintaanterhadapNarkotika pun terus naik.

World Drug Report UNODC tahun 2020 mencatatsekitar 269 juta
orang di dunia menyalahgunakannarkoba (penelitiantahun 2018).
Jumlahtersebut 30% lebihbanyakdaritahun 2009
denganjumlahpecandunarkobatercatatlebihdari 35 juta orang (the third
booklet of the World Drugs Report, 2020).* Hasil survei yang dilakukan
Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga IlmuPengetahuan Indonesia
(LIPI), angkapenyalahgunaannarkoba di Indonesia mencapai 3. 419. 188

orang. ’

3 1 Wayan Parthiana, 2004, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi, Yrama Widya,
Bandung, him. 41.
4 https://bnn. go. id/press-release-akhir-tahun-2020/ diakses pada 8 September 2021.
Shttps://fin.c0.1d/2021/06/28/pengguna-narkoba-di-indonesia-capai-34-juta-orang/ diakses
pada 8 September 2021.
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Napinarkobaberkontribusibesarterhadappenuhnyapenjara-penjara  di
Indonesia
sehinggamekanismerehabilitasiperluditingkatkanbagipenyalahgunanarkotika
yang ditangkap.’Sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia
mengalami over kapasitasataukelebihanmuatan. Data
DirektoratJenderalPemasyarakatan ~ (Ditjenpas) per 6 Mei 2021
menunjukkanlapas  di  Indonesia  mengalamikelebihanmuatanhingga
131,077%. Adapun narapidanaterbanyak yang memenuhilapasyaitu,
berkaitandengankasusnarkoba. Ada 136. 397 narapidanakasusnarkoba yang
tersebar di seluruhlapas.’Berikutmerupakan data rincianbeberapalapas yang
kelebihanmuatan:

Tabel 1.1

Data LapasKelebihanMuatan
Sumber :DirektoratJenderalPemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM?®

No| Lapas Tahanan | Narapidana | Total| Kapasitas | KelebihanMuatan

1 | Lapas Kelas

A

Bagan 409 592 o 98 921
Siapi 001

-api,

Riau

2 | Lapas Kelas

IIB

Teluk 83 329 412 |53 677
Kuan

Shttps://www.beritasatu.com/amp/megapolitan/824915/lapas-kelebihan-kapasitas-
pakartingkatkan-rehabilitasi-pengguna-narkotika diakses pada 10 September 2021.
7 https://nasional. okezone. com/read/2021/05/07/337/2407159/1apas-kelebihan-kapasitas-
hinggal31-terbanyak-narapidana-kasus-narkoba diakses pada 10 September 2021.
8 https://nasional. okezone. com/read/2021/05/07/337/2407159/1apas-kelebihan-kapasitas-
hinggal31-terbanyak-narapidana-kasus-narkoba diakses pada 10 September 2021.
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tan,
Riau

3 | Lapas Kelas
11

Bireun,

Aceh

82 389 471 | 65 625

4 | Lapas Kelas

A 2.
Banjarmasin, 420 2. 020 500

Kalsel

366 583

5 | Lapas Kelas
IIB 94 315 409 |63 549
IDI, Aceh

6 | Lapas Kelas
IIB
Lhoksukon,
Aceh

95 348 443 |70 533

7 | Lapas Kelas
IIA 1.
Balikpapan, g 8N 444

Kaltim

235 514

8 | Lapas Kelas
IIB
Kutacane,
Aceh

189 268 457 | 75 509

9 | Lapas Kelas
IIB

Tebing 400 1.439 1. 310 493
Tinggi Deli, 839
Sumut

Tindakpidananarkotikatermasukkejahatanluarbiasaatau yang
kitakenaldenganextaordinary  crime. Selaintindakpidananarkotika yang
termasukkejahatanluarbiasaadalahkejahatanterorisme,
pelanggaranHak AsasiManusia (HAM), dan kejahatankorupsi.
Penanganankejahatanextaordinary crime yang menjadiperhatian dunia

menjaditantanganbesardalampenangananhukumpidana, tidakterkecuali
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Negara Indonesia.
Selarasdenganpemberantasankejahatannarkotikamakapemerintah  Indonesia
melakukankeseriusandengandibentuknyadibentuklah Badan
KoordinasiNarkotika  Nasional (BKNN) pada tahun 1997 yang
kemudianberubahmenjadi Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun
2002, BNN memilikitugaspemerintahandibidangpencegahan, pemberantasan,
penyalahgunaan, dan peredarangelapnarkotika.

BNN  melaksanakantugasberdasarkanUndang-UndangNomor 35
Tahun 2009 tentangNarkotika, 'terkaitdenganpenegakanhukumnarkotika di
Indonesia telahbanyak yang mendapatkanhukumanberat juga
terdapatpengedar yang telah di eksekusimatiterkaitkejahatannarkotika.
Penegakanhukum yang
sedemikianrupadirasabelummampumengatasipermasalahannarkotika,
terkaitdenganpemberiansanksibagipenyalahguna/korban = narkotika  yang
semulabertujuanmemberikanefekjerakepadanarapidanamalahberbalikmembua
tmerekabertambahterjerumuskedalamjurangkehancuran.

Seseorang yang
melakukanpenyalahgunaannarkotikaselaindianggaptelahmelakukantindakankr
iminal, ia juga merupakan korban dariperbuatannyasendiri. Selamaini,
aparatpenegakhukumcenderungmenjatuhkansanksipidanabagi para
pelakutindakpidanatersebut, tanpamelakukanrehabilitasi.

Pelakudiberisanksipidanaberupapenjarapadahalketentuanmengenaipenyeleng



garaanrehabilitasibagipelakutindakpidananarkotikadiaturdalamPasal 54
Undang-UndangNomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.” Adapun
tujuanpenegakhukummenjatuhhukumanpenjarabagi para
pelakutindakpidanapenyalahgunaannarkotika agar merekamenjadijera dan
tidakmengulangiperbuatannya. = Namun yang  terjadimalahsebaliknya,
sanksipidanaberupapenjaratersebuttidakefektifuntukmembuatmerekajeramem
akainarkotika. Tanpa proses detoksifikasimelalui proses rehabilitasimedis,
merekaakansegerakembalimencarinarkotikabegitukeluardarilembagapemasya
rakatan.'”
PelakuTindakPidanaNarkotikadapatdikenaisanksipidana yang terdapat

pada ketentuanpidanaUndang-Undang No. 35 tahun 2009
tentangNarkotikayaitudenganklasifikasisebagaiberikut :
1. Pengedar

Ketentuanpidanabagipengedardalam UU NarkotikadiaturdalamPasal 111,

Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 116 untukNarkotikaGolongan 1. Pasal

117, Pasal 119, dan Pasal 121 untukNarkotikaGolongan II. Serta Pasal

122, Pasal 124, dan Pasal 126 untukNarkotikaGolongan III.
2. Produsen

Produsenadalah orang yang

melakukankegiatanproduksidenganmenyiapkan, mengolah, membuat,

® Bambang Tri Bawono dan Gunarto, 2022, The Law Enforcement Against Narcotics
Criminal Actions Who Should Be On Rehabilitation, JPH. Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume
9, Number 1, hlm. 87.
10'S. Wiljatmo, 1979, Pengantar llmu Hukum, Lukman Opset, Yogyakarta, hlm. 20.
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dan
menghasilkanNarkotikasecaralangsungatautidaklangsungmelaluiekstraksi
atau  non-ekstraksidarisumberalamiatausintesiskimiaataugabungannya,
termasukmengemas dan/ataumengubahbentukNarkotika. '!'SanksiPidana
yang dapatdiberikanbagiprodusenNarkotikaadalahPasal 113, Pasal 118,
dan Pasal 123 UU Narkotika.
3. Penyalahguna
Penyalahgunaadalah orang yang
menggunakanNarkotikatanpahakataumelawanhukum.
12penerapansanksipidanabagiPenyalahgunadiaturdalamPasal 127 Ayat
(1) UU Narkotika. Pada Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika,
setiappenyalahgunaNarkotikaGolongan I
bagidirisendiridipidanadenganpidanapenjara paling lama 4 (empat) tahun,
NarkotikaGolongan  1I  bagidirisendiridipidanadenganpidanapenjara
paling  lama 2  (dua) tahun, dan NarkotikaGolongan III
bagidirisendiridipidanadenganpidanapenjara paling lama 1 (satu) tahun.
PenyalahgunaNarkotikamenjadiketakutanakibatsanksi yang ada di
dalamuunarkitka, dimanaselaindijatuhipidanapenjara, para penyalahguna juga
dapatdikenaipidanadenda. Apabiladidasarkan pada asasdalamhukumpidana,
sanksipidanamerupakanultimumremidiumdimanasanksipidanaseharusnyamen

jadiupayaterakhirdalamlangkahpenegakanhukum. Rehabilitasi juga

! Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
12 Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
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dapatdigunakansebagaialternatif agar Lapas yang
dinilaisudahtidakmampulagimenampungnarapidanadapatdimasukankedalam

Lembaga Rehabilitasi dan
kebijakantersebutdinilaicukupefektifdalammenyelesaikanpermasalahanterkait
penyalahgunaan dan peredarangelapnarkotika di Indonesia. BerdasarkanPasal
127 Ayat 3) uu Narkotika,
penyalahgunadapatdikenakansanksirehabilitasimedis dan rehabilitasi social
apabilaterbuktiataudapatdibuktikansebagai korban penyalahgunaanNarkotika.

Penegakanhukum di Indonesia

dalampemberiansanksipelakutindakpidananarkotikadidasarkandenganUndang
-UndangNomor 318 Tahun 2009 tentangNarkotika,
lebihspesifikasipengaturanyadapatkitalihatsebagaiberikut:

1. Pasal 4 yang mana Undang-UndangtentangNarkotikabertujuan:

a.  menjaminketersediaanNarkotikauntukkepentinganpelayanankeseh
atan dan/ataupengembanganilmupengetahuan dan teknologi;

b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkanbangsa Indonesia
daripenyalahgunaanNarkotika;

c. memberantasperedarangelapNarkotika dan PrekursorNarkotika;
dan;

d. menjaminpengaturanupayarechabilitasimedis dan
sosialbagiPenyalahGuna dan pecanduNarkotika.

2. Pasal 53 tentangPengobatanPenyalahgunaNarkotika;

a. Untukkepentinganpengobatan dan berdasarkanindikasimedis,
dokterdapatmemberikanNarkotikaGolongan II atauGolongan III
dalamjumlahterbatas dan
sediaantertentukepadapasiensesuaidenganketentuanperaturanperu
ndang-undangan.

b. Pasiensebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapatmemiliki,

menyimpan, dan/ataumembawaNarkotikauntukdirinyasendiri.
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c. Pasiensebagaimanadimaksud pada ayat (2) harusmempunyaibukti
yang sahbahwaNarkotika yang dimiliki, disimpan,
dan/ataudibawauntukdigunakandiperolehsecarasahsesuaidengank
etentuanperaturanperundang-undangan.

3. Pasal 54 tentangRehabilitasiPenyalahgunaNarkotika; “PecanduNarkotika

dan korban penyalahgunaanNarkotikawajibmenjalanirehabilitasimedis
dan rehabilitasisosial”.
4. Pasal 112 tentangKetentuanPidanaNarkotika;

a. Setiap orang yang tanpahakataumelawanhukummemiliki,
menyimpan, menguasai, ataumenyediakanNarkotikaGolongan I
bukantanaman, dipidanadenganpidanapenjara paling singkat 4
(empat) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan
pidanadenda paling sedikit Rp800. 000. 000,00 (delapan ratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp8. 000. 000. 000,00 (delapanmiliar

rupiah).

b. Dalamhalperbuatanmemiliki, menyimpan, menguasai,
ataumenyediakanNarkotikaGolongan I
bukantanamansebagaimanadimaksud pada ayat (1)
beratnyamelebihi 5 (lima) gram,

pelakudipidanadenganpidanapenjaraseumurhidupataupidanapenja
ra paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (duapuluh)
tahun dan pidanadendamaksimumsebagaimanadimaksud pada
ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

5. PeraturanPemerintahRepublik - Indonesia Nomor 40 Tahun 2013
TentangPelaksanaanUndang-UndangNomor 35 Tahun 2009
TentangNarkotikaPasal 54;

a. Pembinaandalammeningkatkankemampuanlembagarehabilitasime
disbagipecanduNarkotika, baik yang diselenggarakan oleh
pemerintahmaupunmasyarakatsebagaimanadimaksuddalamPasal
49 ayat (2) huruf e dilaksanakandengan:

1) menetapkanstandar dan pedomanuntukterapiadiksiNarkotika;
dan

2) memberikanbimbingankepadalembaga yang
menyelenggarakanterapirehabilitasiNarkotika.
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b. Ketentuanlebihlanjutmengenaipembinaandalammeningkatkankem
ampuanlembagarehabilitasimedissebagaimanadimaksud pada ayat

(1) diaturdalamPeraturan Menteri.
Surat EdaranMahkamah  Agung Nomor: 04 Tahun 2010
tentangPenempatanpenyalahgunaan, Korban penyalahgunaan Dan
PecanduNarkotikaKeDalam Lembaga RehabilitasiMedis Dan

RehabilitasiSosial,

a. BahwadengantelahditerbitkannyaUndang-UndangRepublik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009

tentangNarkotika,
makadianggapperluuntukmengadakanrevisiterhadap Surat
EdaranMahkamah Agung RI Nomor : 07 Tahun 2009 tanggal 17
Maret 2009
tentangMenempatkanPemakaiNarkotikakeDalamPantiTerapi dan
Rehabilitasi.

b. BahwapenerapanpemidanaansebagaimanadimaksuddalamPasal
103 huruf a dan b Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009  tentangNarkotikahanyadapatdijatuhkan  pada
klasifikasitindakpidanasebagaiberikut :

1) Terdakwa pada saatditangkap oleh penyidikPolri dan penyidik
BNN dalamkondisitertangkaptangan ;

2) Pada saattertangkaptangansesuaibutir a
dimasditemukanbarangbuktipemakaian I (satu)
haridenganperincian an tara lain sebagaiberikut :

a) Kelompokmetamphetamine (shabu) : 1 gram
b) Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram

¢) Kelompok Heroin : 1,8 gram

d) KelompokKokain : 1,8 gram

e) Kelompok Ganja : 5 gram

f) DaunKoka : 5 gram

g) Meskalin : 5 gram

h) KelompokPsilosybin : 3 gram

1) Kelompok LSD(d-lysergic acid diethylamide): 2 gram
j) Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram

k) KelompokFentanil : 1 gram

1) KelompokMetadon : 0,5 gram

m) KelompokMorfin : 1,8 gram

n) KelompokPetidin : 0,96 gram

0) KelompokKodein : 72 gram
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p) KelompokBufrenorfin : 32 mg

3) Surat uji
LaboratoriumpositifmenggunakanNarkotikaberdasarkanpermin
taanpenyidik.

4) Perlu Surat Keterangandaridokterjiwalpsikiaterpemerintah
yang ditunjuk oleh Hakim.

5) Tidakterdapatbuktibahwa yang
bersangkutanterlibatdalamperedarangelapNarkotika.

c. Dalamhal Hakim

menjatuhkanpemidanaanberupaperintahuntukdilakukantindakanhu

kumberuparehabilitasiatasdiriTerdakwa, Majelis Hakim

harusmenunjuksecarategas dan jelastempatrehabilitasi  yang

terdekatdalamamarputusannya. Tempat-tempatrehabilitasi yang

dimaksudadalah :

1) Lembaga rehabiltasimedis dan sosial yang dikelola
dan/ataudibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional.

2) RumahSakitKetergantunganObat (RSKO) Cibubur, Jakarta.

3) RumahSakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkes RI).

4) PantiRehabilitasiDepartemenSosial RI dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD).

d. Tempat-tempatrujukanlembagarchabilitasi yang diselenggarakan
oleh  masyarakat yang mendapatakreditasidariDepartemen
Kesehatan atauDepartemenSosial (denganbiayasendiri).

e. Untukmenjatuhkanlamanya proses rehabilitasi, Hakim
harusdengansungguh-
sungguhmempertimbangkankondisi/tarafkecanduanTerdakwa,
sehinggawajibdiperlukanadanyaketeranganahli dan
sebagaistandardalam proses terapi dan

rehabilitasiadalahsebagaiberikut :
1) Program Detoksifikasi dan Stabilisasi :lamanya 1 (satu) bulan.
2) Program Primer :lamanya 6 (enam) bulan.
3) Program Re-Entry :lamanya 6 (enam) bulan.

f. Denganditerbitkannya Surat  Edaranini, maka Surat
EdaranMahkamah Agung Nomor: 07 Tahun 2009 tanggal 17
Maret 2009 perihal yang sama, dinyatakantidakberlakulagi.

Kejahatannarkotikadilakukandenganmenggunakan modus operandi
dan teknologicanggih, termasukpengamananhasil-hasilkejahatannarkotika.
Sedangkandariperkembangankualitaskejahatannarkotikatersebutsudahmenjadi

ancaman yang sangatseriusbagikehidupanumatmanusia.

12



Dalamrangkamemberiefekpsikologiskepadamasyarakat agar
tidakmelakukantindakpidananarkotika, perluditetapkanancamanpidana yang
lebihberat, minimum dan maksimum, mengingattingkatbahaya yang
ditimbulkanakibatpenyalahgunaan dan
peredarannarkotikasangatmengancamketahanankeamanannasional.
Untuklebihmenjaminefektifitaspelaksanaanpengendalian dan
pengawasansertapencegahan dan ~ pemberantasanpenyalahgunaan  dan
peredarangelapnarkotika, perludiadakansebuah badan
koordinasitingkatnasionaldibidangnarkotikadengantetapmemperhatikansecara
sungguh-sungguhberbagaiketentuanperaturanperundang-undangan yang
berlaku.
Menuruthukuminternasional,

perkembangankonvensipengaturanmasalahnarkotikasecaralnternasionaltelahd

imulaidariThe Haque Conventionatau yang
lebihdikenaldengansebutanKonvensiCandu 1912. Selanjutnya,
telahmunculberbagaikonvensi yang

mengaturmasalahnarkotikasepertiKonvensiJenewatahun 1925 atauThe
International Opium Convention of 1925, The 1936 Convention of the
Suppression of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs, The Single Convention
on Narcotic Drugs 1961, the Psychotropic Substances Convention 1971,
Convention Againtslllict Traffic in Narcotic Drugs an Psycotropic Substances

1988. Perkembangankonvensi-
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konvensilnternasionaltentangnarkotikatersebut,
apabiladilihatlebihjauhmembawaimplikasiadanyaperubahan,  baik  yang
mengaturmasalahtujuan, maupunlingkupmasalahobat-obatanberbahaya.

SebagaisuatuperangkathukumlInternasional,

konvensitersebutmengaturkerjasamalnternasionaldalampengendalian dan
pengawasanproduksi, peredaran dan penggunaannarkotika,
sertapemberantasanpenyalahgunaannya yang

dibatasipenggunaanyabagikepentinganpengobatan dan ilmupengetahuan.
Indonesia merupakan salah satu negara
pesertapenandatangananKonvensi Tunggal Narkotika 1961 dan Konvensi
1988. Pemerintah Indonesia
telahmeratifikasiKonvensiPerserikatanBangsaBangsatentangPemberantasanP
eredaranGelapNarkotika dan PsikotropikaTahun 1988 Convention Against
lllicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Subtances 1988 dan
KonvensiPsikotropikaTahun 1971 (Covention on Psychotropic Subtances
1971)  denganmengeluarkanUndang-Undang ~ No. 7 Tahun 1997
TentangPengesahanKonvensiPerserikatanBangsaBangsaTentangPemberantas
anPeredaranGelapNarkotika dan Psikotropika dan Undang-undang No. 8
Tahun 1996 TentangPengesahanKonvensiPsikotropika. Kemudiantahun 1997
PemerintahmengeluarkanUndan-gundang No. 5 tahun 1997
tentangPsikotropika ~ dan ~ Undang-undang  No.22  tahun 1997

tentangNarkotikasebagaipenggantiUndang-undang yang lama yaituUndang-
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undang No. 9 Tahun 1976 TentangNarkotika, dan pada tahun 2009
Pemerintahkembalimengeluarkanundang—undangNomor 35 Tahun 2009
tentangNarkotika yang bertujuanmewujudkankesejahteraanrakyat,
peningkatan di bidangpengobatan dan pelayanankesehatan,
sertamelakukanpencegahan dan pemberantasanbahayapenyalahgunaan dan
peredarangelapNarkotika dan PrekursorNarkotika.

Undang-Undang No 35 Tahun 2009
tentangNarkotikamenyebutkanbahwa salah
tujuandaripengaturannarkotikaadalahuntukmenjaminketersediaannarkotikaunt
ukkepentinganpelayanankeschatan
dan/ataupengembanganilmupengetahuan.'*Inimenunjukkanbahwapenggunaan
narkotikaadalah  legal  apabiladigunakanuntuktujuan =~ yang  positif.
Namundalamperkembangannya, narkotikatidakhanyadigunakanuntuktujuan
yang positifsaja, tetapidigunakan juga untuktujuan yang negatif.

Bentukdaripenggunaannarkotikauntuktujuannegatifadalahpenyalahgunaannar

kotika.

Definisidaripenyalahgunaannarkotikasendiriadalahpenggunaannarkoti
katanpahakatausecaramelawanhukum. Ada pula yang
mengartikanpenyalahgunaannarkotikasebagaipemakaiannarkotika yang

13 Pasal 1 angka 4Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
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dilakukan oleh seseorangsecarailegalataumelawanhukum,
yaitutanpasepengetahuan dan pengawasandokter. #
Penggunanarkotikadimasukkansebagai korban
daripenyalahgunaannarkotika. Hal
inidikarenakanmerekaakanmengalamiketergantunganterhadapbarang  haram
(narkotika) tersebut.
Penyalahgunaannarkotikaselainberbahayaterhadapdirisipemakaiitusendiri
juga berbahayaterhadaplingkunganmasyarakat, dimana agar
dapatmemenuhihasratnyamendapatkannarkotika,
makasipemakainarkotikatentusajamenghalalkansegalacarauntukmendapatkan
nya. Bagi orang—orang yang
tidakberpenghasilancukupmakadiaakanberupayauntukmencuri,
merampoksertamelakukanberbagaitindakankriminallainnya.'>Berkaitandenga
nmasalahpenyalahgunaannarkotikatersebut,
diperlukansuatukebijakanhukumpidana yang
memposisikanpecandunarkotikasebagai korban, bukanpelakukejahahatan.
Cara yang
dianggapuntukmenyembuhkanketergantungantersebutadalahdenganmelakuka
nrehabilitasiterhadap para korban penyalahgunaannarkotika. Karena

rehabilitasidapatmelepaskanketergantungannarkotikasampaidapatmenikmatik

4 Dani Krisnawati, dkk, 2006, Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Pena Pundi
Aksara, Jakarta, hlm. 93.
15 Joko Suyono, 1980, Masalah Narkotika dan Bahan Sejenisnya, Yayasan Kanisius,
Yogyakarta, him. 14.
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ehidupanbebastanpanarkotika.'SRehabilitasimerupakan salah
satucarauntukmenyelamatkan korban penggunanarkotikadariketergantungan.
Karena
pengertiandarirehabilitasiadalahusahauntukmemulihkanuntukmenjadikanpeca
nduketergantungannakotika ~dan  hidup normal sehatjasmani  dan
rohanisehinggadapatmenyesuaikan dan
meningkatkankembaliketerampilannya, pengetahuannya, kepandaiannya,
pergaulannyadalamlingkunganhidupataudengankeluarganya yang disebut
juga resosialisasi.'”

Undang—undangNomor 35 Tahun 2009
tentangNarkotikadibuatkanbabkhususyaitudalam Bab IX yang
mencantumkanmengenathukumanrehabilitasipecandu dan korban
penyalahgunaannarkotika. Pencantumanbabinidimaksudkan agar korban
penyalahgunaannarkotikadapatdikenakanhukumanrehabilitasi dan
bukannyahukumanpidanapenjaramaupunpidanakurungan.
Untukmencapaipenyembuhan para korban
penyalahgunaannarkotikadariketergantungantersebut, makahukuman yang
sepatutnyadiberikankepadamerekaadalahpembinaan dan rehabilitasi.

Hukumanpemidanaan dan rehabilitasiinitelahdiaturdalamPasal 54, dan

Pasal 103 Undang—undangNomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika,

16 Martono, Lydia Harina dan Satya Joewana, 2006, Peran Orang Tua dalam Mencegah
dan menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika, Balai Pustaka, Jakarta, him. 87.
17 Martono, Lydia Harina dan Satya Joewana, 2006, Peran Orang Tua dalam Mencegah
dan menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika, Balai Pustaka, Jakarta, him. 87.
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sertadiatur ~ juga  dalam  SEMA  Nomor 7  Tahun 2009

tentangMenempatkanPemakaiNarkotikakeDalamPantiTerapi dan
Rehabilitasi, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010
tentangPenempatanPenyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan
PecanduNarkotikakeDalam Lembaga RehabilitasiMedis dan
RehabilitasiSosial.

Sebagian besarnarapidana dan
tahanankasusnarkobatermasukkategoripemakaiataubahkansebagai korban

yang jikadilihatdariaspekkesehatanmerekasesungguhnya orang-orang yang

menderitasakit, oleh karenaitumemenjarakan yang
bersangkutanbukanlahlangkah yang
tepatkarenamengabaikankepentinganperawatan dan pengobatan.
Penggunaanrehabilitasidianggaplebihdapatmembantu para korban

penyalahgunaannarkotikadaripadapenjatuhanpidanapenjaraataupidanakurung
ansesuaidenganhukumkonvensiinternasionaltentangnarkotika.

Selamaint, aparatpenegakhukum di Indonesia
cenderungmenjatuhkansanksipidanabagi para pelakutindakpidanatersebut,
tanpamelakukanrehabilitasi. Denganmemberikansanksipidanaberupapenjara,
diharapkan para pelakutindakpidanapenyalahgunaannarkotikamenjadijera dan
tidakmengulangiperbuatannya. = Namun yang terjadiadalahsebaliknya,
sanksipidanaberupapenjaratersebuttidakefektifuntukmembuatmerekajeramem

akainarkotika. Tanpa proses detoksifikasimelalui proses rehabilitasimedis,
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merekaakansegerakembalimencarinarkotikabegitukeluardarilembagapemasya
rakatan.

Andra, dariPersaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) melihat,
masihadatindakan yang
tidakproporsionalpenegakhukumterhadappenyalahgunanarkoba.
Dalampengalamannyamendampingipenyalahgunanarkoba yang
tersangkutkasushukum, banyakkliennyajustrudijeratPasal 112 Undang-
UndangNomor 35 Tahun 2009 tentangNatkotika yang intinyamenyimpan dan
menguasainarkotikasehinggaakhirnyasipenyalahgunaberakhir di
penjara.'8PadahalUndang-UndangNomor 93 Tahun 2009
tentangNarkotikamengamanatkanpenegakhukum,  khususnyapenyidik dan
jaksapenuntutumumuntukmelindungi, menyelamatkan dan
menjaminpenyalahguna/korban  narkotikadirehabilitasimedis dan sosial.
Namunratarataterdakwapenyalahguna/korban
narkotikamendapatpersangkaandaripenyidikPasal 112,
sebagaipelakutindakpidanabukan korban dan
mendapatkandakwaanalternatifataudakwaansubsidairataudakwaankomulatifd
alam proses peradilan.?°

Pasal 4 Undang-UndangNomor 35 Tahun 2009
tentangNarkotikamenyebutkanbahwapenegakhukumkhususnyaJaksadiberiam

anatuntukmenjaminrehabilitasipenyalahgunamelaluidakwaantunggal.

18 Samosir, Djisman, 1992, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di
Indonesia, Bina
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SelainituJaksatidakmelakukanpenahananselama proses
penuntutanterhadapperkarakepemilikanatauperkarapenyalahgunaannarkotikad
alamjumlahtertentuuntukkepentinganseharipakai, bagidirisendiri dan
tidakuntuk  dijual.>' Disinilahsemangatrehabilitatifpenegakkanwajibdimiliki
oleh Penyidik, JaksaPenuntutUmum, dan Hakim
maupunmasarakatkarenapenyalahgunaterutama  korban  dijaminUndang-
UndangNarkotikauntukdirehabilitasibukanmalah ~ di  penjarakan.  Peran
Jaksadalamsistemperadilanrehabilitasi juga
sangatstrategisuntukperkarapenyalahgunayaitumelaluidakwaantunggalkarenat
ujuannyabersifatmelindungi = dan  menyelamatkan  (Pasal 4b). Lalu
terhadapperkarapenyalahgunaannarkotikabagidirisendiri (Pasal 127) dan
menjaminpenyalahgunatersebutdirchabilitasi  (Pasal  4d).  Alasannya,
penyalahgunauntukdirisendiritidakmemenuhisyaratbila status
terdakwanyadilakukanpenahanan (Pasal 21 KUHAP)."
Penyalahgunaanwewenangdalamupayapemberantasannarkotikaseringt
erjadi salah
satunyaketikamenjeratpenggunanarkobadenganmenggunakanPasal yang
lebihberatyaituPasal 112  Undang-UndangNomor 35 Tahun 2009
yaitumemiliki, menyimpan, menguasai, menyediakannarkobagolongan I
secaramelawanhukum yang diancamdenganancamanhukumanpenjara
minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun dan denda minimal 800 jutamaksimal 8

milyar rupiah. Padahaluntukpengguna (penyalahguna)

YIbid.
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narkotikauntukpenggunaannarkotikagolongan I ancamanmaksimumnyahanya
4 tahuntanpadenda.

Sebagaimanacontohkasussi A dan si B berniathendakmengkonsumsi
shabu kemudiansi A meminjamsepeda motor si B hendakmembeli0,2 gram
shabu dariseorang bandar. Setelah itu di dalamperjalanansi A di
tangkapPolisi. 2°BahwadarikasusdiatasPasal 112 UU 35 Tahun 2009
lebihdominandigunakanuntukmenjeratsi A
sebagaipenggunanarkobadenganalasan pada saatpenangkapansi A
tidakditemuakanperalatanuntukmenggunakan shabu-shabu,
akantetapiseharusnyaPasal 127 ‘ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009
lebihbaikditerapkankepadapenggunanarkotikadenganalasansebagaiberikut:?!

a. Bahwajenisnarkotika Shabu-shabu yang didapatdaritangan Si A

seberat0,2 gram yang dibelidariseorang bandar.

b.  Bahwaniatsi A untukmenggunakannarkoba (shabu-shabu) seberat

0,2 dengan Si B bukanuntukdiperjualbelikanataudidagangkan.

Kasuslainnya juga terjadi pada M Sofyan (31) wargaGantarang,
Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel). Sofyanditangkappolisi di rumahnya
pada 15 Juli 2011 laludenganbuktisatu sachet sabuseberat 0,0484 gram dan

alathisap (bong). JaksamendakwaSofyandenganpasal 112 ayat 1 UU

Narkotika dan pasal 127 ayat 1 UU Narkotika. Jaksa pun

20 https:/litigasi. co. id/narkotika/644/hukuman-bagi-pengguna-narkotika diakses pada 10
September 2021.
2! https://litigasi. co. id/narkotika/644/hukuman-bagi-pengguna-narkotika diakses pada 10
September 2021.
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menuntutSofyanselama 4 tahunpenjarakarenamelanggarpasal 112 ayat 1 UU
Narkotika. Pada 17  Januari 2012, Pengadilan Negeri (PN)
BulukumbamenghukumSofyanselama 1 tahun 10
bulankarenamelakukantindakpidanapenyalahgunaannarkotikagolongan I
bagidirisendiri. Vonisitudikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Makassar
pada 12 Maret 2012. Jaksalalumengajukankasasi dan
tetapmemintaSofyandikenakanpasal 112 UU Narkotika. 2
Hampirsemuadakwaan yang
dijatuhkankepadapenyalahgunabukanlahdakwaantunggalmelainkandakwaanal
ternatif, susidair dan komulatifdengandisertaipenahanmulaisaatpenyidikan,
penuntutansampaiperadilan.  ITtulahsebabnyapenyalahgunadalam  proses
penegakanhukummengalamipenahan  dan -~ berakhir di  penjara dan
janganherankalaulapas di Indonesia over load.
Penuntutumumharusekstratelitikarenaperkarapenyalahgunaadalahperkarapida
na yang terdakwanyadijaminundangundanguntukdirehabilitasi (Pasal 4c).

Perkarapenyalahguna yang oleh Undang-UndangNomor 35 Tahun 2009

tentangNarkotikadidekriminalisasikan (perbuatan yang
mulanyadianggappidana, kemudiandianggapsebagaiperilakubiasa).
Artinyaprosesnyamengikuticriminal Jjustice sistem,

22 hitps://news. detik. com/berita/d-2658245/ma-pasal-112-uu-narkotika-pasal-keranjang-
sampah diakses pada 10 September 2021.
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terdakwanyadiancampidana (Pasal 127). Upayapaksanyaberuparehabilitasi
(Pasal 13 PP 25/2011), sanksinyaberupahukumanrehabilitasi (Pasal 103/1). %3

Dekriminalisasipenyalahgunanarkotikainimemangsulitdipahami oleh
masarakat dan penegakhukumkarenatidakdisosialisasikandenganbaik dan
tidakdiajarkan di sekolahhukum di Indonesia. Hal tersebutkarena yang
diajarkanhanyacriminal justice system. Alhasil, ketikaUndang-UndangNomor
35 tahun 2009 yang menganutrehabilitation Justice
systemdenganmendekriminalisasikanperkarapenyalahgunannarkotika,
makabanyakmasyarakat dan penegakhukum yang gagapkarena mindset-
nyamasihcriminal Justice System. Perkarapenyalahguna pun
tetapdicarikancara agar bisaditahan dan
divonispenjarasampaisekarangmeskipunUndang-UndangNarkotikasudah 10
tahunberjalan. **

Pada kasus-kasusnarkotika, pasal yang
seringdigunakanuntukmenjeratpelakuialahPasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127
UU Narkotika. Ketigapasaltersebut, terdapatduapasal yang multitafsir dan
ketidakjelasanrumusanyaitu ~ pada  Pasal 112 dan 127  yang
tercantumdalamUndang-UndangNomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotikabagi
para penegakhukumdalammenetapkanhukuman. Karena, pada
keduapasaltersebut, orang yang membawa dan memakainarkotikaada di

keduapasaltersebut. Seseorangbisadikenakankeduapasalitu. Padahal, sanksi

23 Gatot Supramono, 2007, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta, hlm. 156.
241bid.
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pada keduapasalituberbeda, pasal 112 minimal 4 tahunpenjara (berat),
sedangkanpasal 127 maksimal 4 tahun (ringan). %

MenindaklanjutiperintahUndang-Undang No. 35 Tahun 2009
tentangNarkotikatersebut,  telahdibuatperaturanbersamaantaratujuhlembaga
negara
mengenaiteknisdaripelaksanaanrehabilitasiterhadappenyalahgunanarkotika.
Peraturantersebutditandatangani oleh Ketua MA, Menteri Hukum dan HAM,
Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala POLRI, Kepala
BNN.  Peraturantersebutditetapkantanggal 11~ Maret 2014.  Jika
melihatrentangwaktuantaraUndang-Undang =~ No. 35 Tahun 2009
tentangNarkotika yang dibuat pada tahun 2009
denganperaturanbersamatujuhlembaga negara
tersebuttentangteknispelaksanaanrehabilitasi yang dibuatbaru pada tahun
2014, maka yang
menjadipertanyaanbesaradalahbagaimanateknispelaksanaanrehabilitasitersebu
tsebelummunculnyaperaturanbersamatujuhlembaga negara, ataupertanyaan
yang
lebihmendasarlagiadalahapakahselamainiaparatpenegakhukumtelahmelaksan
akanamanat yang termuatdalamPasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.
Karena

selamainikecenderungandariaparatpenegakhukumdalammenanganikasuspeny

Zhttps://www.dpr.go.id/berita/detail/id/17882/t/Ada+Kerancuan+Pasal+112+dan+127+U
U+Narkotika diakses pada 10 September 2021.
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alahgunaannarkotikaadalahdenganmenjatuhkansanksipidanasajatanpamenjatu
hkansanksirehabilitasi, tentunyahaliniberkebalikandenganapa yang termuat
dan tercantumdalamPasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Badan Narkotika Nasional (BNN) saatinisedangmengajukanrevisi UU
Narkotika, agar penggunanarkobatidakmelalui proses pengadilan dan
langsungdirehabilitasi. Denganbegitu,
penggunanarkobadapatlangsungditanganidengantepat,
supayajangansampaimerekaterjunmenjadipengedar dan bandar. Pasal 127
ayat 3 menyebutkanjikapenyalahgunanarkobaterbuktihanyamenjadi korban,
makaindividuterkaitwajibmenjalanirchabilitasimedis dan
rehabilitasisosialsesuaiisidariundangundangtersebut. Namun, saatini korban
lebihbanyakdijeratdenganPasal 112
tentangpenyalahgunaannarkobakarenalebihmudahdalamhalpembuktian.
Adanyapengajuantevisi, BNN

inginpenggunanarkobalangsungdapatrehabilitasi. 2

Rekonstruksihukumperludilakukankarenarekonstruksi ide
dasar/konsepberpikirmerupakanbangunan immaterial
aspekpsikologisnilai/jiwa/sikap/wawasan/pengetahuan yang

terkandungdalamsektordaripembangunanbudayahukum.?’Berdasarkanseluruh

hasilpengawasanberkenaandenganUndangUndangNomor 35 Tahun 2009

%6 https://www.  suarasurabaya.  net/kelanakota/2020/BNN-Upayakan-Pengguna-

NarkobaLangsung-Direhabilitasi-Tanpa-Proses-Pengadilan/?amp diakses pada 10 September
2021.

27 Sri Endah Wahyuningsih dan Muchamad Iksan, 2017, Reconstruction of the

Retroactive Principle in the Indonesian Criminal Law Code Based on the Value of Religious
Wisdom, International Journal of Law Reconstruction, Volume I, Issue 1, him. 178.
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TentangNarkotika, Komite Il DPD RI  merekomendasikanhal-

halberikutkepadapemerintah agar Pemerintahmelakukan:*®

1) MelakukanpercepatanrevisiatasUndang-UndangNomor 35 Tahun 2009
tentangNarkotika yang telahmasukdalam daftar
prolegnasdenganmengakomodasiberbagaipembenahankekuranganundang
-undangnarkotikasebagaimanadiuraikan di bagianatas.

2) Percepatan program pembangunanalternatif (alternative development)
sebagaisubtitusipertaniantanamansumberbahanbakunarkotikasekaligusme
nolaksegalaaksi yang mengupayakanpelegalan ganja di Indonesia;

3) Pemetaandaerahperbatasanlaut dan darat yang

dikategorikanrawantransaksiperdagangangelapnarkotikasertapeningkatan

sistempengawasan dan
keamananterpadubersamapemangkukepentinganlainnya di pos
lintasbatasdarat dan laut, pelabuhanpetikemas, pelabuhan-

pelabuhankecil, dan bandaraudara;

4) Pencegahanperedarannarkotikajenisbaru dan jenisprekursornarkotikabaru
(new psychoactive substances) melaluiperangkatnormahukum yang
lebihkomprehensifberupaevaluasitahunan dan
pembaharuanperaturanperundang-undanganterkaitjenisnarkotika,
sertapenindakansecarategasindustrinonfarmasi yang

dikategorikanmelakukanpenyimpanganproduksi precursor narkotikabaru;

28 BNN, Kemenkes, dan Kemensos, analisa, Sumber Timahli Komisi III DPDRI
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5)

6)

7)

Penyusunan program pembinaanberkelanjutanuntukgenerasiemas
Indonesia yang
bebasnarkotikamelaluidesainkurikulumkhususpencegahanpenyalahgunaa
nnarkotikadaripesertadidiktingkatdasar, menengah, dan
perguruantinggidiperlukanpenguatankoordinasidengan BNN
untukmelakukanpengawasanmelekatsecaraberkala;

Pembenahankelembagaan BNN berupa (a)
percepatanpembentukanlembaga Badan  Narkotika  Nasional di
tingkatkabupaten/kotadenganmengedepankanskalaprioritaskabupaten/kot
a yang memilikifasilitasbandara dan pelabuhan, wilayah perbatasan,

peredaran dan penggunanarkotikatinggi, sertapeningkatancapaian target

terukur program pemberantasannarkotika; (b)
pengoptimalandukungananggaranyangmemadai, baik yang
bersumberdari APBN maupun APBD
untukpemenuhandukungansaranaprasararana yang

diperlukandalampemberantasankejahatannarkotika; dan (c¢) penguatan
status hukumkelembagaan BNN yang setaradenganForkompinda di
daerahsehinggadapatberdampak pada penguatananggaran dan
pengoptimalankoordinasidenganpemangkukepentingan;
Pelibatanpemerintahdaerah ~ dan  masyarakatuntukmencegah  dan
memberantaskejahatannarkotikadenganmembentuksatuangugustugas

(satgas) daritingkatProvinsisampaiDesa;
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8) Perbaikansistempengawasanterhadapperedarannarkotika di
lapasdenganmempertimbangkan (1) pembentukanlapaskhususnarkoba;
(2) peningkatanjumlahpetugaslapas; dan 3)
pelaksanaaninspeksimendadak (sidak) secaraberkala;

9) Melakukanpengevaluasian dan
pembenahanmentalitasaparatpenegakhukum di
dalampemberantasankejahatannarkotikadenganmempertimbangkan: (i)
kompetensi,  kuantitas, dan  kualitasaparatpenegakhukum;  (ii)
penguatankarakteraparatpenegakhukum; (ii1)
kesejahteraanaparatpenegakhukum; dan (iv)
penggunaanhasilkejahatantindakpidanapencucian uang yang
berasaldaritindakpidananarkotikasebagaialternatifdukunganpendanaanba
gi program dan kegiatan BNN yang tidakdianggarkan oleh APBN.

10) Program Rehabilitasimelalui (a)
peningkatananggaransaranaprasaranapusatrehabilitasi yang dialokasikan,
baikdalam APBN maupun APBD; (b) pengadopsianpendekatanreligi di
pusatrehabilitasinarkotikamilikpemerintah; dan (c¢) pembentukan forum
koordinasiantarinstansi yang
melakukanrehabilitasibagipenyalahgunanarkotika.

Menyiapkanpusatrehabilitasikhususnyabagipelakutindakpidananarkob
aadalahmerupakansolusinya. Pelakutindakpidananarkotikamembutuhkan
proses penyembuhandariketergantunganobatterlarang.
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Mempenjarakanbukanlahsolusi yang tepatbagipermasalahanini,

menahantetapi juga melakukanterapimedisbarulahakanberhasil.
Bukanrahasialagibanyakpemakaiobat yang di Lembaga
Pemasyarakatantetapimasihketergantunganobat. Hal

tersebutdisebabkanpelakutindakpidananarkotikahanyaditahansecarafisiktetapi
penyakitnyabelumsembubh.
Pelakutindakpidananarkotikamembutuhkanpengobatan yang
selamainitidakmaksimaldidapatkansepertiterapimedis  yang  tepat  dan
rehabilitasisehinggatidakmemperparahkeadaanketergantungan  pada  obat.
Pembangunan pusatrehabilitasiberbasis Lembaga
Pemasyarakatansangatdiperlukansehinggapenanganandaripelakunarkobadapat
penanganan yang tepat.

Pelaksanaanhukumnarkotika di Indonesia belumsesuaidenganUndang-
Undang No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika yang
dibuatdenganmeratifikasihukumkonvensilnternasionaltentangnarkotika.
Pelaksanaanhukumnarkotika di Indonesia yang
belumtepatmembuatpenelititertarikmelakukanpenelitianmengenaipentingnya
memperbaikiUndang-UndangNarkotika ~ dan  sistemhukum  Indonesia
karenabelumadanyakejelasanmengenaisudutpandangtentangkriteriadaansubst
ansitentangpenggunanarkotika. Pelaksanaanhukumnarkotika di Indonesia
yang

belumtepatakanmemperparahkondisipelakutindakpidananarkotikadimanabebe
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rapanarapidana yang
tadinyatidakterlibatjaringannarkobadapatsajamenjadipengedar.
Dalamhalinimakapenulistertarikmelakukanpenelitianlebihlanjutmengenai“Re
konstruksiPertanggungjawabanPidanaDalamPerkaraNarkotikaDengan
Pendekatan Hukum Progresif”.

B. RumusanMasalah

Berdasarkanuraiantersebut -~ di  atastelahmemberikanpetunjuk,

bahwahukum di Indonesia
terjadipenyimpanganterhadapketentuanatauprodukhukum yang
telahdibuatsecaraurgen, untukmengkajisecaramendalam,
makaperumusanmasalah yang

akandibahasdalampenelitianiniadalahsebagaiberikut :
1. Mengapakebijakanpertanggungjawabanpidanaperkaranarkotikadalams
istemhukum di Indonesia belummemakaipendekatanhukumprogresif?
2. Apa yang
menjadihambatandalammewujudkankebijakanpertanggungjawabanpid
ananarkotikadenganpendekatanhukumprogresif?
3. Bagaimanakahrekonstruksipertanggungjawabanpidanaterhadaptindakp
idananarkotikadenganpendekatanhukumprogresit?
C. TujuanPenelitianDisertasi
Sesuaidenganrumusanmasalah yang telahdisebutkan di atas,

makatujuan yang hendakdicapaidalampenelitianiniadalah:
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1. Untukmenganalisis dan
menemukankebijakanpertanggungjawabanpidanaperkaranarkotikadala
msistemhukum di Indonesia
belummemakaipendekatanhukumprogresif.

2. Untukmenganalisis dan
menemukanhambatandalammewujudkankebijakanpertanggungjawaba
npidananarkotikadenganpendekatanhukumprogresif.

3. Untukmenemukanrekonstruksipertanggungjawabanpidanaterhadaptind
akpidananarkotikadenganpendekatanhukumprogresif.

E. KegunaanPenelitianDisertasi
Hasil penelitianinidiharapkandapatberguna dan
bermanfaatsecarateoritis dan praktisadalahsebagaiberikut:

1. Manfaatteoritis

a. Penelitianinidiharapkandapatmemberikansumbangsihterhadappeng
embanganilmupengetahuan, khususnyailmuhukum pada
spesifikasicabangilmuhukumpidanadalamhalsistem,
sehinggadapatterwujudrekontruksipertanggungjawabanpidanaterha
daptindakpidananarkotikadenganpendekatanhukumprogresif.

b. Penelitianinisekaligusdapatdijadikansebagailiteraturtambahan data
sekunderberkaitandenganrekontruksipertanggungjawabanpidanater
hadaptindakpidananarkotikadenganpendekatanhukumprogresif.

2. Manfaatpraktis
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Hasil
daripenelitianinidiharapkandapatmemberimanfaatkepadapihak-pihak
yang berkepentingandiantaranya:

a. Bagipemerintah,
diharapkandapatmemberikansumbangsihpemikirankepada
Lembaga-
lembagaterkaitbaikeksekutifmaupunlegislatifdalammewujudkanp
ertanggungjawabanpidanaterhadaptindakpidananarkotikadenganp
endekatanhukumprogresif.

b. Bagimasyarakat,
diharapkanmenjadibahanreferensibagipembacabaikmahasiswa,
dosen, maupunmasyarakatumum agar
mengetahuitentangpertanggungjawabanpidanaterhadaptindakpid
ananarkotikadenganpendekatanhukumprogresif,

sehingganantinyadapatterciptapenyelesaianhukum yang adil.

c. Bagipeneliti, scbagaisaranadalam proses
pembelajaransehinggabermanfaatuntukmenambah dan
mengembangkanpengetahuanpeneliti di bidanghukum,
khususnyahukumpidana yang
tentunyadiharapkandapatmenunjangpekerjaan yang

penulisgelutinantinya.
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F. KerangkaKonseptualDisertasi

Disertasiinimemilihjudul

“RekonstruksiPertanggungjawabanPidanaDalamPerkaraNarkotikaDengan

Pendekatan Hukum Progresif”, sejalandenganjudulpenelitiandimaksud,

setiapistilahdalamjudulpenelitianiniakandidefinisikanuntukmenjelaskanma

ksud dan maknanya, sekaligusakandiberibatasan agar

pembacatidakkelirudalammemahaminyakelak.

Dalamhaliniadabeberapaistilah yang perludijelaskanyaitu:

1.

Rekonstruksi
Rekonstruksisecaraterminologimemilikiberbagaimacampengertia
n. Untukmemahamidenganbenarpengertiandarirekonstruksitersebut,
sudahbarangtentupengertiannyaharuslahdikontekskanterhadapsuatuaspek
yang akanmenjadiobyekrekonstruksiitusendiri.
RekonstruksidalamKamusBesar Bahasa Indonesia berasaldari
kata ‘konstruksi’ = yang - berartipembangunan yang kemudian di
tambahimbuhan ‘re’ pada kata konstruksimenjadi ‘rekonstruksi’ yang
berartipengembaliansepertisemula.?’Dalam Black Law
Dictionary,*®reconstruction is the act or process of rebuilding,
recreating, or  reorganizing  something,  rekonstruksi  di

sinidimaknaisebagai proses

2 Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai

Pustaka, Jakarta, him. 942

1278.

30 Bryan A. Garner, 1999, Black’ Law Dictionary, ST. Paul Minn: West Group, hlm.
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membangunkembaliataumenciptakankembaliataumelakukanpengorganis
asiankembaliatassesuatu.

B.N.
MarbundalamKamusPolitikmengartikanrekonstruksiadalahpengembalian
sesuatuketempatnya yang semula,
penyusunanataupenggambarankembalidaribahan-bahan yang ada dan
disusunkembalisebagaimanaadanyaataukejadiansemula.’' MenurutKamu
s Thesaurus rekonstruksimemilikimaknarebuilding, reform, restoration,
remake, remodeling, regeneration renovation, reorganization, re-
creation. Rekonstruksi yang
berartimembangunataupengembaliankembalisesuatuberdasarkankejadian
semula, dimanadalamrekonstruksitersebutterkandungnilai—nilai primer
yang
harustetapadadalamaktifitasmembangunkembalisesuatusesuaidengankon
disisemula.

Berdasarkanuraian di atas,
makadapatpenelitisimpulkanmaksudrekonstruksidalampenelitianiniadala
hpembaharuansistemataubentuk.
Maksudrekonstruksiberartimembangunataupengembaliankembalisesuatu
berdasarkankejadiansemula.
Dalamrekonstruksitersebutterkandungnilainilai primer yang

harustetapadadalamaktifitasmembangunkembalisesuatusesuaidengankon

31 B. N. Marbun, 1996, Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 469
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disisemula. Untukkepentinganpembangunankembalitersebut, sesuatu
yang apakahituperistiwa, fenomena-fenomenasejarah masa lalu, hingga
pada konsepsipemikiran yang telahdikeluarkan oleh
pemikiranpemikirterdahulu.

Kewajiban para rekonstruktoradalahmelihat pada segalasisi, agar
kemudiansesuatu yang cobadibangunkembalisesuaidengankeadaan yang
sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan,
dimananantinyadapatmengaburkansusbstansidarisesuatu yang

inginpenulisbanguntersebut.

. PertanggungjawabanPidana

Pertanggungjawabanpidanaadalahpertanggungjawaban orang
terhadaptindakpidana yang dilakukannya.
Terjadipertanggungjawabanpidanakarenatelahadatindakpidana yang
dilakukanseseorang. Pertanggungjawabanpidana pada
hakikatnyamerupakansuatumekanisme yang dibangun oleh
hukumpidanauntukbereaksiterhadappelanggaranataskesepakatanmenolak
suatuperbuatantertentu.

Pertanggungjawabandalamhukumbukanhanyaberartisahmenjatuhkanpida

naterhadap orang tersebut, tetapi juga
sepenuhnyadapatdiyakinibahwamemang pada
tempatnyamemintapertanggungjawabanatastindakpidana yang
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dilakukan.*’Dalamhukumpidanakonsep “pertanggungjawaban”

itumerupakankonsepsentral yang dikenaldenganajarankesalahan.

Pertanggungjawabanpidanadalambahasaasingdisebut juga
“toerekenbaarheid”, criminal  Responsibility, criminal liability,
pertanggungjawabanpidanadisinidimaksudkanuntukmenentukanapakahs
eseorangtersebutdapatdipertanggungjawabkanataspidanaatautidakterhada
ptindakan yang dilakukannyaitu.
Dengandemikianmenurutnyaseseorangmendapatkan pada duahal, yaitu
33

a. Harus adaperbuatan yang bertentangandenganhukum, dengan
kata lain
harusadaunsurmelawanhukumjadiharusadaunsurobjektif; dan

b. Terhadappelakunyaadaunsurkesalahandalambentukkesengajaan
dan ataukealpaan,
sehinggaperbuatantersebutdapatdipertanggungjawabkankepadany

a.

3. TindakPidana

Istilahtindakpidanadalam KUHP,

dikenaldenganistilahstrafbaarfeit dan

dalamkepustakaantentanghukumpidanaseringmempergunakanistilahdelik

32 Chairul Huda, 2006, Dari Pidana Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana
TanpaKesalahan, Pranada Media, Jakarta, hlm. 63.
33 S. R. Sianturi, 1996,4sas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya, Alumni
Ahaem Petehaem, Jakarta, hlm. 245.
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, sedangkanpembuatundang-undangmerumuskansuatuundang-
undangmempergunakanistilahperistiwapidanaatauperbuatanpidanaatauti
ndakpidana.’**MenurutMoeljatno, dimaksudperbuatanpidanaadalah:

Perbuatan yang dilarang oleh suatuaturanhukum, larangan mana
disertaiancaman (sanksi) yang berupapidanatertentu, bagisiapa yang
melanggarlarangantersebut. Dapat juga
dikatakanbahwaperbuatanpidanaadalahperbuatan yang oleh
suatuaturanhukumdilarang dan diancampidana. Asalsajadari pada
itudiingatbahwalaranganituditujukankepadaperbuatan
(yaitukeadaanataukejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang)
sedangkanancamanpidananyaditujukankepada orang yang
menimbulkankejadianitu. *

Hukum Pidana Belanda menggunakanistilahstrafbaarfeit. Hukum
Pidana negara Anglo Saxon memakaiistilahOffense atauacriminal
actuntukmaksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber
pada WvS Belanda, makaistilahaslinya pun samayaitustrafbaarfeit.
IstilahStrafbaarfeitterdiridaritigaunsuryaknistraf,  baar, dan feit.
Stratberartihukuman (pidana), baarberartidapat (boleh), sertafeit yang
berartiperistiwa (perbuatan). TindakPidanaberartisuatuperbuatan yang

pelakunyadapatdikenaihukumanpidana.®

3% Andi Hamzah, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, him. 72
35 Moeljanto, 1984, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 5
36 Wirjono Prodjodikoro, 2009, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama,
Bandung, hlm. 59.
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Tindakpidanamerupakanistilah yang

mengandungsuatupengertiandasardalamilmuhukum, sebagaiistilah yang

dibentukdengankesadarandalammemberikanciritertentu pada
peristiwahukumpidana, tindakpidanamempunyaipengertian yang
abstrakdariperistiwa-peristiwa yang

kongkritdalamlapanganhukumpidana,
sehinggatindakpidanaharuslahdiberikan arti yang bersifatilmiah dan
ditentukandenganjelasuntukdapatmemisahkandenganistilah yang

dipakaisehari-haridalamkehidupanmasyarakat.’

Bertolakdaripendapat-pendapattersebut di atas,
makamenurutPenulis yang
dimaksudpengertiantindakpidanaadalahtindakansuatuperbuatan yang

melanggarketentuanperaturanperundang-undangan,
sehinggasetiappelanggarantersebutdapatdikenaisanksipidana.
4. Narkotika
Narkotikaberasaldaribahasalnggrisnarcostics yang
berartiobatbius yang samaartinyadengan kata narcosisidalambahasa
Yunani yang berartimenidurkanataumembiuskan.**Bahan-
bahannarkotikamemanglazimdipakaiuntukpembiusandalam dunia medis,

misalnyapembiusan pada saatakandilakukantindakanoperasi.

37 Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, him. 99.
38 Parasian Simanungkalit, 2004, Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Menanggulangi
Penyalahgunaan Narkoba, Yayasan Wajar Hidup,Jakarta, him. 8.
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MenurutPasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

menjelaskan:
“narkotikaadalahzatatauobat yang
berasaldaritanamanataubukantanaman,
baiksintesismaupunsemisintesis, yang

dapatmenyebabkanpenurunanatauperubahankesadaran, hilangnya
rasa, mengurangisampaimenghilangkan rasa nyeri, dan
dapatmenimbulkanketergantungan. ”

SelanjutnyaSoedjono D.
menyatakanbahwanarkotikaadalahsejeniszat yang
bisamenimbulkanpengaruh-pengaruhtertentubagimereka yang

menggunakannyadenganmemasukkannyakedalamtubuh.’*Pengaruhterse
butberupa: menenangkan, merangsang, dan menimbulkankhayalan
(halusinasi). Narkotikaterdiridarizatsintesis dan semi  sintesis yang
terkenaladalah heroin yang terbuatdarimorthineyang tidakdipergunakan,
tetapibanyaknampakdalamperdagangan-perdagangangelap, selain juga
terkenalistilahdihydomorfhine.*

Dari pengertiannarkotikatersebuthal yang
samadenganpsikotropikaadalahbentuknyasama-samaberupazatatauobat
yang alamiahmaupunsintesis. Perbedaannya pada psikotropika pada
narkotikaada yang berasaldaritanaman,

sedangkandalampengertianpsikotropikatidakdisebutkandemikian.

3 Zainab Ompu Jainah, 2015, Efektifitas Penerapan Pidana Kurungan Bagi Pelaku

Penyalahgunaan Narkotika, Jurnal PRANATA HUKUM Volume 10 Nomor 1, hlm. 5.

40 Umar Anwar, 2016, Dampak Pemberian Remisi Bagi Narapidana Kasus Narkotika Terhadap
Putusan Pidana Yang Dijatuhkan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13, No.
02, him. 140.
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Menurutundang-undangPsikotropikabahwa
:Psikotropikaadalahzatatauobat,
baikalamiahmaupunsintetisbukannarkotika, yang
berkhasiatpsikoaktifmelaluipengaruhselektif pada susunansarafpusat
yang menyebabkanperubahankhas pada aktivitas mental dan perilaku.*!
Pada psikotropikapengaruhnyatertujukepadasusunansarafpusat  yang
menyebabkanperubahankhas pada aktivitas mental pelaku. Sedangkan
pada narkotikadapatmenyebabkanpenurunankesadaran, hilangnya rasa,
mengurangisampaimenghilangkan rasa nyeri.
Baiknarkotikamaupunpsikotropikasama-
samamenimbulkanketergantungan.
G. KerangkaTeoritis
Perbedaanantarailmuhukumdogmatisdenganteorihukumadalahbah
wailmuhukumpositif/dogmatismembahaspersoalanhukumdenganberacuan
kepadaperaturanhukumpositif -yang berlaku, sehinggabersifatsangat
"apaadanya' (das Sein),
tetapisebaliknyateorihukumtidakmenganalisishukumdenganacuankepadah
ukumpositif/dogmatis yang berlaku. Teorihukummengacukepadadalil-
dalilteoritisnyamelaluisuatupenalaran yang mendalam,
sehinggaberbedadenganilmuhukumpositif,

teorihukumlebihmelihathukumsebagai "apa yang semestinya" (das Sollen).

#Jbid. , him. 141.
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Denganperkataanlain, yang dicari oleh

ilmuhukumadalahvaliditassuatuaturanhukum dan tindakanhukum,
sedangkanteorihukumlebihmencarikebenaran dan
pencapaiankeadilandarisuatuaturanataukaidahhukum. Disampingitu,

karenateorihukumberbicaratentanghubunganantarmanusia,

makateorihukumakanberfokus pada manusia.*

Ada 3 (tiga)
teoripenelitianhukumdalammenganalisisdesertasisayayaitu:

1. Grand theory (teoridasar), teorikeseluruhanatau yang secara garis
besarmenjelaskansuatupermasalahanataufaktahukum yang
menjadirujukanmaupunpenafsiranuntukmiddle theory.

2. Middle theory, teori yang lebih focus dan mendetaildarigrand theory
yang dipakai.

3. Applied theory, teori yang berada di level mikro

Untukmenjelaskanrekonstruksi badan
hukumpenyelenggarapendidikanperguruantinggiswasta yang
berbasisnilaikeadilan, penelitimenggunakanteori, sebagaiberikut:

1. Grand Theory (TeoriKeadilan)

a. TeoriKeadilanMenurut Aristoteles
Keadilanmenurut Aristoteles

adalahkelayakandalamtindakanmanusia.

42 Munir Fuady, 2014, Teori-Teoris Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Prenadamedia Group,
Jakarta, hlm. 5.
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Kelayakandiartikansebagaititiktengahdiantarakeduaujungekstrem

yang terlalubanyak dan terlalusedikit.
Keduaujungekstremitumenyangkutdua orang ataubenda.
Bilakedua orang tersebutmempunyaikesamaandalamukuran yang
telahditetapkan, maka masing-masing orang akanmenerimabagian
yang tidaksama,

sedangkanpelanggaranterhadappropositersebutberartiketidakadilan

Keadilanmerupakansuatutindakanatauputusan yang
diberikanterhadapsuatuhal  (baitkmemenangkan/memberikan dan
ataupunmenjatuhkan/menolak) sesuaidenganketentuan dan
perundang-undangan yang berlaku, adilasal kata
nyadaribahasaarab ‘adala, althbahasanyaadalahlurus.
Secaraistilahberartimenempatkansesuatu pada tempat/aturannya,
lawankatanyaadalahzalim/aniyaya (meletakkansesuatutidak pada
tempatnya). Untukbisamenempatkansesuatu pada tempatnya,
kitaharustahuaturanaturan yang mendasarinyaitu, tanpatahuaturan-
aturansesuatuitubagaimanamungkinseseorangdapatmeletakkanses
uatu pada tempatnya.

Sedangkankeadilanmenurut John Rawls
keadilanadalahkebijakanutamadalaminstitusisosial,

sebagaimanakebenarandalam system pemikiran.
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Suatuteoribetapapunelegan dan ekonomisnya,

harusditolakataudirevisijikaiatidakbenardemikian juga hukum dan

institusi, tidakpedulibetapapunefisien dan rapinya,
harusdireformasiataudihapuskanjikatidakadil. Setiap orang
memilikikehormatan yang berdasar pada
keadilansehinggaseluruhmasyarakatsekalipuntidak bias

membatalkannya. 4

Atas
dasarinikeadilanmenolakjikalenyapnyakebebasanbagisejumlah
orang dapatdibenarkan oleh hallebihbesar yang didaptkan orang
lain.  Keadilantidakmembiarkanpengorbanan yang dipaksakan
pada segelintir orang diperberat oleh sebagianbesarkeuntungan
yang dinikmatibanyak orang. Karena itu, didalammasyarakat yang
adilkebebasanwarga Negara dianggapmapan, hak-hak yang
dijamin oleh keadilantidaktunduk pada
tawarmenawarpolitikataukalkulasikepentingansosial.**

Orang

dapatmenganggapkeadilansebagaisebuahgagasanataurealitasabsol

ut dan mengasumsikan, bahwapengetahuan dan
pemahamantentangnyahanyabisadidapatkansecaraparsial dan
melaluiupayafilosofis yang sangatsulit. Atau orang

43 John Rawls, 1973, 4 Theory of Justice, Oxford University Press, London, hlm. 37

“Ibid. ,
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dapatmenganggap,
bahwakeadilansebagaihasildaripandanganumum agama
ataufilsafattentang dunia secaraumum. Jadi, orang
dapatmendefinisikankeadilandalamsatupengertianataupengertian
lain daripandanganini.

Keadilan di Indonesia digambarkandalam Pancasila
sebagaidasar negara, yaitukeadilansosialbagiseluruhrakyat
Indonesia. Dalamsila lima tersebutterkandungnilai-nilai yang
merupakantujuandalamhidupbersama. Adapun
keadilantersebutdidasari dan dijiwai oleh
hakikatkeadilankemanusiaanyaitukeadilandalamhubungannyaman
usiadengandirinyasendiri,
manusiadenganmanusialainnyamanusiadenganmasyarakat, bangsa,
dan negara, sertahubunganmanusiadenganTuhannya.*

Pancasila terdiridaridua kata Indonesia yaitupancaberarti
lima dan silaberartiprinsip. Pancasila adalah lima prinsip
Indonesia. Prinsippertama Pancasila adalahpercaya pada Tuhan
Yang MahaEsa; yang keduaadalahkemanusiaan yang adil dan
beradab; yang ketigaadalahkesatuan Indonesia; keempatadalah
orang yang disutradarai oleh

kebijaksanaandalammusyawarahperwakilan; dan

45 M. Agus Santoso, 2014, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum,
Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, him. 86.
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kelimaadalahkeadilansosialbagiseluruhIndonesia. Indonesia
percayabahwasetiapundang-undang;
umumatauhukumdalamsistemhukum Indonesia
harusselaluterkandungsemangat Pancasila.*
TeoriKeadilandalamFilsafat Hukum Islam

Keadilanberasaldari kata 'adil", yang
apabiladilihatdariasalkatanyaadalah kata serapandari Bahasa Arab,
yaitual-'adl, yang berarti "tengah" atau "pertengahan". Kata al-
'adsinonimdengan  kata imshaf, yang dapatberarti "sadar",
yaknisadardalammengambilkeputusan yang tepat.*’

Terminologi yang dibuat oleh para ahli Hukum Islam, al/-
‘adldalampengertiansubyek (orang) yang berbuatadil, berarti orang
yang menjauhiperbuatandosabesar dan
tidakterusmenerusmelakukandosakecil,
namundominanperbuatanbenarya, sertamenjauhiperbuatan yang
rendah.*® Jadi secara literal, arti adildalambahasa Arab

klasikadalahsuatukombinasidari moral dan nilaisosial yang

menunjukkan arti berbuatbaik (fairness), keseimbangan (balance),

46 Teguh Prasetyo, 2016, Criminal Liability Of Doctor In Indonesia (From A Dignified
Justice Perspective). International Journal of advanced Research (IJAR).

47 Nurcholish Madjid, 1992, Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah telaah Kritis tentang
Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, him.

4 Ahmad Ali MD, 2012, Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin, Jurnal Mimbar Hukum
dan Keadilan, Edisi No. 75, hlm. 132.
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kesederhanaan (temperance), dan kejujuran
(straightforwardness).*’
Keadilandalam Islam  samadengansuatukeyakinansuci,

suatukewajiban (taklif) yang

dibebankankepadamanusiauntukdilaksanakandengansungguh-

sungguh dan jujur. Karena itu,
keadilanadalahkualitasberlakuadilsecara moral dan
rahmatdalammemberikankepadasetiapmanusiaatashaknya. Hal

inidijelaskandalam = Al =~ Qur'an, yakni kata  "amanat"
sebagaijamakdari "amanah", terdiridarisegalabentukamanah yang
harusdilaksanakan oleh seseorang, dimana yang paling
utamaadalahkeadilan, dan
dalamotoritasmanusiatidakbolehmenghakimimenuruttingkahlaku
merekanamunharussecaraketatsesuaidenganfirman Allah.>
Keadilandalam Islam berasaldarijantungpenerapansyariat,
dan bukanteori yang otonumdiluarhukum-
hukumsyariat.>'Keadilan universal Islam tidaklahtemporer dan
mengalamiperubahan, yang mengalamiperubahan dan

dinamikasesuaisituasi dan kondisiruang dan waktuadalahhukum-

4 Majid Khadduri, 1984, The Islamic Conception of Justice, USA: The Johns Hopkins

University, hlm. 8

0 Muhammad Muslehudin, 1985, Philoshophy of Islamic Law and The Orientalist; a
Comparative Study of Islamic Legal System, Markazi Makatab Islami, Delhi, him. 101-102.
51'Wahbabh al Zuhaili, 2009, al-Figh Islam wa Adillatuhu, Dar al Fikr, Juz IX, Beirut, hlm.
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hukum yang bersifatcabang (furu’), karenahukum-
hukumsemacaminitidaklahdijadikantujuan, sebab yang
dijadikantujuandarihukumhukumtersebutadalahpencapaianrealisas
ikeadilansyar'i, dan tidakadanilaipenalaran ijtihad
jikabukanpenalaran yang sahib secarasyara’,
yaitupendapat/putusanhukum yang mumi, terhindardarihawanafsu
(kepentingan) individual dan syahwat yang menafikantujuansyara’
yang universal dalammewujudkanperdamaian dan kebaikan.>?
Keadilan yang tertinggidalam Islam adalahkeadilanllahi
yang mutlak,
meskipunmekanismepersidangannyatidakterlaluberbedadenganpri
nsipkeadilan di dunia. Keadilanllahiitudijelaskan oleh Al Qur 'an,
dibuktikandengancatatanamal yang diperolehmalaikatRaqib dan
Atid. Amal manusiaakanditimbang dan
manusiaakandisuruhmembacasendiriamal-amalnya,
sedangkanmulutmanusiadikunci, dan anggotatubuh yang lain
menjadisaksi, sehinggatidakadakebohongan.
Upayamendekatikeadilansesuaidengankeadilanilahiyah,
maka hakim sebagaipihak yang
ditugaskanuntukmewujudkankeadilan,
haruslahselalumenjagadirinyauntuksenantiasadekatdengan ~ Allah

SWT, sehingganantinyaputusan yang dijatuhkan oleh hakim

21bid
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telahsecara transcendental (sesuatu yang

berhubungandengantransendenatausesuatu yang
melampauipemahamanterhadappengalamanbiasa dan
penjelasanilmiah) didasarkankepadakeadilanllahiyah.

Keberadaankeadilanselaluadadiduatempat,
yaknikeadilanmanusiawi yang sifatnyasubyektif dan relatif dan
keadilanilahiyah yang sifatnyaobyektifdan mutlak,
kebenarannyabukankarenaadanyasubyek yang membenarkannya,
karenaadatidaknyakebenaranobyektithanyabergantung pada
obyeknya dan bukansubyeknya.

2. Middle Theory (TeoriSistem Hukum)

Pada hakikatnya, scbuahsistemadalahsebuah unit yang
beroperasidenganbatas-batastertentu.
Suatusistemhukumdalamoperasiaktualnyamerupakansebuahorganisme
kompleksdimanastruktur, -substansi  dan = kultur  berinteraksi.
Untukmenjelaskanlatarbelakang dan
efekdarisetiapbagiannyadiperlukanperanandaribanyakelemensistemters
ebut.  Struktur dan  substansimerupakanciri-cirikukuh  yang
terbentukpelan-pelan oleh kekuatan-
kekuatansosialdalamjangkapanjang.  Semuaitumemodifikasituntutan-

tuntutan yang berlangsung dan pada
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dirinyamerupakanendapanjangkapanjangdarituntutantuntutansosiallain
nya.

Sistembisabersifatmekanis, organis, atausosial. Tubuhmanusia,
sebuahmesin pinball, dan gerejaKatolik Roma semuanyaadalahsistem.
David Easton
telahmendefinisikansistempolitiksebagaikumpulaninteraksidenganme
mpertahankanbatas-batastertentu yang bersifatbawaan dan dikelilingi
oleh sistem-sistemsosiallainnya yang
terusmenerusmenimpakanpengaduhpadanya.>?

Teorisistemhukum, yang dikembangkan - oleh Friedmann,
menguraikanbahwahukumsebagaisuatusistem,
dalamoperasinyamemilikitigakomponen  yang  salingberinteraksi,
yaitustruktur (structure), substansi (substance) dan kultur (culture).
Strukturhukumadalahkelembagaan yang diciptakan oleh
sistemhukum.>*Sistemhukummeliputitigakomponenyaitu:

a. Legal structure, yaitubagian-bagian = yang bergerak di
dalamsuatumekanisme, yang merupakankelembagaan yang
diciptakan oleh system hukum dan

mempunyaifungsiuntukmendukungbekerjanyasistemhukum

53 Lawrence M. Friedman, 1975, The Legal System: A Social Science Perpective,
Russel Sage Foundation, New York, diterjemahkan oleh M. Khozim, 2009,
Sistem Hukum: Perspektif IImu Sosial, Nusa Media, Bandung, hlm. 6.

3Ibid, hlm. 14.
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(mencakupwadahdarisistemhukumsepertilembaga-lembagahukum,
dan hubunganataupembagiankekuasaanantarlembagahukum);

b. Legal substanceyaituhasilaktual yang diterbitkan oleh system
hukum, yang berupanorma-normahukum, baikperaturan-peraturan,
keputusan-keputusan yang digunakan oleh para
penegakhukummaupun oleh mereka yang diatur; dan

c. Legal culture yang berupa ide-ide, sikap, harapan dan
pendapattentanhukumsebagaikeseluruhan factor yang
menentukanbagaimanasistemhukummemperolehtempatnya orang
untukmenerimahukumatausebaliknya.>

Strukturhukummenyangkutaparatpenegakhukum,
substansithukummeliputiperangkatperundang-undangan dan
budayahukummerupakanhukum yang hidup (living /law) yang
dianutdalamsuatumasyarakat. Hukum
sebagaialatuntukmengubahmasyarakatataurekayasasosialtidak lain
hanyamerupakan ide-ide vyang ingindiwujudkan oleh hukumitu.

Untukmenjamintercapainyafungsihukumsebagairekayasamasyarakatke

arah yang lebihbaik,
makabukanhanyadibutuhkanketersediaanhukumdalam arti
kaidahatauperaturan, melainkan juga

adanyajaminanatasperwujudankaidahhukumtersebutkedalampraktekhu

55 Sri Endah Wahyuningsih, 2013, Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam
Hukum Pidana Islam, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 4-5.
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kum, ataudengan kata lain, jaminanakanadanyapenegakanhukum (/a
enforcement) yang baik. Jadi
bekerjanyahukumbukanhanyamerupakanfungsiperundang-
undangannyabelaka,
malainkanaktifitasbirokrasipelaksananya.>’Dalamsistemhukumharusad
akompromiantaraketigaunsurtersebut,
ketigaunsurtersebutharusmendapatkanperhatiansecaraproporsionalseim
bang.

3. Applied Theory (Teori Hukum Progresif)

Applied theory yang
digunakandalampenelitianiniadalahteorthukumprogresifdariSatjiptoR
ahardjo.Hukum dan keadilanmerupakanduabuahsisimata uang yang
tidakdapatdipisahkan, hukumbertujuanuntukmewujudkankeadilan dan
keadilantanpahukumibaratmacanompong.
Namununtukmendapatkankeadilanmakapencarikeadilanharusmelaluip
rosedur-prosedur - yang  tidakadil. ~Sehinggahukummenjadimomok
yang menakutkanbagimasyarakat,
hukumbukanlagiuntukmembahagiakanmasyarakattetapimalahmenyen
gsarakanmasyarakat. Hukum

gagalmemberikankeadilanditengahmasyarakat. Supremasihukum

56 Munir Fuady, 2007, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya
Bakti, Bandung, him. 40.
57 Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis),
Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 97.
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yang selamainididengungkanhanyalahsebagaitanda (sign)
tanpamakna. Teks-tekshukumhanyapermainanbahasa (language of
game) yang cenderungmenipu dan mengecewakan.

Salah satupenyebab yang terjadididalam dunia
hukumadalahkarenamasihterjerembabkepadaparadigmatunggalpositiv
isme yang sudahtidakfungsionallagisebagaianalisis dan kontrol yang
bersejalandengantabelhidupkarakteristikmanusia yang senyatanya
pada konteksdinamis dan multi kepentinganbaik pada proses maupun
pada peristiwahukumnya. Sehinggahukumhanyadipahamidalamartian
yang  sangatsempit,  yaknihanyadimaknaisebatasundang-undang,
sedangkannilai-nilaidiluarundang-
undangtidakdimaknaisebagaisebuahhukum.

Hukum Progresifmemecahkankebuntuanitu. Hukum
progresifmenuntutkeberanianaparathukummenafsirkanpasaluntukme
mperadabkanbangsa. Apabila proses tersebutbenar, idealitas yang
dibangundalampenegakanhukum di Indonesia

sejajardenganupayabangsamencapaitujuanbersama.

Idealitasituakanmenjauhkandaripraktekketimpanganhukum yang
takterkendalisepertisekarangini. Sehingga Indonesia
dimasadepantidakadalagidskriminasihukum, bagikaum papa
karenahukumtakhanyamelayanikaum kaya.

Apabilakesetaraandidepanhukumtakbisadiwujudkan,
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keberpihakanitumutlak.
Manusiamenciptakanhukumbukanhanyauntukkepastian, tetapi juga
untukkebahagiaan.

Hukum progresiflahirkarenakeadaan Indonesia pada masa lalu.
Ada berbagaipergulatanpemikiran,
berkaitandenganusahadaripemikirhukumuntukmenawarkangagasannya
agar persoalanhukum di negeri initidakmenemui “jalanbuntu”.

Hukum progresiftidakmunculsekonyong-konyong,
namunmempunyaianteseden.
AdalahkepribadianSatjiptoRahardjoterhadapkeadaanhukum di
Indonesia. Para
pengamathukumdenganjelasmengatakanbahwakondisipenegakanhuku
m di Indonesia sangatmemperhatikan. Pada tahun 1970-an
sudahadaistilah “mafia peradilan” dalamkosa kata hukum Indonesia
pada Orde Baruhukumsudahbergeserdari social engineering ke dark
engineering karenadigunakanuntukmempertahankankekuasaan. Pada
Era  Reformasi  dunia  hukummakinmengalamikomersialisasi.
MenurutSatjiptoRahardjo, inti darikemunduran di
atasadalahmakinlangkanyakejujuran, empati, dan
dedikasidalammenjalankanhukum.

Hukum progresifberangkatdarisebuahmaksimbahwa:

“hukumadalahsuatuinstitusi yang
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bertujuanmengantarkanmanusiakepadakehidupan yang adil, sejahtera,
dan membuatmanusiabahagia”.>®
Pernyataaninitegasbahwahukumadalahuntukmanusia,
dalamartianhukumhanyalahsebagai “alat” untukmencapaikehidupan
yang adil, sejahtera dan  bahagia, bagimanusia. = Oleh
karenaitumenuruthukumprogresif, hukumbukanlahtujuandarimanusia,
melainkanhukumhanyalahalat. Hukum adalahsuatuinstitusi  yang
bertujuanuntukmengantarkanmanusiakepadakehidupan  yang  adil,
sejahtera dan membuatmanusiabahagia.’’
Kekuatanhukumprogresifadalahkekuatan yang menolak dan
inginmematahkankeadaan status quo. Mempertahankan status quo

adalahmenerimanormativitas dan sistem yang

adatanpaadausahauntukmelihatanekakelemahandidalamnya,

lalubertindakmengatasi. Mempertahankan status quo
sepertiitumakinbersifatjahatsaatsekaligusdiiringisituasikorup dan
dekadendalamsistem. Praktik-

praktikburukmenjadiamandalamsuasanamempertahankan status quo.
Kekuatanhukumprogresifakanmencariberbagaicaragunamemata

hkankekuatan status quo. Iniadalahparadigmaaksi, bukanperaturan.

8 Satjipto Rahardjo, 2009, “Saatnya Mengubah Siasat dari Supremasi Hukum ke
Mobilisasi Hukum”, Kompas, Senin 26 Juli 2004, dalam Mahmud Kusuma, Menyelami Semangat
Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia, AntonyLib, Yogyakarta,

% Tbnu Suka, Gunarto, Umar Ma’ruf, 2018, Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai
Penegak Hukum Dalam Melaksanaan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan
Masyarakat, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1, hlm 112.
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Dengandemikian, peraturan dan

sistembukansatu-satunya yang

menentukan. Implementasiteorihukumprogresifmenuntutputusan

hakim mengacu pada tujuanhukum, yaitukemaslahatankemanusiaan

yang memenuhi rasa keadilan dan kepastianhukum.®

Progresivismemembutuhk
um dan itubisadilakukan oleh
Kekuatanhukumprogresiftidaksan
tif, tetapiselalugelisahme
bisasayalakukandenganhukuminiy
keadilankepadarakyat”. Singkat K

dan undang-undangsemata. Keadi

Das Sein
Selama ini, aparat penegak hukum di
Indonesia cenderung menjatuhkan sanksi
pidana bagi para pelaku tindak pidana
tersebut tanpa melakukan rehabilitasi.
Hampir semua dakwaan yang dijatuhkan
kepada penyalahguna bukanlah dakwaan
tunggal melainkan dakwaan alternatif,
susidair dan komulatif dengan disertai
penahanan  mulai  saat  penyidikan,
penuntutan  sampai  peradilan.  Itulah
sebabnya  penyalahguna dalam proses
penegakan hukum mengalami penahan dan
berakhir di penjara. Rata-rata terdakwa
penyalahguna/korban narkotika mendapat
persangkaan dari penyidik Pasal 112,
sebagai pelaku tindak pidana bukan korban.

hukum.®*

Sistemhukumdimanapundidunia,

keadilanselalumenjadiobjekperburuan,

khususnyamelaluilembagapengadilannya. Keadilanadalahhal yang

mendasarbagibekerjanyasuatusistemhukum.

H. KerangkaPemikiranDisertasi

Pancasila Sebagai Landasan Idiil dan Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai
Landasan Konstitusional

L

Das Sollen
Konvensi Psikotropika Tahun 1971

UUD 1945 latun, dan Sri Endah Wahyuningsih, 2018, The

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 |! Of Law Enforcement By The Law Enforcer
tentang Narkotika Bab IX mencantumkan Conference and Call for Paper, him 116.% Prof.

mengenai hukuman rehabilitasi bagi
pecandu dan korban penyalahgunaan
narkotika

SEMA Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Menempatkan Pemakai Narkotika ke
Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi
SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Penempatan  Penyalahgunaan, Korban
Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika
ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis

mProgresif, Buku Kompas, Jakarta, hlm 116.




E

E

Kesenjangan

maksimal.

Pelaksanaan hukum narkotika di Indonesia belum sesuai dengan Undang-Undang No. 35
Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dengan meratifikasi hukum konvensi Internasional
tentang narkotika. Pengguna narkotika dapat dimasukkan sebagai korban dari penyalahgunaan
narkotika sehingga diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan pecandu
narkotika sebagai korban, bukan pelaku kejahahatan. Belum adanya kejelasan mengenai sudut
pandang pengguna narkotika membuat pelaksanaan hukum narkotika di Indonesia belum

3

Perbandingan dengan
Negara lain

Kebijakan pertanggungjawaban pidana perkara narkotika dalam
sistem hukum di Indonesia belum memakai pendekatan-hukum
progresif

1ol

APPLIED THEORY
Teori Hukum Progresif

Hambatan dalam mewujudkan kebijakan pertanggungjawaban
pidana narkotika dengan pendekatan hukum progresif

H

MIDDLE THEORY
Teori Sistem Hukum

Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana
narkotika dengan pendekatan hukum progresif

GRAND THEORY
Teori Keadilan

\ 2

Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Dalam
Perkara Narkotika Dengan Pendekatan Hukum
Progresif

I. MetodePenelitian

Metodepenelitianadalahsuatucaraatauprosedur yang
dipergunakanuntukmelakukanpenelitian agar lebihterarah dan
dapatmenjawabrumusanmasalah dan
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tujuanpenelitiansertabisadipertanggungjawabkansecarailmiah.®!
Metodepenelitian yang dipergunakandalampenelitianiniterdiriatas:
1. ParadigmaPenelitian
Paradigmasejatinyamerupakansuatusistemfilosofis ‘payung’
yang meliputiontologi, epistemologi, dan metodologitertentu.
Masingmasingnyaterdiridariserangkaian ‘belief dasar’ atau world view
yang tidakdapatbegitusajadipertukarkan (dengan
‘beliefdasar’atauworld viewdariontologi, epistemologi, dan
metodologiparadigmalainnya).  Lebihdaripadasekedarkumpulanteori,
paradigmadengandemikianmencakupberbagaikomponenpraktek-
praktekilmiah di dalamsejumlahbidangkajian yang terspesialisasi.
Paradigma juga menggariskantolokukur,
mendefinisikanstandarketepatan yang dibutuhkan,
menetapkanmetodologi - mana yang akandipilihuntukditerapkan,
ataucarabagaimanahasilpenelitianakandiinterpretasi.®?
Penclitianinibertitiktolakdariparadigmaparadigmapost
positivism, menurut Salim adalahparadigma yang
menggangapmanusiatidakdapatselalubenardalammemandangsebuahrea
litas. Oleh karenaitu,
dibutuhkanmetodetriangulasiuntukmengumpulkanberbagaisumber data

dan informasi. Salim juga menjelaskan di

1Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Pres, Jakarta, 1981, hlm 43
62 Erlyn Indarti, 2010, Diskresi dan Paradigma, Pidato Pengukuhan Guru Besar, UNDIP,
Semarang, hlm. 4.
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dalamparadigmainihubunganantarapengamat dan
objekharusbersifatinteraktif, tidakbisahanyadibelakanglayar. Namun,
pengamatdisiniharusbersifatnetralsehinggatingkatsubjektivitasdapatdik
urangi.®
Penelitimenggunakanparadigmapost
positivismekarenaPenelitiinginmembangunpemahamanmengenaiimple
metasipenggunaanhukumprogresifdalampenanganankasusnarkotika
yang digunakan oleh penegakhukumdalammenciptakanbrand image di
masyarakat. Paradigmapost = positivismedikatakanlebihmempercayai
proses verifikasiterhadapsuatutemuanhasildenganberbagaimetode.
Oleh karenaitupenelitimemilihparadigmaini.
2. MetodePendekatan
Metodependekatan yang
digunakandalampenelitianiniadalahmetodependekatanyuridisempiris.
BerdasarkanpandanganSoetandyo Wignjosoebroto,
penelitianhukumempirismerupakanpenelitian-penelitian yang
berupastudistudiempirikuntukmenemukanteori-teorimengenai  proses
bekerjanyahukumdalammasyarakat.5*
Metodeinidigunakanmengingatpermasalahan yang

akandibahasadalahterkaitdenganrekonstruksipertanggungjawabanpidan

8 Esmi Warassih, 2006, Penelitian Socio Legal, Makalah Workshop Pemutakhiran
Metodologi Hukum, Bandung, hlm. 7.
8 Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika
Masalahnya, Huma, Jakarta, him. 147.
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aterhadaptindakpidananarkotikadenganpendekatanhukumprogresif.
Metodependekatanyuridisempirismerupakansuatumetode yang
digunakanuntukmemecahkanmasalahdenganmeneliti data
sekunderterlebihdahulu,
untukkemudiandilanjutkandenganmengadakanpenelitianterhadap data
primer untukmenemukankenyataanhukum di lapangan.

Metodependekatandilakukanmelaluipendekatanundang-undang
(statuta approach), dan metodependekatankasus (case approach) dan
pendekatanperbandinganhukum?®, Metodependekatanundang-
undangdilakukanterhadapketentuanataupasal-pasalperundang-
undangan yang
mengaturtentangtindakpidananarkotikakhususnyaUndang-
UndangNomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.
Metodependekatankasusyaknimembahasbeberapakasus-
kasustindakpidanaperkaranarkotikadalamsistemhukum di Indonesia.

Pendekatanperundang-
undanganmerupakancarapendekatandenganmelihatperaturanperundang
-undangan yang berkaitandenganpermasalahan yang dibahas.
Penelitianuntukpraktikhukumtidakdapatmelepaskandiridaripendekatan
perundang-undangan.

Pendekatankasusdigunakanapabiladalammembahaspermasalahanmeng

85 Soerjono Soekanto, Op. Cit. , hlm. 7.
%6 Ediwarman, 2015, Metodelogi Penelitian Hukum, Sofmedia, Medan, him. 99.
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gunakancontohkasusuntukmendapatkangambaran yang
jelasmengenaipermasalahan yang dibahas.

Selainitupenelitianini juga
menggunakanbeberapapendekatalainnyasepertipendekatanhistorisdilak
ukandalamkerangkapelacakansejarahhukumdariwaktukewaktu®’.
Pendekataninisangatmembantupenelitiuntukmemahamifilosofidariatur
anhukumdariwaktukewaktu.
8pendekatanperbandingandilakukandenganmengadakanstudiperbandin

ganhukum.®Pendekatankonseptualdilakukanmanakalapenelititidakbera

njakdariaturanhukum yang ada,
dikarenakanbelumatautidakadaaturanhukumuntukmasalah yang
dihadapi.”®

SpesifikasiPenelitian
Penelitianhukummerupakansuatukegiatanilmiah yang
didasarkan pada metode, sistematika dan pemikirantertentu yang
bertujuanuntukmempelajarisatuataubeberapagejalahukumtertentu,
denganjalanmenganalisanya.’! Untuktercapainyapenelitianini,
sangatditentukandenganmetode yang
dipergunakandalammemberikangambaran dan jawabanatasmasalah

yang dibahas.

7Ibid,hlm. 126,

8Ibid

Ibid,hlm. 119,

Ibid, hlm. 137

7! Soerjono Soekanto, Op. Cit. , hlm. 43.
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Ditinjaudarisegisifatnya, penelitianinibersifatdeskriptifanalitis,
yaituanalisis data yang dilakukantidakkeluardarilingkuppermasalahan
dan berdasarkanteoriataukonsep yang
bersifatumumdiaplikasikanuntukmenjelaskantentangseperangkat data,
ataumenunjukkankomparasiatauhubunganseperangkat data
denganseperangkat data yang lain.”?7 Oleh
karenaitudalamspesifikasipenelitiandalampenulisandisertasiiniberupap
enelitiandeskriptifanalitis. Deskriptifdalam arti
bahwadalampenelitianinipenulisbermaksuduntukmenggambarkan dan
melaporkansecararinci, sistematis dan
menyeluruhmengenaisegalasesuatu yang
berkaitandenganrekonstruksipertanggungjawabanpidanaterhadaptindak
pidananarkotikadenganpendekatanhukumprogresif,
sedangkananalitisberartimengelompokkan, = menghubungkan  dan
memberitanda pada
rekonstruksipertanggungjawabanpidanaterhadaptindakpidananarkotika.

4. Sumber Data

Sumber data yang

dipergunakandalampenelitianiniadalahsebagaiberikut:

a. Data Primer

2 Bambang Sunggono, 1997, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, hlm.
73
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Data primer adalah data yang
diperolehsecaralangsungdarimasyarakat yang
dilakukanmelaluiwawancara, observasi dan alatlainnya.”* Data
primer iniberupawawancarakebeberapapihakterkait yang
menunjanguntukpengumpulan data dalampenelitianini. Data primer
pada penelitianinidiperolehdariinformanberikut:

1) BNN ProvinsiJawa Tengah

2) Kejaksaan Negeri Semarang

3) Hakim Pengadilan Negeri Semarang

4) Tersangka dan Korban dalamkasusnarkotika.
b. Data Sekunder

Data sekunderyaitu data yang diperolehdarikepustakaan
dan yang bersifatpublik.” Data
sekundermerupakanbahanhukumdalampenelitian yang
diambildaristudikepustakaan yang terdiridaribahanhukum primer,
bahanhukumsekunder dan bahan mnon hukum. Data yang
bersifatkepustakaan yang terbagiatasbeberapajenisyaitu :

1) Bahan Hukum primer merupakanbahanhukum yang
bersifatautoritatifartinyamemilikisuatuotoritas, mutlak dan
mengikatBahanhukum  primer  terdiridariperaturandasar,

peraturanperundang-undangan, catatanresmi, lembar negara

"Ibid; hlm. 87.
5 P. Joko Subagyo, 2006, Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek, Cetakan
Kelima, Rineka Cipta, Jakarta. hlm . 88.
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penjelasan, risalah, dan yurisprudensi.”*Bahanhukumpimer

yang digunakanantara lain:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945

b) Undang-UndangNomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-

¢) Undang Hukum Pidana KUHAP;

d) Undang-UndangNomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;

e) PeraturanPemerintahRepublik Indonesia Nomor 40
Tahun

f) 2013 tentangPelaksanaanUndang-UndangNomor 35
Tahun 2009 tentangNarkotika;

g) PeraturanPresidenNomor 83 Tahun 2007 tentang Badan
Narkotika Nasional, Badan NarkotikaProvinsi, dan Badan
NarkotikaKabupaten/Kota;

h) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK. 01. 07/Menkes/701/2018
tentangPenetapaninstitusiPenerimaWajibLapor dan
FasilitasPelayanan Kesehatan Pengampu dan Satelit
Program TerapiRumatanMetadona;

1) Keputusan Menteri SosialRepublik Indonesia Nomor

19/HUK/2019 tentang Lembaga RehabilitasiSosial

76 P. Joko Subagyo, 2006, Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek, Cetakan Kelima,
Rineka Cipta, Jakarta. hIm . 88.
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2)

3)

Korban PenyalahgunaanNarkotika, Psikotropika, dan
ZatAdiktifLainnyaSebagailnstitusiPenerimaWajibLaporB
agi Korban PenyalahgunaanNarkotika, Psikotropika, dan
ZatAdiktifLainnyaTahun 2019
j)  PeraturanKepalaPolisiNomor 6 tahun 2019
tentangpenyidikantindakpidana;
Bahan Hukum Sekunderyaitubahan-bahan yang
memberikanpenjelasanmengenaibahanhukum primer,
berupahasilkaryadarikalanganhukumdalambentukbuku-
bukuatauartikel.
Bahanhukumsekunderdigunakandenganpertimbanganbahwa
data primer
tidakdapatmenjelaskanrealitassecaralengkapsehinggadiperluka
nbahanhukum  primer  dan  sekundersebagai  data
sekunderuntukmelengkapideskripsisuaturealitas. Bahanhukum
primer diantaranya:
a) Buku-buku.
b) Hasil penelitianhukum.
c) Makalah/bahanpenataranmaupunartikel-artikel.
Bahan Hukum Tertier, yaitu data dataataubahan-bahan yang
memberikanpetunjukataupenjelasanterhadapbahanhukumprim

er dan
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bahanhukumsekunder.”’Bahanhukumtertierdalampenelitianini
meliputi:
a) Kamus Hukum
b) Majalah
¢) Surat Kabar
d) Internet
5. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data diusahakan agar
memperolehsebanyakmungkin data yang
berhubunganeratdenganpermasalahan ~ yang adadalampenelitianini.
Pengumpulan data merupakanhal yang
sangaterathubungannyadengansumber data,
karenamelaluipengumpulan  data - iniakandiperoleh = data  yang
diperlukanuntukselanjutnyadianalisasesuaidengan = yang diharapkan.
Berkaitandenganhaltersebut,
makadalampenelitianinipenulismenggunakanteknikpengumpulan  data
sebagaiberikut:
a. Studi Pustaka
Teknik pengumpulan data
dalampenelitianinipertamaakandilakukanstudipustakadenganmelak

ukankajianhukumsecaranormatifdalamrekonstruksipertanggungjaw

"Ibid.,
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abanpidanadalamperkaranarkotikadenganpendekatanhukumprogres
if.
Observasi

Observasiadalahpengamatan (observasi) yang tidakterlibat
dan digunakansecaralangsungtanpaterlibat.
Observasidilakukanuntukmengetahui dan
memahamisituasisosialdariobjekpenelitiandenganmenggunakannon
participant observation.
Wawancara

Wawancaraadalahcarauntukmemperolehinformasidenganme
ngadakanpertanyaan-pertanyaanlangsungkepadaobjekpenelitian.
Hal  inidilakukandengantanyajawabdenganpihak-pihak  yang
terkaitdenganpenelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun
mengenaisampelpenclitiandiambilsecara purposive,
karenapenelitiankualitatiflebihmengarahkepada proses dariproduk
dan = biasanyamembatasi  pada suatukasus. Purposive
sampling/penarikansampelbertujuanmengambilsubyekberdasarkan
pada konsepketerwakilansebagaimana yang
digunakandalampenelitiankualitatif. Sesuaidenganmetodekualitatif,
sampelpenelitianiniadalahpihakterkait yang

menunjanguntukpengumpulan data dalampenelitianini.
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Wawancarainidilakukanuntukmemperolehketeranganataupe

njelasandenganmempersiapkanpertanyaan-pertanyaan yang
sesuaidenganpermasalahan yang diteliti.
Sedangkansistemwawancara yang

dipergunakanadalahwawancarabebasterpimpin,
artinyaterlebihdahuludipersiapkan daftar
pertanyaansebagaipedomantetapimasihdimungkinkanadanyavariasi
pertanyaan yang disesuaikandengansituasi pada
saatwawancaradilakukan. ™®
6. Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukandenganmetodeanalisiskualitatif.
Metodepenelitiankualitatifadalahmetode yang
bersifatinteraktif,”’yaitumetode ~ yang  lebihmenekankan  pada
pencarianmaknasesuaidenganrealitas. Metodeiniakanmenghasilkan
data berupapernyataanpernyataanatau data yang dihasilkanberupa data
deskriptifmengenaisubjek yang diteliti. !
Dengandemikianrangkaiankegiatananalisis data yang
diperlukandalampenelitianpenulisadalahsebagaiberikut : semua data
yang telahdiperolehterlebihdahuludiolah agar

dapatmemberikangambaran yang sesuaikebutuhan,

8 Soetrisno Hadi, 1985, Metodologi Reseacrh Jilid II, Yayasan Penerbit Fakultas
Psikologi UGM, Yogyakarta. hlm . 26.
7 Miles and Hubberman, 1992, Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang
Metode-Metode Baru, Universitas Indonesia Press, Jakarta, him . 15-20. '!! /bid. , him. 15.
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kemudiandianalisisdenganmenggunakanmetodeanalisiskualitatif,

dimana data-data yang diperlukangunamenjawabpermasalahan, baik

data primer maupun data sekunder,
dikumpulkanuntukkemudiandiseleksi, dipilah-
pilahberdasarkankualitas dan

relevansinyauntukkemudianditentukanantara data yang penting dan
data yang tidakpentinguntukmenjawabpermasalahan. Dipilih dan
disistematisasiberdasarkualitaskebenaransesuaidenganmateripenelitian
,  untukkemudiandikajimelaluipemikiran ~ yang  logisinduktif,
sehinggaakanmenghasilkanuraian yang bersifatdeskriptif, yaituuraian
yang menggambarkanpermasalahansertapemecahannyasecarajelas dan
lengkapberdasarkan data yang diperolehdaripenelitian.
Sehinggahasilanalisistersebutdiharapkandapatmenjawabpermasalahan
yang diajukan.®°
Metodeanalisis data
dalampenelitianinimenggunakanmetodeanalisiskualitatif,
yaitumemberikangambaransecaradeskriptifanalitismengenairekonstruk
sipertanggungjawabanpidanadalamtindakpidananarkotikadenganpende
katanhukumprogresif.
J. OrisinalitasDisertasi
Penelitianiniadalahsuatupenelitianorisinil. Hal

itudapatdilihatdenganmembandingkanpenelitianinidenganpenelitian  yang

80 Soerjono Soekanto, Op. Cit. ,hlm. 32.
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pernahdilakukanterdahulu,

khususnya

yang

berkaitandenganrekonstruksipertanggungjawabanpidanadalamtindakpidan

anarkotikadenganpendekatanhukumprogresif. Gambaran
mengenaiperbandinganitudapatdilihatdalamtabel di bawahini.
Tabel 2.1
OrisinalitasDisertasi
No Judul Penulis Temuan KebaruanPenelitian
Promovendus
1 Rekonstruksi DeddyDaryono | Pengaturannarkotikabe| Rekonstruksiterhadap
Hukum Dalam | Universitas rdasarkanUndangUnda| kebijakanrehabilitasi
MenanganiKasus| Islam Sultan ngRepublik bagiPenyalahgunaan
RehabilitasiBagi | Agung Semarang| Indonesia Nomor 35 dan korban narkoba
Penyalahguna 2021 Tahun 2009 (UU No. | yang
NarkotikaBerbas 35 tahun 2009), terdapatdalamundang
is Nilai Keadilan bertujuanuntukmenjam| undangnomor 35
inketersediaankepentin| tahun 2009
gankesehatan dan tentangnarkotika dan
ilmupengetahuan, undang-
pencegahanpenyalahgu| undangnomor 5 tahun
naannarkotika, 1997
sertapemberantasanper| tentangpsikotropika,
edarangelapnarkotika. | dapatdilakukanuntukt
Kebijakanrehabilitasite| erlaksananya
rhadapPenyalahgunaan| hukuman/penetapanr
narkobaberdasarkanun | ehabilitasiterhadappe
dang- candu dan korban
undangnarkotikanomor
35 tahun 2009 dan
undang-
undangPsikotropikano
mor 5 tahun 1997 yang
telahdilaksanakan di
Kota Jakarta

dirasabelumberbasisnil
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aikeadilan dan

kesejahteraan,

masihterdapatkelemah

an dan

permasalahanbaikdala

m

tataranteksundangunda

ngmaupunpelaksanaan

nya.
Rekonstruksi Ernawati Penyebabkecanduanna | Rekontruksi dan
Penanganan Universitas rkotikaadalahalasansos| caraaparatdalamupay
Masalah Boyolali 2017 ial, trauma sosial, dan | aperlindunganhukum
KecanduanObat penyakit mental bagi korban
Narkotika Oleh sertapengembalianuntu| penyalahgunaannarko
Polisi Resort kmenjalanirehabilitasi | tikaadalahyaitudenga
Surakarta medis dan nmemberikan

rehabilitasisosial. diversi, restorative

Penyidikan yang justice, dan

dilakukankepadapecan | rehabilitasiterhadap

dunarkotikadilakukand| korban yang

enganasaspradugatidak| melakukanpenyalahg

bersalah. Maksudnya, | unaannarkotika.

supayapenyidikandapa

tmenemukanfaktorseca

ra

obyektif,

untukmembuktikanbah

wapecandumenggunak

annarkotikauntukdirin

yasendiri. Penyidikan

yang

dilakukanterhadappeca

ndunarkotikaharuslah

mendapatbantuanhuku

mﬂ

supayahakhakpecandut

ersampaikantanpateka

nan.
AnalisisYuridis | Asropi, Ketentuanpidanadalam| Duapasalketentuanpi
Terhadap Sholahuddin pasal 112 ayat (1) dan | danadalamUndang —
Penerapan Fathurrahman ayat (2) Undang — UndangNarkotikaters
Hukum Pasal Universitas UndangNarkotikaadala| ebuttidaksesuaidenga
112 ayat (1) dan | Islam Kadiri hketentuanpidana yang| nUndang —
ayat (2) 2018 tumpangtindihdengank| UndangNomor 12
Undang-Undang etentuanpidanadalamp | Tahun 2011
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Nomor 35 Tahun
2009 Tentang
Narkotika
KaitannyaDenga
n

Penerapan
Hukum

Pasal 127 ayat

asal 127 ayat (1) huruf
a Undang —
UndangNarkotika.
Satu
perbuatandapatdikenak
anketentuanpidanadari
duapasal,
bahkanduapasaltersebu

tentangPembentukan
PeraturanPerundang
— Undangan,
khususnyamengenaia
saspembentukanperat
uranperundang —
undangan yang
baikyaituasaskejelasa

(1) Huruf A, ayat tmemilikiancamanpida| nrymusan dan
(2), dan ayat (3) na yang berbeda. materimuatannyatida
Undang-Undang Penerapanhukumterha | ysesuaidenganasasket
Nomor 35 Tahun dapduapasaldalamundal otiban dan
2009 Tentang ng - . kepastianhukum.
Narkotika undangnarkotikasebag
aimanatersebutdalamju
dultesis
mimemberikanpemaha
man yang berbedadari
para penegakhukum
khususnyabagiJaksa
dan
Hakim
PenjatuhanPidan | Wijayanti Terdakwatelahterbukti | Penjatuhanpidana
a PuspitaDewi secarasah dan oleh hakim
Penjara Atas Universitas meyakinkanbersalahm | seharusnyatidakboleh
TindakPidana Airlangga 2019 | elakukantindakpidanas| bertentangandengank
Narkotika Oleh esuaidenganPasal 112 | etentuanpidana
Hakim Di Bawah ayat (1) UU No. 35 minimum khusus
Ketentuan Tahun 2009. Putusan | yang
Minimum hakim telahdiaturdalamunda
Ditinjau tidaksesuaidengankete | ng-
Dari ntuanPasal 112 ayat undangkarenamenim
UndangUndang (1) UU No. 35 Tahun | bulkandisparitaspidan|
Nomor 35 2009 yang a dan
Tahun 2009 memuatketentuanpidan| tidakdapatmemberike
TentangNarkotik a minimum pastianhukum yang
a khususyaitupidanapenj | akhirnyamenyebabka
ara paling singkat 4 nkeadilantidakdapatte
(empat) tahun dan rwujud.
pidanadenda paling Seyogyanyajaksapen
sedikit Rp 800. 000. untutumummengajuk
000,00 (delapan ratus | an banding

juta rupiah) karena
hakim

menjatuhkanvonispida

karenaputusan hakim
di bawahketentuan
minimum
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napenjara 1 (satu)
tahun dan pidanadenda
Rp 2. 000. 000,00
(duajuta rupiah)
kepadaterdakwa.

pidanakhusustidakses
uaidengantuntutanny
a,
khususnyabertentang
andengandakwaanPas
al 112 ayat (1) UU
No. 35 Tahun 2009

tentangNarkotika.
TinjauanYuridis | Sindian Pertimbangan hakim | Pertimbangan hakim
Terhadap Wicaksono, dalamputusannomor dalamputusannomor
PemidanaanBagi| Surya Oktarina | 2106/Pid. 2106/Pid.
Penyalahguna Universitas Sus/2018/PNTngmeng | Sus/2018/PNTngmen
NarkotikaDenga | Pamulang 2019 | kualifikasikanunsurtin | gabaikansegalaketent
n dakpidanabagipenyala | uan yang
Pasal 112 UU hgunaannarkotikaberd | adaterkaitperaturanre
No asarkandakwaandariJa | habilitasibagipenyala
35 Tahun 2009 ksaPenuntutUmumden | hgunanarkotika.
Dihubungkan ganPasal 112. Hakim | Hakim
DenganPasal 127 menimbangbahwasann | hanyamemutusberdas
Untuk yaterdakwatelahmemn | arkansuratdakwaanla
Penyalahguna uhiunsur yang ksaPenuntutUmumdi
Dan didakwakanJaksa. manadakwaan
KetentuanRehabi Hakim tersebuttidakada yang
litasi memutusperkaradenga | mengkualifikasikanse
nmenetapkan masa orangterdakwapenyal
penangkapan dan ahgunanarkotikauntu
penahanan yang kmendapatkesempata
telahdijalani oleh nrehabilitasi
terdakwadikurangkans

eluruhnya oleh
karenaitudenganpidana
penjaraselama 4
(empat )tahun dan 6
(enam) bulan.

F. SistematikaPenulisanDisertasi

Sesuaidengansistematikapenulisandisertasimakadisertasidenganjud

ul“RekonstruksiPertanggungjawabanPidanaDalamPerkaraNarkotika
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DenganPendekatan Hukum Progresif”,

disusunsistematisdalamenambab, yaitusebagaiberikut:

BABI

BABII

BAB III

Pendahuluan, dalambabini di uraikantentangtentang:

LatarBelakangMasalah; RumusanMasalah;
TujuanPenelitian; KegunaanPenelitian;
KerangkaKonseptual; KerangkaTeori;
KerangkaPemikiran; MetodePenelitian;

OriginalitasDisertasi; sertaSistematikaPenulisan.

Tinjauan Pustaka, dalambabinimenguraikantentangteori-
teori yang berhubungandenganmateripenelitian,
dariteoritersebutdimaksudkanuntukmemberigambaran dan
pandangansecaraumumtentangmateripenelitianakandiguna
kansebagailandasandasaranalisis.

Bab inimerupakananalisis dan
pembahasandarirumusanmasalahpertamaterkaitkebijakanp
ertanggungjawabanpidanaperkaranarkotikadalamsistemhu
kum di Indonesia

belummemakaipendekatanhukumprogresif, dengan sub

pokokbahasan yang
terkaitsebagaiuraianbahasanrumusanmasalah yang
pertama
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BAB IV

BABV

BAB VI

Bahasan pada
babinimenguraikanpokokbahasandarirumusanmasalahked
uayaknihambatan-
hambatandalammewujudkankebijakanpertanggungjawaba
npidananarkotikadenganpendekatanhukumprogresif,denga
n sub pokokbahasan yang
terkaitsebagaiuraianbahasanrumusanmasalah yang kedua.
Bahasan pada
babinimenguraikanpokokbahasandarirumusanmasalahketi
gayakniyaiturekonstruksipertanggungjawabanpidanaterhad
aptindakpidananarkotikadenganpendekatanhukumprogresi
f, dengan sub pokokbahasan yang
terkaitsebagaiuraianbahasanrumusanmasalah yang ketiga.
Sebagaibabterakhirberupapenutup,
dalambabinidisusuntentangkesimpulan yang
merupakanjawabandaripermasalahandalamrumusanmasala

h, saran, sertalmplikasi Kajian Disertasi.
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. TinjauanUmum Nilai Keadilan

1.

PengertianKeadilan

Kehidupansetiapmanusia dan masyarakatpastiberkitandengannilai.
Istilahnilaidipakaiuntukmenunjukkan kata bendaabstrak yang artinya
“keberhargaan” ataukebaikan. Disampingitunilai juga menunjuk kata kerja
yang
artinyasuatutindakankejiwaantertentudalammenilaiataumelakukanpenilaia
n.3!Dalamnilaiterkandungcita-cita, harapan, sertakeharusan,
makajikaberbicaratentangnilaimaka yang dibicarakantentanghal yang
ideal. Nilai dipakaimanusiasebagailandasan, motivasi dan
pedomandalamsegalaperbuatandalamhidupnya.
Berdasarkanpenjelasantersebutdapatdisimpulkanbahwanilaiadalahsifat
yang melekat pada suatuobjek yang didalamnyaterdapatcitacita, harapan
dan keharusan juga sesuatu yang dianggap ideal.

Keadilanadalahkondisikebenaran ideal secara moral
mengenaisesuatuhal, baikmenyangkutbendaatau orang.
Keadilanberasaldari kata adil, menurutKamus Bahasa Indonesia
adiladalahtidaksewenang-wenang, tidakmemihak, tidakberatsebelah. Adil
terutamamengandung arti bahwasuatukeputusan dan

tindakandidasarkanatasnorma-normaobjektif. Keadilan pada

81 Rukiyati, Purwastuti, L.A., Dwikurniani, D., 2013, Pendidikan Pancasila, UNY Pres,

Yogyakarta, him. 51.
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dasarnyaadalahsuatukonsep yang relatif, setiap orang tidaksama,
adilmenurut yang satubelumtentuadilbagi yang lainnya,
ketikaseseorangmenegaskanbahwaiamelakukansuatukeadilan,
halitutentunyaharusrelevandenganketertibanumumdimanasuatuskalakeadil
andiakui.  Skala  keadilansangatbervariasidarisatutempatketempatlain,
setiapskaladidefinisikan dan sepenuhnyaditentukan oleh
masyarakatsesuaidenganketertibanumumdarimasyarakattersebut.?
Keadilanmenurut Aristoteles
adalahkelayakandalamtindakanmanusia.
Kelayakandiartikansebagaititiktengahdiantarakeduaujungekstrem yang
terlalubanyak dan  terlalusedikit. Keduaujungekstremitumenyangkutdua
orang ataubenda. Bilakedua orang
tersebutmempunyaikesamaandalamukuran yang - telahditetapkan, maka
masing-masing  orang akanmenerimabagian = yang  tidaksama,
sedangkanpelanggaranterhadappropositersebutberartiketidakadilan.
Keadilanmerupakansuatutindakanatauputusan yang
diberikanterhadapsuatuhal (baikmemenangkan/memberikan dan
ataupunmenjatuhkan/menolak) sesuaidenganketentuan dan perundang-
undangan yang berlaku, adilasal kata nyadaribahasaarab ‘adala,
alihbahasanyaadalahlurus. Secaraistilahberartimenempatkansesuatu pada
tempat/aturannya, lawankatanyaadalahzalim/aniyaya

(meletakkansesuatutidak pada tempatnya). Untukbisamenempatkansesuatu

8 M. Agus Santoso, Op.Cit., hlm. 85.
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pada tempatnya, kitaharustahuaturan-aturansesuatuitu, tanpatahuaturan-
aturansesuatuitubagaimanamungkinseseorangdapatmeletakkansesuatu
pada tempatnya.

Sedangkankeadilanmenurut John Rawls
keadilanadalahkebijakanutamadalaminstitusisosial,
sebagaimanakebenarandalam system pemikiran.
Suatuteoribetapapunelegan dan ekonomisnya,

harusditolakataudirevisijikaiatidakbenardemikian ~ juga  hukum dan

institusi, tidakpedulibetapapunefisien dan rapinya,
harusdireformasiataudihapuskanjikatidakadil. Setiap orang
memilikikehormatan yang berdasar pada

keadilansehinggascluruhmasyarakatsekalipuntidak bias membatalkannya.
83
Atas

dasarinikeadilanmenolakjikalenyapnyakebebasanbagisejumlah orang
dapatdibenarkan oleh hallebihbesar ~yang didaptkan orang lain.
Keadilantidakmembiarkanpengorbanan yang dipaksakan pada segelintir
orang diperberat oleh sebagianbesarkeuntungan yang dinikmatibanyak
orang. Karena itu, didalammasyarakat yang adilkebebasanwarga Negara
dianggapmapan, hak-hak yang dijamin oleh keadilantidaktunduk pada

tawarmenawarpolitikataukalkulasikepentingansosial.®*

8 John Rawls, 1973, A Theory of Justice, Oxford University Press, London, hlm. 37
841bid. |
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Orang
dapatmenganggapkeadilansebagaisebuahgagasanataurealitasabsolut ~ dan
mengasumsikan, bahwapengetahuan dan
pemahamantentangnyahanyabisadidapatkansecaraparsial dan
melaluiupayafilosofis yang sangatsulit. Atau orang dapatmenganggap,

bahwakeadilansebagaihasildaripandanganumum agama ataufilsafattentang

dunia secaraumum. Jadi, orang
dapatmendefinisikankeadilandalamsatupengertianataupengertian lain
daripandanganini.

Keadilan di Indonesia digambarkandalam Pancasila sebagaidasar
negara, yaitukeadilansosialbagiseluruhrakyat Indonesia. Dalamsila lima
tersebutterkandungnilai-nilai yang merupakantujuandalamhidupbersama.
Adapun keadilantersebutdidasari dan dijiwai oleh
hakikatkeadilankemanusiaanyaitukeadilandalamhubungannyamanusiaden
gandirinyasendiri,
manusiadenganmanusialainnyamanusiadenganmasyarakat, bangsa, dan
negara, sertahubunganmanusiadenganTuhannya.®

Pancasila terdiridaridua kata Indonesia yaitupancaberarti lima dan
silaberartiprinsip. Pancasila adalah lima prinsip Indonesia. Prinsippertama
Pancasila  adalahpercaya pada Tuhan Yang MahaEsa; yang
keduaadalahkemanusiaan yang adil dan beradab; yang

ketigaadalahkesatuan Indonesia; keempatadalah orang yang disutradarai

85 M. Agus Santoso, Op.Cit., him. 86.

78



oleh kebijaksanaandalammusyawarahperwakilan; dan
kelimaadalahkeadilansosialbagiseluruh Indonesia. Indonesia
percayabahwasetiapundang-undang; umumatauhukumdalamsistemhukum
Indonesia harusselaluterkandungsemangat Pancasila.®

Nilai keadilan yang terkandungdalamsila-sila Pancasila sila ke-2

dan sila ke-5 jikadihubungkandengannilai-nilai di atasyaitusebagaiberikut

a. Dalamsila ke-2 terkandungnilaikemanusiaan yang adil, antara lain:
mengakuimartabatmanusia, perlakuan yang
adilterhadapsesamamanusia, pengertianmanusia yang
beradapyaitumanusia yang memilikipotensidayacipta, rasa, karsa,
dan
keyakinansehinggajelasadanyaperbedaanantarahewandaenganmanu
sia.

b. Di dalamsila ke-5 terkandungnilaikeadilansosial, antara lain:
perwujudankeadilandalamkehidupansosialbagiseluruhrakyat
Indonesia meliputibidangidiologi, politik, ekonomi, sosial, dan
budaya, citacitamasyarakatadilmakmurmateriil-spirituiil,
seimbangantarahak dan kewajiban dan menghormatihak orang lain,
cita-citakemajuan dan pembangunan.

Kualitasnilai-nilai Pancasila bersifatobjektif dan subjektif. Nilai-

nilai Pancasila bersifatobjektifartinyaniali-nilaitersebutdapatdipakai dan

8 Teguh Prasetyo, Op. Cit., hlm. 375.
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diakui oleh negara-negara lain, walaupuntentunyatidakdiberinama
Pancasila, misalnyasajanilaikemanusiaandinegara lain
diberinamahumanisme.
Nilainilaipancasilabersifatobjektifdapatdijelaskansebagaiberikut:®’

a. Rumusandarisila-sila Pancasila itusebenarnyahakikatmaknanya
yang terdalammenunjukkanadanyasifat-sifat yang umum universal
dan abstrak, karena pada hakikatnya Pancasila adalahnilai.

b. Inti nilai-nilaipancasilaberlakutidakterkait oleh ruang,
artinyakeberlakuannyasejak zaman dahulu, masa kini dan juga
untuk masa yang akandatanguntukbangsa Indonesia dan
bolehjadiuntuk negara lain yang
secaraeksplisittampakdalamadatistiadat, kebudayaan, tata
hidupkenegaraan dan tata hidupberagama.

c. Pancasila yang terkandungdalampembukaan UUD 1945,
menuntutilmuhukummemenuhisyaratsebagaipokokkaidah  negara
yang fundamental, sehinggamerupakansuatusumberhukumpositif
di Indonesia.

Pancasila bersifatsubjektifartinyabahwanilai-nilai Pancasila
ituterletak ~ pada  pembawa  dan  pendukungnilai  Pancasila
itusendiriyaitumasyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nilai-nilai

Pancasila bersifatsubjektifdapatdijelaskansebagaiberikut:®

87 Kaelan, 2010, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 182.
8 Rukiyati, Purwastuti, L.A., Dwikurniani, D., Op.Cit., hlm. 56.
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a. Nilai-nilai Pancasila timbuldaribangsa Indonesia sendiri yang
merupakanhasilpemikiran, penilaian, dan refleksifilosofisbangsa
Indonesia.

b. Nilai Pancasila merupakanfilsafat (pandanganhidup) bangsa
Indonesia sehinggamenjadijatidiribangsa yang
diyakinisebagaisumbernilaiataskebenaran, kebaikan, keadilan dan
kebijakandalambermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

c. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnyamerupakannilai-nilai yang
sesuaidenganhatinuranibangsa Indonesia,
karenabersumberdarikepribadianbangsa.

2. KeadilanMenurutFilsafat Hukum Islam

Keadilanberasaldari kata ‘adil", yang
apabiladilihatdariasalkatanyaadalah kata serapandari Bahasa Arab, yaitual-
'adl, yang berarti "tengah" atau "pertengahan". Kata a/-'adsinonimdengan
kata inshaf, yang dapatberarti "sadar",
yaknisadardalammengambilkeputusan yang tepat.*Terminologi yang
dibuat oleh para ahli Hukum Islam, a/-‘adldalampengertiansubyek (orang)
yang berbuatadil, berarti orang yang menjauhiperbuatandosabesar dan
tidakterusmenerusmelakukandosakecil, namundominanperbuatanbenarya,
sertamenjauhiperbuatan yang rendah.”® Jadi secara literal, arti

adildalambahasa Arab klasikadalahsuatukombinasidari moral dan nilai-

8 Nurcholish Madjid, 1992, Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah telaah Kritis tentang
Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, him.
512

% Ahmad Ali MD, 2012, Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin, Jurnal Mimbar Hukum
dan Keadilan, Edisi No. 75, hlm. 132.
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nilaisosial yang menunjukkan arti berbuatbaik (fairness), keseimbangan
(balance), kesederhanaan (temperance), dan kejujuran
(straightforwardness).’!

Keadilandalam Islam samadengansuatukeyakinansuci,
suatukewajiban (taklif) yang
dibebankankepadamanusiauntukdilaksanakandengansungguh-sungguh dan
jujur. Karena itu, keadilanadalahkualitasberlakuadilsecara moral dan
rahmatdalammemberikankepadasetiapmanusiaatashaknya. Hal
inidijelaskandalam Al Qur'an, yakni kata "amanat" sebagaijamakdari
"amanah", terdiridarisegalabentukamanah yang harusdilaksanakan oleh
seseorang, = dimana  yang paling  utamaadalahkeadilan, dan
dalamotoritasmanusiatidakbolehmenghakimimenuruttingkahlakumerekana
munharussecaraketatsesuaidenganfirman Allah.*?

Keadilandalam Islam  berasaldarijantungpenerapansyariat, dan
bukanteoti yang otonumdiluarhukum-hukumsyariat.”’Keadilan universal
Islam tidaklahtemporer dan mengalamiperubahan, yang
mengalamiperubahan dan dinamikasesuaisituasi dan kondisiruang dan
waktuadalahhukum-hukum yang bersifatcabang (furu’), karenahukum-
hukumsemacaminitidaklahdijadikantujuan, sebab yang

dijadikantujuandarihukumhukumtersebutadalahpencapaianrealisasikeadila

! Majid Khadduri, 1984, The Islamic Conception of Justice, USA: The Johns Hopkins
University, him. 8

%2 Muhammad Muslehudin, 1985, Philoshophy of Islamic Law and The Orientalist; a
Comparative Study of Islamic Legal System, Markazi Makatab Islami, Delhi, him. 101-102.

% Wahbabh al Zuhaili, 2009, al-Figh Islam wa Adillatuhu, Dar al Fikr, Juz IX, Beirut, hlm.
411
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nsyar'i, dan tidakadanilaipenalaran ijtihad jikabukanpenalaran yang sahib
secarasyara’, yaitupendapat/putusanhukum yang mumi,
terhindardarihawanafsu (kepentingan) individual dan syahwat yang
menafikantujuansyara’ yang universal dalammewujudkanperdamaian dan
kebaikan.”

Keadilanadalahnilaiabstrak yang
perluperwujudandalambentuknormahukumsebagaisaranauntukmewujudka
nnilai-nilaitersebut di  bumi.”’Keadilan yang tertinggidalam Islam
adalahkeadilanIlahi yang mutlak,
meskipunmekanismepersidangannyatidakterlaluberbedadenganprinsipkead
illan di  dunia. = Keadilanllahiitudijelaskan oleh Al Qur ‘'an,
dibuktikandengancatatanamal yang diperolehmalaikatRaqib dan Atid.
Amal manusiaakanditimbang dan
manusiaakandisuruhmembacasendiriamal-amalnya,
sedangkanmulutmanusiadikunci, dan  anggotatubuh  yang  lain
menjadisaksi, sehinggatidakadakebohongan.

Upayamendekatikeadilansesuaidengankeadilanilahiyah, maka
hakim  sebagaipihak  yang  ditugaskanuntukmewujudkankeadilan,
haruslahselalumenjagadirinyauntuksenantiasadekatdengan  Allah SWT,
sehingganantinyaputusan yang dijatuhkan oleh hakim telahsecara
transcendental didasarkankepadakeadilanllahiyah.

Keberadaankeadilanselaluadadiduatempat, yaknikeadilanmanusiawi yang

%*Ibid
% Mahmutarom H. R., 2016, Rekonstruksi Konsep Keadilan, Badan Penerbit Universitas
Diponegoro, Semarang, hlm. 119.
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sifatnyasubyektif dan relatif dan keadilanilahiyah yang sifatnyaobyektif
dan mutlak, kebenarannyabukankarenaadanyasubyek yang
membenarkannya, karenaadatidaknyakebenaranobyektithanyabergantung
pada obyeknya dan bukansubyeknya.

B. TinjauanUmum Hukum Progresif

Progresifadalah kata yang berasaldaribahasaasing (Inggris) yang
asalkatanyaadalahprogress yang artinyamaju. Progressiveadalah kata sifat,
jadisesuatu yang bersifatmaju. Hukum Progresitberartihukum yang
bersifatmaju. Pengertianprogresifsecaraharfiahialahfavouring new, modern
ideas, happening or - developingsteadily’® (menyokongkearah yang baru,
gagasan modern, peristiwaatauperkembangan yang mantap),
atauberhasratmaju, selalu (lebih) maju, meningkat.’’

Hukum progresiftidakmunculsekonyong-konyong,
namunmempunyaianteseden.
AdalahkepribadianSatjiptoRahardjoterhadapkeadaanhukum di Indonesia. Para
pengamathukumdenganjelasmengatakanbahwakondisipenegakanhukum di
Indonesia sangatmemperhatikan. Pada tahun 1970-ansudahadaistilah “mafia
peradilan”  dalamkosa  kata ~ hukum  Indonesia  pada  Orde
Baruhukumsudahbergeserdari social engineering ke dark engineering
karenadigunakanuntukmempertahankankekuasaan. Pada Era Reformasi dunia

hukummakinmengalamikomersialisasi. MenurutSatjiptoRahardjo, inti

% Anonim, 2009, Oxford Learner's Pocket Dictionary New Edition, Oxford University
Press, New York, him. 342.

7 Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 2001, Kamus Ilmiah Populer, Arkola,
Surabaya, hlm. 628.
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darikemunduran di  atasadalahmakinlangkanyakejujuran, empati, dan
dedikasidalammenjalankanhukum. Hukum
progresifberangkatdarisebuahmaksimbahwahukumadalahsuatuinstitusi ~ yang
bertujuanmengantarkanmanusiakepadakehidupan yang adil, sejahtera, dan
membuatmanusiabahagia.”®
Pernyataaninitegasbahwahukumadalahuntukmanusia,
dalamartianhukumhanyalahsebagai “alat” untukmencapaikehidupan yang adil,
sejahteradan  bahagia, bagimanusia.Olehkarenaitumenuruthukumprogresif,
hukumbukanlahtujuandarimanusia, melainkanhukumhanyalahalat.
Kekuatanhukumprogresifadalahkekuatan = yang ~ menolak  dan
inginmematahkankeadaan = status quo. Mempertahankan status quo
adalahmenerimanormativitas dan sistem yang

adatanpaadausahauntukmelihatanekakelemahandidalamnya,

lalubertindakmengatasi. Mempertahankan status quo
sepertiitumakinbersifatjahatsaatsekaligusdiiringisituasikorup dan
dekadendalamsistem. Praktik-

praktikburukmenjadiamandalamsuasanamempertahankan status quo.
Kekuatanhukumprogresifakanmencariberbagaicaragunamematahkanke

kuatan status quo. Iniadalahparadigmaaksi, bukanperaturan. Dengandemikian,

peraturan dan sistembukansatu-satunya yang menentukan.

Implementasiteorihukumprogresifmenuntutputusan  hakim mengacu pada

% Satjipto Rahardjo, 2009, “Saatnya Mengubah Siasat dari Supremasi Hukum ke
Mobilisasi Hukum”, Kompas, Senin 26 Juli 2004, dalam Mahmud Kusuma, Menyelami Semangat
Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia, AntonyLib, Yogyakarta,
hlm 52.
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tujuanhukum, yaitukemaslahatankemanusiaan yang memenuhi rasa keadilan
dan kepastianhukum.*’
Progresivismemembutuhkandukunganpencerahanpemikiranhukum dan
itubisadilakukan oleh komunitasakademi yang progresif.
Kekuatanhukumprogresiftidaksamasekalimenepiskehadiranhukumpositif,
tetapiselalugelisahmenanyakan “apa yang
bisasayalakukandenganhukuminiuntuk ~ member  keadilankepadarakyat”.
Singkat kata, iatakinginmenjaditawanansistem dan undang-undangsemata.

Keadilan dan kebahagiaanrakyatada di atashukum.'®

TinjauanUmumPertanggungjawabanPidana

Pertanggungjawabanpidanaadalahpertanggungjawaban orang
terhadaptindakpidana yang dilakukannya.
Terjadipertanggungjawabanpidanakarenatelahadatindakpidana yang
dilakukanseseorang. Pertanggungjawabanpidana pada
hakikatnyamerupakansuatumekanisme yang dibangun oleh

hukumpidanauntukbereaksiterhadappelanggaranataskesepakatanmenolaksuatu
perbuatantertentu.

Pertanggungjawabandalamhukumbukanhanyaberartisahmenjatuhkanpi

danaterhadap orang tersebut, tetapi juga
sepenuhnyadapatdiyakinibahwamemang pada
tempatnyamemintapertanggungjawabanatastindakpidana yang

% Teguh Santoso, Gunarto, Anis Masdurohatun, dan Sri Endah Wahyuningsih, 2018, The

Progressive Legal Theory In The Implementation Of Law Enforcement By The Law Enforcer
(Police, Prosecutor, Judge), The 3rd International Conference and Call for Paper, hlm 116.

100 prof, Dr. Satjipto Rahardjo, SH, 2008, Membedah HukumProgresif, Buku Kompas,

Jakarta, hlm 116.
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dilakukan.!°'Dalamhukumpidanakonsep “pertanggungjawaban”
itumerupakankonsepsentral yang dikenaldenganajarankesalahan.
Dalambahasalatinajarankesalahandikenaldengansebutanmens rea dilandaskan
pada suatuperbuatantidakmengakibatkanseseorangbersalahkecualijikapikiran
orang itujahat. Dalambahasalnggrisdoktrintersebutdirumuskandenganan act
not make a person guilty, unless the mind legally blameworthy.
Berdasarkanasastersebut, adaduasyarat yang
harusdipenuhiuntukdapatmemidanaseseorang, yaituadaperbuatanlahiriah yang
terlarangatauperbuatanpidana (actus reus) dan adasikapbatinjahatatautercela
(mens rea). '

Seseorangtidaklahcukupapabila orang itutelahmelakukanperbuatan
yang bertentangandenganhukumataubersifatmelawanhukum. Jadi
walaupunperbuatantersebutmemenuhirumusandelikdalamundang-undang dan
tidakdibenarkan, namunhaltersebutbelummemenuhisyaratpenjatuhanpidana.
Untukpemidanaanmasihperluadanyasyaratuntukpenjatuhanpidana, yaitu orang
yang melakukanperbuatanitumempunyaikesalahanataubersalah. Orang
tersebutharusdipertanggungjawabkanatasperbuatannyaatudilihatsudutperbuata
nnya, perbuatannyabarudapatdipertanggungjawabkankepada orang tersebut.!%

Pertanggungjawabanpidanadalambahasaasingdisebut juga
“toerekenbaarheid”, criminal ~ Responsibility, criminal  liability,

pertanggungjawabanpidanadisinidimaksudkanuntukmenentukanapakahseseora

101 Chairul Huda,2006,Dari Pidana Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana
Tanpa Kesalahan, Pranada Media, Jakarta, hlm. 63.

102 Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, him. 155-156.

1037pid.
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ngtersebutdapatdipertanggungjawabkanataspidanaatautidakterhadaptindakan

yang dilakukannyaitu. Dengandemikianmenurutnyaseseorangmendapatkan

pada duahal, yaitu :'*

1. Harus adaperbuatan yang bertentangandenganhukum, dengan kata lain
harusadaunsurmelawanhukumjadiharusadaunsurobjektif; dan

2. Terhadappelakunyaadaunsurkesalahandalambentukkesengajaan dan
ataukealpaan,
sehinggaperbuatantersebutdapatdipertanggungjawabkankepadanya.

Prinsippertanggungjawabanpidanabersifatpribadiberartihanya  orang
yang bersalahsaja yang
dapatdikenakanpidana.'*’Seseorangataupelakutindakpidanatidakakantidakakan
dimintaipertanggungjawabanpidanaataudijatuhipidanaapabilatidakmelakukanp
erbuatanpidana dan perbuatanpidanatersebutharuslahmelawanhukum,
namunmeskipundiamelakukanperbuatanpidana,
tidaklahdiaselaludapatdipidana, orang yang
melakukanperbuatanpidanahanyaakandipidanaapabiladiaterbuktisecarasah dan
meyakinkanmelakukankesalahan.

Berdasarkanuraiantersebutdiatas, adapunsyarat-
syaratdapattidaknyadimintaipertanggungjawaban (pidana)
kepadaseseorangharusadanyakesalahan. Kesalahandapatdibedakanmenjadi 3
(tiga) bagianyaitu :

1. AdanyaKemampuanbertanggungjawab

104 Sri Endah Wahyuningsih, 2013, Prinsip...Op.Cit., hlm. 107.
105§, R. Sianturi, 1996,4sas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya, Alumni
Ahaem Petehaem, Jakarta, him. 245.
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Kemampuanbertanggungjawabdapatdilihatdarikeadaanbatin orang
yang melakukanperbuatanpidanauntukmenentukanadanyakesalahan,
yang mana keadaanjiwa orang yang
melakukanperbuatanpidanaharuslahsedemikianrupasehinggadapatdikatak
an normal, sehatinilah yang
dapatmengaturtingkahlakunyasesuaidenganukuranukuran yang

106

dianggapbaik oleh masyarakat

2. AdanyaKesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Dipidananyasescorang, tidaklahcukup orang
itumelakukanperbuatan yang
bertentangandenganhukumataubersifatmelawanhukum. Jadi

meskipunrumusannyamemenuhirumusandelikdalamUndang-undang dan
tidakdibenarkankarenahaltersebutbelummemenuhisyaratpenjatuhanpidan
a. Untukitupemidanaanmasihperluadanyasyarat, yaitubahwa orang yang
melakukanperbuatanitumempunyaikesalahanataubersalah (subective
guilt).  DisinilahpemberlakuanAsas  “TiadaPidanaTanpaKesalahan”
(geenstrafzonder
schuld) atauNullaPoena Sine Culpa.
D. TinjawuanUmumTindakPidanaNarkotika
Hubungankehidupandalambermasyarakattidakselamanyaberjalansesuai
denganapa yang diharapkan. Ada kalanyamanusiaakandihadapkan pada

masalah-masalahataupertentangan dan konflikkepentinganantarsesamanya.

106 Andi Matalatta, 1987, Victimilogy Sebuah Bunga Rampai, Pusat Sinar Harapan,
Jakarta, hlm. 41-42.
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Sebabitudiperlukanhukumuntukmemulihkankeseimbangansertaketertibandala
mmasyarakat.

Istilahtindakpidanadalam KUHP, dikenaldenganistilahstrafbaarfeit dan
dalamkepustakaantentanghukumpidanaseringmempergunakanistilahdelik,
sedangkanpembuatundang-undangmerumuskansuatuundang-
undangmempergunakanistilahperistiwapidanaatauperbuatanpidanaatautindakp
idana.'”’MenurutMoeljatno, dimaksudperbuatanpidanaadalahPerbuatan yang
dilarang oleh suatuaturanhukum, larangan mana disertaiancaman (sanksi)
yang berupapidanatertentu, bagisiapa yang melanggarlarangantersebut. Dapat
juga dikatakanbahwaperbuatanpidanaadalahperbuatan yang oleh
suatuaturanhukumdilarang  dan  diancampidana.  Asalsajadari  pada
itudiingatbahwalaranganituditujukankepadaperbuatan
(yaitukeadaanataukejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang)
sedangkanancamanpidananyaditujukankepada orang yang

menimbulkankejadianitu.!%®

Selanjutnyatindakpidanamerupakansuatuistilah yang
mengandungsuatupengertiandasardalamilmuhukum,  sebagaiistilah ~ yang
dibentukdengankesadarandalammemberikanciritertentu pada
peristiwahukumpidana. Tindakpidanamempunyaipengertian yang

abstrakdariperistiwaperistiwa  yang  kongkritdalamlapanganhukumpidana,

sehinggatindakpidanaharuslahdiberikan  arti  yang  bersifatilmiah  dan

107 Andi Hamzah, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72
198 Moeljanto, 1984, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 5
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ditentukandenganjelasuntukdapatmemisahkandenganistilah yang
dipakaisehari-haridalamkehidupanmasyarakat.

Hukum Pidana Belanda menggunakanistilahstrafbaarfeit. Hukum
Pidana negara Anglo Saxon memakaiistilahOffense atauacriminal
actuntukmaksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada
WvS Belanda, makaistilahaslinya pun samayaitustrafbaarfeit.
IstilahStrafbaarfeitterdiridaritigaunsuryaknistraf, baar, dan feit.
Strafberartihukuman (pidana), baarberartidapat (boleh), sertafeit yang
berartiperistiwa  (perbuatan).  TindakPidanaberartisuatuperbuatan  yang
pelakunyadapatdikenaihukumanpidana.'®

Tindakpidanamerupakan salah
satuistilahuntukmenggambarkansuatuperbuatan yang dapatdipidana,
dalambahasabelandadisebutsebagaistraftbaarfeit. Istilah lain yang
pernahdigunakanuntukmenggambarkanperbuatan yang dapatdipidanaadalah:
1) Peristiwapidana
2) Perbuatanpidana
3) Pelanggaranpidana
4) Perbuatan yang dapatdihukum.!'”

Tindakpidanamerupakanpengertiandasardalamhukumpidana.
Tindakpidanamerupakansuatupengertianyuridis, lain

halnyadenganistilahperbuatanjahatataukejahatan. Secarayuridis formal,

19 Wirjono Prodjodikoro, 2009, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama,
Bandung, hIm. 59.

119 Masruchin Rubai, 2001, Asas-Asas Hukum Pidana, UM press dan FH UB, Malang,
hlm. 21.
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tindakkejahatanmerupakanbentuktingkahlaku yang melanggarundang-
undangpidana. Oleh sebabitusetiapperbuatan yang dilarang oleh undang-
undangharusdihindari dan
barangsiapamelanggarnyamakaakandikenakanpidana. Jadi laranganlarangan
dan kewajiban-kewajibantertentu yang harusditaati oleh setiapwarga Negara
wajibdicantumkandalamundang-undangmaupunperaturanperaturanpemerintah,
baik di tingkatpusatmaupundaerah.'!!

Menurut Simons, strafbaarfeitatautindakpidanaadalahkelakuan yang
diancamdenganpidana yang bersifatmelawanhukum yang
berhubungandengankesalahan orang yang
mampubertanggungjawab.'2!3Selanjutnyamenurut  Bambang  Poernomo,
tindakpidanaadalahsuatuperbuatan yang oleh suatuaturanhukumpidanadilarang
dan diancamdenganpidanabagisiapa yang melanggarlarangantersebut.!!'*

Sedangkanmenurut ok R. Sianturi,
pengertiantindakpidanaadalahsuatutindakan =~ pada  tempat, waktu dan
keadaantertentu yang dilarangataudiharuskan dan diancamdenganpidana oleh
undang-undang, bersifatmelawanhukumsertadengankesalahan, dilakukan oleh
seseorang yang mampubertanggungjawab.

Makaselanjutnyaunsurunsurtindakpidananyaadalahterdiridari: subjek,

P A. F. Lamintang, 1996, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Adityta

Bakti, Bandung, him. 7

112 M. Nurul Irfan, 2011, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika Offset,

Jakarta, hlm.

114 Bambang Poernomo, 1992, Asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, him.

4TS, R. Sianturi, 1986, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya, Alumni

AHMPTHM, Jakarta, hlm. 211.
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kesalahan,  bersifatmelawanhukum, tindakan yang dilarang dan

diancamdenganpidana oleh undang-undangsertawaktu dan tempatsertakeadaan

tertentu. !4’
Sedangkan Utrecht menggunakanistilah “peristiwapidana”
beliaumenerjemahkanistilahfeitsecaraharfiahmenjadi “peristiwa”.

NamunMoeljatnomenolakistilahperistiwapidanakarenakatanyaperistiwaituadal
ahpengertian yang konkret yang hanyamenunjukKepadasuatukejadian yang
tertentusaja, misalnyamatinya orang. Hukum Pidanatidakmelarangmatinya
orang, tetapimelarangadanya orang matikarenaperbuatan orang lain.!'3

Tindakpidanamerupakanistilah yang
mengandungsuatupengertiandasardalamilmuhukum,  sebagaiistilah  yang
dibentukdengankesadarandalammemberikanciritertentu pada
peristiwahukumpidana, tindakpidanamempunyaipengertian yang
abstrakdariperistiwa-peristiwa  yang kongkritdalamlapanganhukumpidana,
sehinggatindakpidanaharuslahdiberikan  arti = yang = bersifatilmiah  dan
ditentukandenganjelasuntukdapatmemisahkandenganistilah yang
dipakaisehari-haridalamkehidupanmasyarakat. '

Hukum pidanaberpokok pada perbuatan yang dapatdipidana, orang
yang melakukantindakpidana dan pidanaitusendiri.'!'” Oleh karenaitu,
tindakpidanamerupakanbagiandasardari pada suatukesalahan yang

dilakukanterhadapseseorangdalammelakukansuatukejahatan. Tindakpidana

115 Andi Hamzah, 2005, Azas-Azas Hukum Pidana, Yarsif Watampone, Jakarta, him. 95.

116 Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, him. 99.

17 Mahmutarom H. R., Sri Endah Wahyuningsih dan Ainul Masuroh, 2022, Hukum
Pidana Indonesia, Wahid Hasyim University Press dan Unissula Press, Semarang, him. 87.
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juga diartikansebagaisuatudasar yang pokokdalammenjatuhkanpidana orang
yang
telahmelakukanperbuatanpidanaatasdasarpertanggungjawabansesorangatasper
buatan yang telahdilakukannya, tapisebelumitumengenaidilarang dan
diancamannyasuatuperbuatanyaitumengenaiperbuatanpidananyasendiri,
yaituberdasarkanasaslegalitas  (principle  of  legality)  asas  yang
menentukanbahwatidakadaperbuatan yang dapatdilarang dan
diancamdenganpidanajikatidakditentukanterlebihdahuludalamperundang-
undangan.

Narkotikaberasaldaribahasalnggrisnarcostics  yang  berartiobatbius
yang  samaartinyadengan kata narcosisidalambahasa  Yunani yang
berartimenidurkanataumembiuskan.'"*Bahan-
bahannarkotikamemanglazimdipakaiuntukpembiusandalam  dunia  medis,
misalnyapembiusan pada saatakandilakukantindakanoperasi. MenurutPasal 1
Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan:

“narkotikaadalahzatatauobat yang

berasaldaritanamanataubukantanaman,

baiksintesismaupunsemisintesis, yang
dapatmenyebabkanpenurunanatauperubahankesadaran, hilangnya rasa,
mengurangisampaimenghilangkan rasa nyeri, dan

dapatmenimbulkanketergantungan. ”

118 parasian Simanungkalit, 2004, Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Menanggulangi
Penyalahgunaan Narkoba, Yayasan Wajar Hidup,Jakarta, him. 8.
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SelanjutnyaSoedjono D. menyatakanbahwanarkotikaadalahsejeniszat
yang bisamenimbulkanpengaruh-pengaruhtertentubagimereka yang
menggunakannyadenganmemasukkannyakedalamtubuh.!!’Pengaruhtersebutbe
rupa: menenangkan, merangsang, dan menimbulkankhayalan (halusinasi).
Narkotikaterdiridarizatsintesis dan semi sintesis yang terkenaladalah heroin
yang terbuatdarimorfhine yang tidakdipergunakan,
tetapibanyaknampakdalamperdagangan-perdagangangelap, selain juga
terkenalistilahdihydomorfhine.'*°

Dari pengertiannarkotikatersebuthal yang
samadenganpsikotropikaadalahbentuknyasama-samaberupazatatauobat  yang
alamiahmaupunsintesis. Perbedaannya pada psikotropika pada narkotikaada
yang berasaldaritanaman,
sedangkandalampengertianpsikotropikatidakdisebutkandemikian.
Menurutundang-undangPsikotropikabahwa:  Psikotropikaadalahzatatauobat,
baikalamiahmaupunsintetisbukannarkotika, yang
berkhasiatpsikoaktifinelaluipengaruhselektif pada susunansarafpusat yang
menyebabkanperubahankhas pada aktivitas mental dan perilaku.'?! Pada
psikotropikapengaruhnyatertujukepadasusunansarafpusat yang
menyebabkanperubahankhas pada aktivitas mental pelaku. Sedangkan pada

narkotikadapatmenyebabkanpenurunankesadaran, hilangnya rasa,

119 Zainab Ompu Jainah, 2015, Efektifitas Penerapan Pidana Kurungan Bagi Pelaku

Penyalahgunaan Narkotika, Jurnal PRANATA HUKUM Volume 10 Nomor 1, hlm. 5.

120 Umar Anwar, 2016, Dampak Pemberian Remisi Bagi Narapidana Kasus Narkotika

Terhadap Putusan Pidana Yang Dijatuhkan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang
Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Jurnal Legislasi
Indonesia Vol. 13, No. 02, him. 140.

217pid. , him. 141.
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mengurangisampaimenghilangkan rasa nyeri.
Baiknarkotikamaupunpsikotropikasama-samamenimbulkanketergantungan.

TindakpidanaNarkotikadiaturdalam Bab XV Pasal 111 sampaiPasal
130 Undang-UndangNomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika yang
merupakanketentuankhusus,
walaupuntidakdisebutkandengantegasdalamUndang-
UndangNarkotikabahwatindakpidana yang diatur di dalamnyaadalahkejahatan,
akantetapitidakperludisangsikanlagibahwasemuatindakpidanadidalamundang-
undangtersebutmerupakankejahatan. DalamUndang-UndangNomor 35 Tahun
2009 tentangNarkotika juga
diaturperansertamasyarakatdalamusahapencegahan dan
pemberantasanpenyalahgunaannarkotika.

Alasannya, kalaunarkotikahanyauntukpengobatan dan
kepentinganilmupengetahuan,
makaapabilaadaperbuatandiluarkepentingankepentingantersebutsudahmerupak
ankejahatanmengingatbesarnyaakibat yang
ditimbulkandaripemakaiannarkotikatidaksahsangatmembahayakanbagijiwama
nusia.'?
SementaraitupenyalahgunaanNarkotikamerupakansuatutindakkejahata
n dan pelanggaran yang mengancamkeselamatan,
baikfisikmaupunjiwasipemakai ~ dan  juga  terhadapmasyarakat  di

sekitarsecarasosial, makadenganpendekatanteoritis,

122 Gatot Supramono, 2004, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta, hlm 5.
1561bid., him. 221.

96



penyebabdaripenyalahgunaannarkotikaadalahmerupakandelikmateril,
sedangkanperbuatannyauntukdituntutpertanggungjawabanpelaku,
merupakandelikformil.
Terhadappelakukejahatannarkotikaterdapatalasantertentuuntukmemberatkanhu
kumannyakarenaperbuatan yang
dilakukantergolongsangatmembahayakankepentingan masyarakat.'>°
PelakuTindakPidanaNarkotikadapatdikenakanUndang-Undang No. 35
tahun 2009 tentangNarkotika, halinidapatdiklasifikasikansebagaiberikut:
1) Sebagaipengguna, dapatdikenakanancamanhukuman minimal 5 tahun
dan paling lama 15 tahun (Pasal 116).
2) Sebagaipengedar, dapatdikenakanancamanhukuman paling lama 15 +
denda (Pasal 81 dan Pasal 82).
3) Sebagaiprodusen, dapatdikenakanancamanhukuman paling lama 15
tahun/ seumurhidup/ mati + denda (Pasal 113).
Sanksihukumpidanabagipelakutindakpidananarkotikadapatdilihatdaric
arapenegakanhukumpidana yang
dikenaldengansistempenegakanhukumataucriminal law
enforcementsebagaibagiandaricriminal
policyataukebijakanpenanggulangankejahatan.

Dalampenanggulangankejahatandibutuhkanduasaranayaknimenggunakan
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penal atausanksipidana, dan  menggunakansarana  non  penal

yaitupenegakanhukumtanpamenggunakansanksipidana (penal).!??
Penegakanhukumdenganmempunyaisasaran agar orang
taatkepadahukum.

Ketaatanmasyarakatterhadaphukumdisebabkantigahalyakni: '

1. Takutberbuatdosa;

2. takutkarenakekuasaandaripihakpenguasaberkaitandengansifathukum
yang bersifatimperatif;

3. takutkarenamaluberbuatjahat. Penegakanhukumdengansarana non penal
mempunyaisasaran dan tujuanuntukkepentinganinternalisasi;

Penegakanhukum salah satunyadipengaruhi oleh beberapafaktor yang

dapatmenghambatberjalannya proses pencgakanhukumitusendiri. Adapun

faktor-faktortersebut, adalahsebagaiberikut:'2’

1. Faktorhukumnyasendiri, yang dalamhalinidibatasi pada undang-
undangsaja;

2. Faktorpenegakhukum, yaknipihak-pihak yang
membuatataumembentukmaupun yang menerapkanhukum;

3. Faktorsaranaataufasilitas yang mendukungpenegakanhukum;

4. Faktormasyarakat,

yaknifaktorlingkungandimanahukumtersebutberlakuatauditerapkan;

123 Sumarno Ma’asum, 1987, Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan
Obat, CV. Mas Agung, Jakarta, him. 36

124 Siswanto Sunarso, 2004, Penegakan Hukum Psikotropika, Raja Grafindo, Jakarta,
hlm. 3.

125 Andi Hamzah, 1986, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia
Indonesia, Jakarta, hlm. 51.
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5. Faktorkebudayaan, yaknisebagaihasilkarya, cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsamanusia di dalampergaulanhidup.
Kelimafaktortersebut di atassalingberkaitan,
halinidisebabkanesensidaripenegakanhukumitusendirisertasebagaitolakuk
urdariefektivitaspenegakanhukum.

Pasal 7 Undang-UndangNomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika,
menyatakanbahwanarkotikahanyadapatdigunakanuntukkepentinganpelayanan
kesehatan dan/ataupengembanganilmupengetahuan dan teknologi.
Sedangkanuntukpengadaan, impor, ekspor, peredaran dan
penggunaannyadiatur -~ oleh pemerintahdalamhalini  Menteri Kesehatan.
Sehinggapenggunaannarkotikaselain yang disebutkan pada Pasal 7 di atas,
mempunyaikonsekuensiakibatyuridisyaitupenyalahgunaannarkotika dan
akanmemperolehpidana/ancamanpidanasesuai yang
diaturdalamundangundangtersebut.

MenurutPasal 1 angka 15 Undang-UndangNomor 35 Tahun 2009
tentangNarkotika, yaitu :Penyalahgunaanadalah orang yang
menggunakannarkotikatanpahakataumelawanhukum. SelanjutnyadalamPasal 1

angka 6 Undang-UndangNomor 35 Tahun 2009 tentangnarkotika,

memberikanpengertianPeredarangelapNarkotika dan
PrekursorNarkotikaadalahsetiapkegiatanatauserangkaiankegiatan yang
dilakukansecaratanpahakataumelawanhukum yang
ditetapkansebagaitindakpidanaNarkotika dan

PrekursorNarkotika.Dengandemikiandapatdikatakanbahwa,
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tindakpidananarkotikaadalahtindakpidanapenyalahgunaannarkotikatanpahakat
aumelawanhukumselain yang ditentukandalamundang-undang.
PecanduNarkotika dan korban
penyalahgunaanNarkotikawajibmenjalanirehabilitasimedis dan
rehabilitasisosial. PecanduNarkotika dan Korban PenyalahgunaanNarkotika
yang tanpahak dan melawanhukumsebagaiTersangka
dan/atauTerdakwadalampenyalahgunaanNarkotika yang sedangmenjalani
proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di
pengadilandiberikanpengobatan, perawatan dan

pemulihandalamlembagarehabilitasi.

JaksaPenuntutUmumuntukkepentinganpenuntutan dan Hakim
untukkepentinganpemeriksaan di sidangpengadilan,
dapatmemintabantuankepada Tim

AsesmenTerpadusetempatuntukmelakukanasesmenterhadapTerdakwa.
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BAB III
KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERKARA
NARKOTIKA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA BELUM
MEMAKAI PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF
A. SistemPemidanaanTindakPidanaNarkotika di Indonesia

Sistempemidanaan oleh beberapaahlidinyatakanantara lain: Andi
Hamzah mengemukakanbahwasistempidana dan pemidanaansebagaisusunan
(pidana) dan  carapemidanan. M.  Sholehuddinberpendapatbahwa:
“masalahsanksiadalahmasalahsentraldalamhukumpidana.
Sanksitersebutmenggambarkannilai-nilaisosialbudayasuatubangsa. ~ Dengan
kata lain, pidanatersebutmengandung tata nilaisuatumasyarakat, tentang yang
baik dan yang tidakbaik, tentang mana yang bermoral dan yang amoral.

Demikian pula tentangapa yang dilarang dan yang diperbolehkan”.!*

Sebagaimanadiketahuisistemadalahkesatuanfungsi.
Dengandemikiansistempemidanaanmerupakanaturanperundang-undangan
yang terkaitdenganpemidanaan dan sanksinya. Diartikansecaraluas,
sistempemidanaanadalah proses penjatuhanpidana di depansidangpengadilan
oleh hakim. Sistempemidanaanmeliputiketentuanperundang-undangan yang
mengaturhukumpidanadiimplementasikandalammenjatuhkansanksikepadaterp
idana. Selanjutnyadilihatsebagaisatukesatuansistempemidanaan,

sistempemidanaanmeliputisemuaaturanperundang-undangan yang

126 Mohammad Ekaputra dan Abul Khair, 2010, System Pidana di dalam KUHP dan
Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru, USU Press, Medan, hlm. 13.
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terdiridarihukumpidanasubstantif, hukumpidana formal dan

hukumpelaksanaanpidana.

Sistempemidanaantelahmengalamibanyakperubahan dan
penyempurnaan. Contohnyasistempemidanaan yang dianut Indonesia
dulunyamerupakanwarisanKolonial =~ Belanda  berupa KUH  Pidana,
namunseiringberjalannyawaktu Kitab Undang-Undang Hukum
Pidanatersebuttelahbanyakmengalamiperubahansesuaidengankeadaan dan

aspirasibangsa Indonesia dewasaini.'?’

MenurutSholehuddin,
“bagianpentingdalamsistempemidanaanadalahmenetapkansuatusanksi.
Keberadaannyaakanmemberikanarah dan pertimbanganmengenaiapa yang
seharusnyadijadikansanksidalamsuatutindakpidanauntukmenegakkanberlakun
yanorma. - Di sisi lain, pemidanaanitusendirimerupakan proses paling
kompleksdalamsistemperadilanpidanakarenamelibatkanbanyak  orang dan
institusi yang berbeda”.!**Pemidanaanterhadappelakutindakpidananarkotika,
tidakdapatdipisahkandarisistempemidanaan yang dianut oleh sistemhukum di
Indonesia tersebut. Tujuansistempemidanaan pada
hakekatnyamerupakanoperasionalisasipenegakanhukum yang dijalankan oleh
sistemperadilanberdasarkanperangkathukumyang

mengaturberupakriminalisasipenyalahgunaan dan

271bid., him. 133.
128 Sholehuddin, 2003, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada,
Jakarta, hlm. 5.
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peredarangelapNarkobayakniUndang-UndangNomor 35  Tahun 2009

tentangNarkotika.!?’

Perkembangan yang ada di dunia
saatinimenunjukkanterjadinyakecenderunganperubahankuatdalammemandang
para  penggunanarkotika  yang  tidaklagidilihatsebagaipelakukriminal,
namunsebagai korban ataupasien yang harusdiberiempati.’*® Hakim
dapatmenjatuhkanputusanmenjalanipengobatan
dan/atauperawatannamunsetelahmalaluipemeriksaaan dan
pertimbangantertentu di depansidangpengadilan. Bagipecandunarkotika yang
tidakterbuktibersalah ~ dan .  dapatmembuktikansebagaipengguna  yang
termakanbujukan, PuteriHikmawatiberpendapatbahwa” “hakim
dapatmenetapkanuntukmemerintahkan yang

bersangkutanmenjalanipengobatan dan/atauperawatan’.!*!

Sistemhukumpemidanaantindakpidana di Indonesia
membedakanpenangananpenyalahgunaan dan pengedarnarkotika.
PecanduNarkotika dan korban
penyalahgunaanNarkotikawajibmenjalanirehabilitasimedis dan

rehabilitasisosial. TugasJaksaadalahmelakukanpenuntutanterhadapsiapapun

yang

didakwamelakukansuatutindakpidanadalamdaerahhukumnyadenganmelimpah

129 Puteri Hikmawati, 2011, Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika,
Jurnal Negara Hukum, Vol. 2, No. 2, hlm. 339.

130 Dani Krisnawaty dan Eddy O.S. Hiariej, 2006, Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus,
Pena Pundi Aksara, Jakarta, hlm. 99.

131 Puteri Hikmawati, Op.Cit., him. 340.
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kanperkarakepengadilan yang berwenangmengadili. Namun, dalamPasal 54

Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009
tentangNarkotikamenjelaskanbahwapecanduNarkotika dan korban
penyalahgunaanNarkotikawajibmenjalanirehabilitasimedis dan

rehabilitasisosial. Telah dijelaskan juga dalam Surat EdaranJaksa Agung
Muda TindakPidanaUmumNomor : B-136/E/EJP/01/2012
perihaltuntutanrehabilitasimedis dan

rehabilitasisosialsehinggadarisisiKejaksaanselainmenuntutuntukkhususnyaper

karaNarkotika, kami diberikanwewenanguntukmelakukanrestorative
Justice.'*

Sistempenangananperkaranarkotika di Indonesia juga
menjelaskanbahwa Hakim

berwenanguntukmemeriksasuatuperkarapidanakhususnyadisiniTindakPidanaN
arkotikakarenaadakekhususan di dalamPasal 4 UU No 35 tahun 2009 yang
membedakanpenangananpenyalahgunaan dan pengedar, makadariituseorang
Hakim diwajibkanuntukmenggali, mengikuti agar hukumtepatsasaran.
Sebagaiseorang hakim sayadiwajibkanuntukprogresif dan

menggalifaktasupayapenyalahgunadapatmendapatrehabilitasiakantetapikewen

anganrehabilitasiinidimiliki pula oleh kepolisian dan
Kejaksaansehinggaapabilaterdapatpenyalahguna yang
masukkedalampersidangan, saya juga

132 Wawancara dengan Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 23 Januari 2023
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harusbisamembedakanapakahterdakwaseharusnyadirehabilitasiataudipidana.

133

Ada duaSistemPemidanaanTindakPidanaNarkotika di Indonesia
yaituSistemPemidanaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) dan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

1. SistemPemidanaan di dalam Kitab Undang-UndangPidana

Dikenalduamacamsistempemidanaandalam Kitab Undang-Undang
Hukum  Pidanayaitu, - sistempemidanaanalternatif = dan  tunggal.
Sistempemidanaanalternatifdiartikanbahwa hakim
dalammemutusperkarabolehmemilihputusannya,
sedangkansistempemidanaantunggalputusannyasesuaidenganrumusanPasal

yang bersangkutan, contohnyaPasal 489 ayat (1) Bukuke 111 KUH Pidana.

Sistempertanggungjawabanpidana yang dianut KUHP
tidakdisebutkansecaracksplisit. -~ Hal = inidapatdilihatdaribeberapapasal
KUHP yang menyebutkan: “kesalahanberupakesengajaanataukealpaan.
Namun, baikkesengajaanmaupunkealpaantidakadapenjelasan lain dalam

KUHP”.

Kedua kata-kata itusepertiapadiungkapkan oleh Roeslan Saleh
seringdipakaidalamrumusandelik, seakan-akansudahpasti,
tetapitidaktahuapamaknanyaseakan-

akantidakmenimbulkankeraguandalampelaksanaannya.

133 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Januari 2023
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Apabiladicermatirumusanpasal-pasal yang adadidalam KUHP
terutamabukukedua KUHP,
tampakdenganjelasdisebutkanistilahkesengajaanataukealpaan.

Berikutinicontohkesengajaan dan kealpaan:

a. Dengansengaja
Pasal 338 KUHP berisiketentuan:

“Barangsiapadengansengajamenghilangkannyawa orang lain,
diancampidanakarenapembunuhan”.

b. Karena kealpaan
Pasal 359 KUHP berisiketentuan:
“Barangsiapakarenakealpaanmenycbabkanmatinya  orang  lain,
diancamdenganpidana. Tidakadapenjelasanlebihlanjut yang
dimaksuddengankesengajaan dan  kealpaaantersebut. Namun,
berdasarkandoktrin dan pendapat para
ahlihukumdapatdisimpulkanbahwadenganrumusansepertiituberartipa

sal-pasaltersebutmengandungunsurkesalahan yang harusdibuktikan
> 134

di pengadilan”.
2. SistemPemidanaan di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Sama halnyadengansistempemidanaan yang terdapat di luar Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana. Sistempemidanaaninimenganut juga
sistempemidanaanalternatif dan sistempemidaankumulatif. Berikutcontoh-
contohsistempertanggunjawabanpidanadiluar KUHP
dalambeberapaketentuanundang-undang, antara lain:
a. UU No. 7 Drt. Tahun 1955 tentangTindakPidanaEkonomi;

RudhiPrasetya,  “meskipunsistempertanggungjawabanpidana

yang dianuttidakmenyebutkandalamUndang-Undangini,

34 Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana
Perkembangan dan Penerapan, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 52.
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sebagaiketentuanumumberlakuketentuan KUHP. Namun, adahal yang
menyimpangdari KUHP, yaknimengenaisubjekdelik. Uuu
itumengakuiadanyakorporasisebagaipembuat dan
dapatdipertanggungjawabkandalamhukumpidana.

KetentuanmengenaihalituterdapatdalamPasal 15 UU No. 7 Drt. Tahun
1955 tentangTindakPidanaEkonomi, yang
secaraumumberisiketentuansistempertanggungjawabanpidana ~ badan
hukumataukorporasi (corporate liability). Artinya, di sampingterhadap
orang yang memberiperintahataupimpinan, juga

dapatdikenakanpidanakepada badan hukum (korporasi) itusendiri”.!¥

b. UU No. 22 Tahun 1997 tentangNarkotika;
Penyimpanganundang-undanginiterhadap KUHP juga
terkaitdenganpertanggungjawabankorporasi yang
diaturdalamketentuanPasal 82 ayat 4), yang
pengertiankorkoporasidiaturdalamketentuanPasal 1 angka 19 yang
meyatakanbahwakoporasiadalahkumpulanteorganisasidari orang

dan/ataukekayaan, baikmerupakan badan hukummaupunbukan.

c. UU No. 5 Tahun 1997 tentangPsikotropika.
Pengakuanadanyakorporasisebagaipelakutindakpidanaterdapatd
alamketentuanPasal 1 angka 13 Undang-

UndangtentangPsikotropikaini.

135 Rudhi Prasetya, 1989, Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi, Makalah
Seminar Nasional Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, him. 12.
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d. UU No.23 Tahun 1997 tentangPengelolaanLingkunganHidup.
Undang-undangini juga
mengakuiadanyapertanggungjawabanpidana oleh  korporasi. Hal
inidapatdilihatdariketentuanPasal 1 angka 24, yang menyatakan:
“orang adalah orang perseorangan, dan/ataukelompok orang, dan/atau

badan hukum”.

e. PertanggungjawabanPidanaNarkotikadalam UU Narkotika No. 35
Tahun 2009
Terkaitsanksi-sanksi yang ditentukandalamundang-

undangNarkotikainiantara lain:

1) Pasal 128, berisiketentuan: “tindakpidana Orang
tua/WalidaripecandulNarkotika yang
belumcukupumurdipidanadenganpidanakurungan paling lama 6
(enam) bulanataupidanadenda paling banyak Rp 1000.000
(satujuta rupiah)”.

2) Pasal 130, berisiketentuan: “tindakpidana yang dilakukan oleh
Korporasidipidanadenganpidanapenjara dan
pidanadendadenganpemberatan 3 (tiga) kali.
Selainitukorporasidapatdijatuhidapatdijatuhipidanatambahanber
upa (1) pencabutanizinusaha dan/atau (2) pencabutan status
badan hukum”.

3) Pasal 131, berisiketentuan: “tindakpidanabagi orang yang

tidakmelaporkanAdanyaTindakpidanaNarkotika yang
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4)

5)

dipidanadenganpidanapenjara  paling lama 1 (satu)
tahunataupidanadenda paling lama banyak Rp 50.000,000 (lima
puluh

juta rupiah)”.

Pasal 132 ayat (1), berisiketentuan:
“tindakpidanaterhadappercobaanataupemufakatanjahatmelakuka
ntindakpidanaNarkotika dan
prekusordipidanadenganpidanapenjara yang
samasesuaidenganketentuansebagaimanadimaksuddalampasal-
pasalterscbut. ~ Ayat  (2), = dipidanapidanapenjara  dan
pidanadendamaksimumnyaditambah 1/3 (sepertiga)”.

Pasal 133, berisiketentuan: “tindakpidanabagimenyuruh,
memberi; membujuk, memaksadengankekerasan, tipumuslihat,
membujukanak. Ayat (1),
dipidanadenganpidanamatiataupidanapenjaraseumurhidup,
ataupidanapenjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20
(duapuluh) tahun dan pidanadenda paling sedikit Rp
2.000.000,000,00 (duamiliar rupiah rupiah) dan paling banyak
Rp 20.000.000.000,00 (duapuluhmiliar rupiah). Ayat (2),
dipidanadenganpidanapenjara paling singkat 5 (lima) tahun dan
paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidanadenda paling
sedikit Rp 1000.000.000,00 (satumiliar rupiah) dan paling

banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluhmiliar Rupiah)”.
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6)

7)

8)

Pasal 134 ayat (1), berisiketentuan:
“tindakpidanabagipelakuNarkotika yang
tidakmelaporkandiridipidanadenganpidanakurungan paling lama
6 (enam) bulanataupidanadenda paling banyak Rp 2.000.000
(duajuta rupiah). Ayat (2), dipidanadenganpidanakurungan
paling lama 3 (tiga) bulanataupidanadenda paling banyak Rp

1.000.000,00 (satujuta rupiah)”.

Pasal 135, berisiketentuan:
“tindakPidanabagipengurusindustrifarmasi yang
tidakmelaksanakankewajibandipidanadenganpidanapenjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan
pidanadenda paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empatpuluhjuta
rupiah dan paling banyak Rp 4000.000,00 (empat ratus juta
rupiah)”.

Pasal 8 4 huruf (a), berisiketentuan:
“tindakpidanaterhadaphasil-hasiltindakpidanaNarkotika
dan/atauprekursorNarkotikadipidanadenganpidanapenjara paling
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana
paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah) dan
paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluhmiliar rupiah).
Huruf (b), dipidanadenganpidanapenjara paling singkat 3 (tiga)
tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidanadenda
paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan

salingbanyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.
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9)

10)

1)

12)

13)

Pasal 138, berisiketentuan: “tindakpidanaterhadap orang yang
menghalagiataumempersulitpenyidikan, penuntutan dan
pemeriksaanperkaradipidanadenganpidanapenjara paling lama 7
(tujuh) tahun dan pidanadenda paling banyak Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 139, berisiketentuan:
“tindakpidanabagiNahkodaatauKaptenpenerbang yang
tidakmelaksanakanketentuanPasal 27  dan  Pasal 28
dipidanadenganpidanapenjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidanadenda paling sedikit
Rp. 100,000.000,00 (seratusjuta rupiah) dan paling banyak Rp

1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah)”.

Pasal 140, Dberisiketentuan:  “tindakpidanabagi ~ PNS,
PenyidikPolri, Penyidik BNN, yang
tidakmelaksankanketentuantentangbarangbuktidipidanadenganpi

danapenjara paling singkat 1

(satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana
paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) dan paling
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah)”.

Pasal 141, berisiketentuan: “tindakpidanabagiKepalaKejaksaan
Negeri yang tidakmelaksanakanketentuanPasal 91 ayat (1)
dipidanadenganpidanapenjara paling singkat 1 (satu) tahun dan

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidanadenda paling sedikit
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Rp1.00.000.000,00 (seratusjuta rupiah) dan paling banyak
Rp.1000.000.000,00 (satumiliar rupiah)”.

14) Pasal 142, berisiketentuan:
“tindakpidanabagipetugaslaboratorium yang
memalsukanhasilpengujidipidanadenganpidanapenjara  paling
lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

15) Pasal 143, berisiketentuan: “tindakpidanabagiSaksi yang
memberikanketerangantidakbenardipidanadenganpidanapenjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 tahun dan
pidanadenda paling sedikit Rp.60.000.000,00 ( enam ratus juta
rupiah)”.

16) Pasal 144, berisiketentuan: “tindakpidanabagisetiap orang yang
melakukanpengulangantindakpidanadipidanadenganpidanamaks

imumnyaditambahdengan 1/3 (sepertiga)”.

17) Pasal 147, berisiketentuan: “tindakpidana yang
dilakukanPimpinanRumahSakit, Pimpinan Lembaga,
ilmupengetahuan, pimpinanindustrifarmasi dan

pimpinanpedagangfarmasidipidanadenganpidanapenjara paling
singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidanadenda
paling sedikit Rp 100.000.000 (seratusjuta) dan paling banyak

Rp 1.000.000.000.000 (satumiliar)”.
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18) Pasal 136, berisiketentuan:
“memberikansanksiberupaperampasanaset yang
digunakanuntuktindakpidanaNarkotikadirampasuntuk Negara”.

19) Pasal 146, berisiketentuan: “memberikansanksiterhadapwarga
Negara asing, yaknidilakukanpengusirandari wilayah Negara
Republik Indonesia dan dilarangmasukkembalike wilayah
Negara Republik Indonesia jikatelahmelakukan
dan/ataumenjalanitindakpidanaNarkotika™.

20) Pasal 148, berisiketentuan: = “bahwaputusandenda yang
diaturdalamUndang- Undanginijikatidakdibayarkan oleh pelaku,
dijatuhipenjarapengganti paling lama 20 tahun™.

B. UrgensiKebijakanPidanaNarkotika Belum MemakaiPendekatan Hukum
Progresif
Seseorangtidakdapatmempertanggungjawabkanperbuatannyasertatidak
mungkindapatdipidanakalautidakmempunyaisuatukesalahan. Akan
dirasatidakadiljikaseseorangsecaratiba-tibadenganalasan yang
tidakjelasbertanggungjawabataskesalahan yang tidakdiperbuatolehnya. Pada
hakikatnyapertanggungjawabanpidanaadalahsuatupertanggungjawabanterhada
ptindakpidana yang telahdiperbuat oleh seseorang.
Dapatdikatakanbahwapertanggungjawabanpidanatimbulsetelahadanyatindakpi

dana yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan.

Tidaklahcukupapabiladipidananyaseseorangkarena orang

tersebuttelahmelakukanperbuatan yang bersifatmelawanhukum.
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Maksudnyameskidalamrumusantindakpidana yang tercantumdalamundang-
undangperbuatantersebutmerupakansuatuperbuatan  yang tidakdibenarkan,
akantetapisyaratpenjatuhanpidananyabelumterpenuhi. Syaratpenjatuhanpidana
yang dimaksudadalah orang yang
melakukantindakpidanatersebutharusmempunyaikesalahan.'**Dalamhalinidap
atdikatakanbahwadalamhalmemidanaseseorangunsurkesalahanmerupakanunsu
r yang sangatpenting yang harusadasebelummemidanaseseorang. Sama
halnyadenganbunyi salah satuasasdalamhukumpidanayakni

“tiadapidanatanpakesalahan’.

Kemampuanbertanggungjawabmerupakansuatukondisiseseorangdalam
keadaan yang normal sertasudahmampumembedakan mana hal yang baik dan

mana hal yang buruk. Dalamhalkemampuanbertanggungjawab, adaduafaktor

yang menentukan orang
mampubertanggungjawabatautidakmampubertanggungjawabyaituakal dan
kehendak. Faktorakaladalahkemampuandimanaseseorangbisamembedakan

mana hal yang diperbolehkan dan mana hal yang dilarang.
Sementarafaktorkehendakadalahkemampuandimanaseseorangbisamenyelarask
anprilakunyadengankesadaranatashal mana yang diperbolehkan dan hal mana

yang dilarang.

Dalam KUHP pertanggungjawabanpidanadidasarkan pada
duaaspekyakni :kemampuanfisik dan kemampuan moral yang mana

tertuangdalampasal 44 ayat 1 dan ayat 2 KUHP.

136 Mahrus Ali, 2015, Dasar- Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.156.
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Kemampuanfisikdisiniartinyaseseorangtidakmengalamicacatdalampertumbuha
nataupuncacatdikarenakanpenyakitsepertibutatuli, idiot, anakdibawahumur
dan sejenisnya. Sementarakemampuan moral
disiniartinyaseseorangtidakterganggujiwanyasepertisakitjiwa, epilepsi dan
penyakitjiwalainya.'3’Dalamhalinidapatdikatakanbahwa,

apabilakemampuanfisik dan kemampuan moral seseorangsudahbaikmaka

orang yang bersangkutansudahbisamempertanggungjawabkanperbuatannya.

Pada
penegakanhukumtindakpidananarkotikamasihseringterjadiadanyatersangka
yang berhasilmelarikandiri, schinggaketikapersidangandimulai, berimbas pada
faktahukum yang terjaditidakdapatteruraisecarajelassehinggaberpengaruh pada
majelis =~ hakim  menerapkanhukumanbagitersangka  dan  terdakwa.
Sebagaicontoh yang seringterjadi di
persidanganadalahketikaterdakwasebenarnyasebagaipenyalahgunaataupemaka
isabusabu, bersama orang lain. Namunsaatterjadipenangkapan yang
tertangkaphanya 1 atau 2 orang saja dan pihak yang lain berhasilmelarikandiri.
Hal yang demikian pada
faktanyamembuatterdakwadapatterkenahukumansebagaipihak yang
mengedarkanataumenguasaikarenaadanyapihak yang berhasilmelarikandiri,

sehinggapembuktianuntukmengonsumsinarkotikatidakterbukti.

Selainitubunyihukuman yang ada pada Undang-Undang No 35 Tahun

2009 tentangNarkotikaterdapatadanyamuti tafsir sepertiPasal 112 yang

137 Teguh Prasetyo, 2015, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.79.
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berbunyiSetiap orang yang tanpahak, ataumelawanhukummemiliki,
menyimpan, menguasai, ataumenyediakannarkotikagolongan 1 bukantanaman,
dipidanadenganpidanapenjara paling singkat 4 tahun dan pidanadenda paling
sedikit Rp 800.000.000,00 dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 Hal
tersebut, sebenarnya orang yang akanmengonsumsinarkotika pun
pastisemuaberawaldarimemiliki, menyimpan,

menguasaidapatterkenahukumansebagaipengedar.

Padahaluntukmengenaisebagaipenyalahgunaataupemakaiterdapat yang
mengaturyakniPasal 128 ayat 1
berbunyisetiappenyalahgunaannarkotikagolongan 1

bagidirisendiridipidanadenganpidanapenjara paling lama 4 tahun.

Fenomenatersebuttentunyadapatmenciptakanadanyaketidakpastianhuk
umsebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat 1
huruf D yakniSetiap orang berhakataspengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastianhukum yang adilsertaperlakuan yang sama di hadapanhukum.
Untukmenanggulangihaltersebut,
makasebaiknyadalampenegakanhukumtindakpidananarkotika yang dilakukan
oleh penegakhukumkhususnyaMajelis Hakim,
perluadanyaterobosansaatmenerapkanhukuman,

sehinggadapatmeminimalisirkejahatantindakpidananarkotika.

Menurut Bernard L Tanya, pada buku yang bertemakan Hukum
Progresifperspektif moral dan

kritisyaknihukumprogresifmerupakancaraberhukum yang didasarkan pada
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kepedulian yang tidakkunjunghentiuntukmendoronghukummemberikan yang
lebihbaik dan lebihbaiklagikepadabangsanya.'**Dalamhalini para
penegakhukum, dalammenegakkanhukumtidakselalutertuju pada undang-
undang yang telahada, namun juga haruslebihmenggalidarifaktahukum yang

ada, denganmenggunakanaspeksosialmasyarakat yang selaluberkembang.

Hukum progresifmendasarkandiridarikrisisfungsi dan
legitimasicaraberhukum status quo (yang mengedepankan rules dan tekstual).
Hukum progresifmendasarkandiri pada sejumlahpostulatprogresivisme, antara
lain: (i) hukumuntukmanusia, bukansebaliknya, (ii) pro rakyat dan keadilan,
hukumituharusberpihakkepadarakyat, dan
keadilanharusdidudukkandiatasperaturan, (ii1)

hukumprogresifimengantarkanmanusiakepadakesejahteraan dan kebahagiaan,

(iv) hukumprogresifmenekankan pada
hidupbaiksebagaidasarhukumberhukum, (v) hukumprogresif,
berwatakresponsif,

yaknihukumselaludikaitkandengantujuandiluarnarasitekstualhukumitusendiri,

(vi) hukum yang berhatinurani, (viii)
hukumprogresifdijalankandengankecerdasan spiritual,
yakniusahamencarikebenaranmaknaataunilai yang lebihdalam.

ApabilahalinidilakukantentunyadapatberpengaruhpositifsaatMajelis ~ Hakim
menerapkanhukumanbagiterdakwasesuaidengankategorisebagaipenyalahguna

ataupengedar. Denganpenerapanhukuman yang tepatsetidaknya juga

133 Moh Mahfud MD, Sunaryati Hartono, Sidharta, Bernard L.Tanya, Anton F Susanto, 2013,
Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 39.
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dapatturutmembantubagiterdakwa yang
memilikikategorisebagaipenyalahgunauntuksembuhdarikecanduannarkotikater
sebutmelaluirehabilitasi, sedangkansebagaipengedardapatmerasakanefekjera

yang dirasakanmelaluipidanapenjara.

Sejauhinibisakitabayangkanbentukpenegakanhukum yang

dilakukanmasihberorientasi pada hukum formal. Dalampenegakanhukum yang

terjadi pada
tahappengadilanmasihbelumberanikeluardaripendekatansecarateks Book,
sehinggamemahamihukumsebatasaturansebagaimanatercantum pada

tintahitam di ataskertasputihsemata. SatjiptoRahardjo Guru Besarllmu Hukum
Universitas Diponegoromerupakantokoh yang gencar-
gencarnyamemberikanpemikiranmengenaipentingnya Hukum
Progresifdiberlakukankepada - para  penegakhukum. Beliausering kali
mengatakanbahwahukumituuntukmanusia, bukanmanusiauntukhukum.
Sehinggahukum yang diberlakukan dan
diterapkankepadamasyarakatdapatmemberikannilai-nilaikeadilan.

Pemahamanhukummenuruthukumprogresifmenegaskan “Hukum
adalahsuatuinstitusi yang bertujuanmengantarkanmanusiakepadakehidupan

yang adilsejahtera dan membuatbahagia”.'>

Berangkatdariduapokokpenekananhukumprogresifyaitu:

hukummerupakaninstitusiataualat dan hukummemilikitujuan agar adil,

139 M. Zulfa Aulia, 2018, Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo, Undang: Jurnal
Hukum Vol. 1 No. 1, him. 161
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sejahtera dan bahagia.'*’Posisimanusiadalamdefinisitersebutlebihmenjadi tuan

yang di layani oleh hukum agar dapatmenikmatikeadilan, kesejahteraan, dan

kebahagiaan. Dalamkonsep Hukum Progresif,
posisimanusiamenjadisentralutamadalammenilaihukumapakahbenar dan
baikataukahsebaliknya.

Implikasinyaketikamanusiadalamsetiap proses

perkembanganselaluberubahsesuaidengankebutuhanhidupnyamakahukumlah
yang harusmengikutiperkembangantersebut.
Makadenganhaltersebutsetidaknyapenegakhukumkhususnya hakim

dalammemutusperkarahendaknyaharusmemulaimengupdatedirimengenaiilmui

Imuhukum yang mulaiberkembang, sertakecerdasan spiritual
harusdibangunsehinggadapatmenghasilkanputusan yang
bernuansahukumprogresif. Maksuddarikecerdasan spiritual

adalahbahwakecerdasan spiritual tidakingindibatasipatokan (rule of bound),
tetapitidakhanyabersifatkontekstual, tapiinginkeluardarisituasi yang

adadalamusahauntukmencarikebenaranmaknaataunilai yang lebihdalam.

Mencarihukumdalamperaturanadalahmenemukanmakna dan nilai yang
terkandungdalamperaturan  dan  tidakhanyamembacanyasecara  “datar”
begitusaja. Hukum bukanbukutelfon yang hanyamemuat daftar peraturan dan
pasal, tetapisesuatu yang syaratdenganmakna dan nilai.

Membacaperaturansecaradataradalahmemecahkanmasalahdenganmenggunaka

140 Awaludin Marwa, 2013, Satjipto Rahardjo; Sebuah Biografi Intelektual dan
Pertarungan Tafsir terhadap Filsafat Hukum Progresif. Thafa Media bekerjasama dengan Satjipto
Rahardjo Institute, Yogyakarta & Semarang
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nkecerdasanrasionalsemata.

Beberapakarakteristikdalammelakukanpenegakanhukum yang

mendasarkanhukumprogresif agar dapatterwujud, yakni:

141

1. Menggunakankecerdasan spiritual dengantidakterkungkungatas caracara
lama berdasarkanperaturanperundangan yang bersifatkaku, keras dan
dinginapabilaternyatapenggunaannyajustrubertentangandengankeadilansu
btanstif.

2. Melakukanpermaknaanlebihmendalamterhadapbunyiperaturanperundang
ansehingga hakim  tidakterjebak ' pada black letter law dan
hanyabertindaksebagaicorongundang-undang. Permaknaan yang
hanyamempertimbangkanaspekgramaticalcenderungmenyesatkan dan
mendatangkanketidakadilan di tengahmasyarakat.

3.  Memilikisikappeduli dan
terlibatsertamelakukanpemihakanterhadapkaumtermaginalkan,
lemahkurangmampudengancaramendorongnyauntukmemperolehakseske
padakeadilan.

Indonesia telahmenerapkanpendekatanhukumprogresif yang
memilikitujuanuntukmemulihkanmasyarakat dan

menciptakankeseimbangandalammasyarakat. Pelaksanaanhukumprogresif di

Indonesia saatinisudahbaiktapibelumsempurna dan
dibutuhkanpembaharuanatauperbaikan pada
beberapaaspekakantetapiadanyarehabilitasimembuat Indonesia

33-51.

4l Hyronimus Rhiti, 2016, Landasan Filosofis Hukum Progresif, Justitia Et Pax, 32, hlm.
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sudahsemakindekatdenganhukumprogresif.'**Kebijakanpidananarkotika di
Indonesia
sudahmemakaipendekatanhukumprogresifnamunhukumprogresifditekankanke
padaunsur-unsurpemidanaanterhadappenggunaataupunpenyalahguna. Hukum
progresifnyadalambentukrestorative justicekarenapenyalahgunaadalah korban
yang
tidakperlumenggunakanpendekatanhukumpositiftetapilebihkepadaasaskeadila
n, kesejahteraan, kemanfaatan dan

terhadappecandudilaksanakantehabilitasi.'*?

Pendekatanhukumprogresif, menempatkanparadigmamanusia yang

memperdulikanfaktorperilaku.**Pendekatanhukumprogresif,

hukumuntukmanusia, sedang pada hukumpraktis (prosedur)
manusiauntukhukum dan logikahukum,
sehinggauntukmenerapkanpendekatanini Hakim
haruslebihcenderungkreativitas dan menolakrutinitaslogikaperaturan.

Memahamihukum yang  perludilakukan oleh majelis hakim
hendaknyatidakcukuphanyamenggunakanpendekatananalisismekanikpositifisti
k. Hal inimenyebabkanhukum yang telahdireduksimelahirkanputusannormatif
yang sangatsederhana. Kebenarankoherensi yang

ditampilkandalamteorihukumini, antropologi, sosiologi, ekonomi, psikologis,

142 Wawancara dengan Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 23 Januari 2023

143 Wawancara dengan Kompol Dr. Yogi Prawira SH, MH selaku Penyidik Polri Kota
Semarang pada tanggal 23 Januari 2023

144 Suteki, 2015, Masa Depan Hukum Progresif, Thafa Media, Jakarta, hlm. 190.

122



managerial dan lain-lain bukanmerupakanhukumsehinggaatasantara order dan

disorder dilihatsecarahitamputih.

BerdasarkanteorihukumSatjiptoRahardjo yang
mengatakanhukumbharusseiringsejalandenganperkembanganmasyarakat. '’
Hukum progresifmengajakbangsainiuntukmeninjaukembalicaraberhukum di
masa lalu yang merupakanperpaduandariberbagaifaktorsebagaiunsur, antara
lain misihukum, paradigma yang digunakan, pengetahuanhukum,
perundangan, penggunaanteoritertentu, sampaikepadahal yang
bersifatkeperilakuansertapsikologis, sepertitekad dan kepedulian, keberanian,

determinasi, empati, serta rasa perasaan. '

Pendekatanhukumprogresifbertujuanuntukmelindungikepentingan
orang banyak, terutamabagiterdakwatindakpidananarkotika,
karenasifatpendekatanhukumprogresifiniyaknihukumituuntukmanusia.
Dengandemikianhukumdiharapkanmampuselainuntukmenyadarkankesalahan
yang telahdiperbuatbagiterdakwatindakpidananarkotika, juga
dapatmemulihkanlagikeadaanpsikis yang
telahketergantungandengannarkotika,
dengandemikiantidakakanmengulangiperbuatantersebutsehinggahalini,

dapatmenekankejahatantindakpidananarkotikadikemudianhari. Keadilanbagi

145 Absori, 2015, Pengembangan Epistimologi Ilmu Hukum, Seminar Nasional, 11 April
2015 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hlm 40.

146 Ni Putu Noni Suharyanti, 2017, Progresivitas Dalam Penegakan Hukum Penyalahguna
Narkotika, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 39, No. 2, Agustus 2017, hlm.
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korban dan  pelakudapatdiwujudkandenganprogresifitastindakan ~ dan

caraberfikirpenegakhukumdalammenerapkanperaturan. 47

Pada
dasarnyapenegakanhukumtindakpidananarkotikatersebutmasihmenggunakanta
tananhukumpraktis. Terlebihsaatdipersidangan,
peranPenuntutUmumdalammenerapkantuntutanterhadapperkaranarkotika yang
memilikidoktrin “komando”, oleh KepalaKejaksaan Negeri selakupimpinan.
Tentu, hal yang demikiandapatberpotensimenimbulkanintervensi,
sehinggamengakibatkanseorangpenuntutumumtidakdapatmelakukanpenuntuta
ndengannuraninyasendiri.
Bawahantidakbolehmenentangkebijaksanaanatasannya,  diaharuspatuhtanpa
reserve kepadapimpinannya, tanpaharusmelihatbenaratau salah. Hal yang
demikianmerupakancerminandarialiranhukumpositivisme yang
saatkinimasihdigunakan di Indonesia.
Aliranpostivismeberangkatdaricaramengajarkanbahwahukumbersifatmengatur
, berlakukeseluruhan dan ditetapkan oleh otoritaspenguasa negara. Di
dalamnyaterdapatpemisahanjurangantaranorma/kebijakandenganetika ~ moral

antarakeadilan dan legalitashukum.'*®

147 Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Implementasi Restoratif /

Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan
Oleh Anak Di Polres Rembang, Jurnal Hukum Khaira Ummabh, 12 (4), him 709.

148 Absori, 2017, Transplantasi Nilai Moral Dalam Budaya untuk Menuju Hukum

Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistematik Charles Stamford), Prosiding Konferensi Nasional ke 6
Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiah (APPPTMA), Sulawesi
Selatan,8-9 September, Hlm 108.
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Hal inilah yang
menyebabkankesemuanyadiaturdalamperaturanperundangansebagaiwujudkon
stitusinyatahukumpostivisme juga dikenalsebagailegisme yang
menyandingkanhukumdengankonstitusitidakadahukumdiluarkonstitusisatu-

satunyasumberhukumadalahkonstitusi.'*

Peran Majelis Hakim sebagai wakil Tuhan,
haruslahberperanbesardalammenentukanputusan yang adil,
tentunyaadiltidakhanyaberkutat pada bunyipasal yang
disandingkandenganfaktahukumsaja, namun juga

perluadanyapenggalianmakna yang lebihdalam. Dalamartikelnya “Indonesia
ButuhKeadilanProgresif”, SatjiptoRahardjomengatakankerusakan dan
kemerosotandalampembaharuanmelaluihukum: modern  disebabkan oleh
permainanprosedur yang menyebabkantimbulpertanyaan”
Apakahpengadilanitutempatmencarikeadilanataukemenangan?.Setidaknyapera
nMajelis Hakim denganmemilikisifatprogresif,
diharapkanmampumengakomodirbentukpenegakanhukum, di bawahnyaseperti
pada tahapan di kepolisian dan

kejaksaanuntukmendongkrakcitrapenegakanhukum yang lebihbaik.'>

Langkah

awaluntukmencetakpenegakhukumbertipologiprogresifadalahPertama,

149 Absori, 2017, Morality and Law: Critics Upon H.L.A Harts Moral Paradigma

Epistimology Basis Based on Prophetic Paradigma, Jurnal Dinamika Hukum Vol.17 No 1, January
2017 .Hlm.

130 Jenry Adistya Ferdana Utama, 2018, Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika

Dalam Pendekatan Hukum Progresif (Studi di Pengadilan Negeri Karanganyar), Universitas
Muhamadiyah Surakarta, Solo, hlm. 20
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mengenaisumberdayamanusiadari para aparatpenegakhukum pada institusi

Hakim lembagaY udikatifMahkamah Agung
dalamhalinisebenarnyamemilikikewenangan yang penting,
karenauntukmengangkatcitralembagaperadilan, yang

memilikikewenangankekuasaan agar dapatmelahirkantipikal hakim progresif
Model pembinaanmelaluirekrutmen hakim
contohnyaseharusnyadilakukanlebihketatlagi,
denganmempertimbangkandarisegiaspekkepribadian, tingkatkeagamaan yang
kuat,  jenjangpendidikansebaiknyadiberlakukan = minimal S2, dan
kecerdasanintelektual - (IQ) denganstandart yang telah di tentukan,
sertakecerdasan spiritual (SQ) yang ada. Untukmendukungpemahaman hakim
menggunakanhukumprogresif,
konseptersebutsebenarnyasebagaidasarmembentukkarakter hakim

dengantipologiprogresif. !

KecerdasanspritualmenurutDanah  Zohar dan Ian  Marshall
adalahsebagaikecerdasanuntukmenghadapipersoalanmakna (Value),
yaitukecerdasanuntukmenempatkanperilaku dan hidup dan
kehidupanmanusiadalamkonteksmakna  yang  lebihluas  dan  kaya.
Kecerdasanuntukmenilaibahwatindakanataujalanhidupseseoranglebihbermakn
adibandingkandengan yang lain, sehingga SQ (kecerdasan spiritual)
merupakanlandasan yang diperlukanuntukmemfungsikan 1Q

(kecerdasanintelegensi), dan EQ (kecerdasanemosional) secaraefektif, bahkan

151 Moh Mahfud MD, Sunaryati Hartono, Sidharta, Bernard L.Tanya, Anton F Susanto,
2013, Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta, him. 39.
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SQ merupakankecerdasan yang tertinggi. Setelah terbentuknyakecerdasan
spiritual yang ada, dari masing pribadi hakim selanjutnyaperludiarahkan pada
pembinaan moral, seperrikejujuran, integritas, kepribadianlayakdipercaya dan
memilikipandanganbahwamenjadi hakim merupakantugas yang mulia.
Memilikipandanganbahwamenjadi hakim merupakantugas yang mulia,

diharapkandapatterbentuk pada polapikir masing-masing individu. Sifat

tersebutmemilikiperanan yang sangatpenting,
karenadengandemikiansetiapmenjalankantugasnyasebagai hakim
selalumengingatbahwadirinyaadalahsebagai wakil Tuhan. Hal
inisesuaidenganamanattugas hakim
bahwadalammenjatuhkanputusanberdasarkankepada “Demi

KeadilanBerdasarkanTuhan Yang MahaEsa”. Mengenaijenjangpendidikan
yang dipersyaratkanuntukmenjadi hakim sebaiknyaberpendidikan minimal S2,
karena pada faktanya di lapangan, yang nota bene kebanyakanlulusandari S1,
hanyamampumemahamihukumdalamkonteksnormatifbersifat text book.
Penegakanhukummerupakanpelaksanaandariperaturan-peraturanpidana
yang tidakdapatditawar-tawar yang pelaksanaannyaharusdengannilai-nilai
yang mencerminkankemanusiaan, bukan yang bertentangandengankemanusian
dan peraturanperundangan yang
berlaku.'>>Apabilamelihatdarifenomenatersebut, banyak yang
belummemahamihukumprogresifdalampenegakanhukumtindakpidananarkotik

akhususnya.

152 Sepha Dwi Hananto, Anis Mashdurohatun, Jawade Hafidz, 2018, Penegakan Hukum
Pidana Terhadap Terdakwa Pengguna Narkoba Yang Menjalani Rehabilitasi Di Polda Jateng,
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1, hlm. 166.
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Paradigma hakim dalammenjatuhkanputusan yang progresif,
sebaiknyaharusdibenahimelalui ~ masa-masa  pendidikancalon = hakim
dilaksanakan.
Asaskemanfaatanperlulebihlagiditekankandenganmenggunakankonsephukum
progresif, yang
bertujuanhukumharusmampumenghadirkankemanfaatanbagiseluruhumatmanu
siadengankeadilansubstantifbukankeadilanproseduralsemata.

Sementaraitumengenaibentukkonseppenegakanhukumdalamtingkatkejaksaan.

Tujuanhukumbukansemata-matadilihatsecaralegalitas formal
untukmenjaminketeraturan dan
konssitensidalampelaksanaansuatuperaturanhukum, melahirkan juga
secarasubstansial yang melandasipengenalansupremasinilai—
nilaikepribadianseseorang, dan sebagaiinstitusi yang

menyediakanbingkaikerjauntukmengekspresikankeadilansecarapenuh. '3 Siste
mdalammembuatdakwaan dan tuntutandengangayakepemimpinan “komando”
dariKepalaKejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung
terhadappenuntutumum, memangtidakdapatdihindari, agar
dapatterciptaadanyabentuktatanan yang baik,
selarasatausepemahamanuntukbertugasmenegakkanhukumsebagaimana yang
tertuangdalambentuksuratedaranjaksa agung dan peraturanjaksa agung.
Untukkedepannyaakanlebihbaiklagi, apabilasistem “komando”

hanyaditujukandalammembuattuntutan dan

153 Mahmutarom H.R., 2016, Op.Cit., him. 239.
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dakwaaniniditekankandenganmenggunakankonseppendekatanperogresif.
Khususnyadalammenerapkanpasaldalamdakwaan ~ dan  tuntutan  yang
saatkinimasihbanyakcenderungdenganmengotakatikpasal yang telahtersedia,
tanpamemperhatikanaspeksosial yang lain
dalammasyarakatsemakinberkembang.

Mungkindalammembuatdakwaanatautuntutanpenuntutumumdapatmen
gombinasikanselaindenganhukuman. yang dijatuhkandalamundang-undang,
juga

dapatmemasukkanhukumansepertirehabilitasisosialataugantirugiatasbentukper

tanggungjawabanterhadap korban,
sehinggatidakmelulubentukhukumanpenjarasemata. Konsep yang
selamainimendarahdaging pada instansikejaksaan,

denganstrukturpimpinanmemegangkendaliterhadappembuatandakwaan ~ dan
tuntutan, kepadapenuntutumum,
sebaiknyahanyabertugasdalamhalproseduralpemeriksaanprapenyidikan  oleh
kepolisian dan pengawasandalamkodeetiksaja. Dengangayakepemimpinan
yang
demikiandiharapkanmampumenyelaraskanpandangandalampenegakanhukump
rogresifantarapimpinan dan
bawahansehinggapenegakanhukumsubstantifdapatterciptadengankemanfaatan
umatmanusiabersamadalamperkembanganmasyarakat.

Apabilahalinitelahterlaksanadenganbaik, makatidakmenutupkemungkinan,
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kejaksaandenganpandanganprogresifakanterwujuddari level
pimpinanhinggapenuntutumum yang melakukanpersidangan.

Pada konseppenegakanhukum yang dilakukan oleh kepolisian,
sebaiknyadalammelakukanpenangkapan, jangansampaiterdapattersangka yang
berhasilmelarikandiri. Karena di tahapkepolisianini, sebagai garda
terdepandalammelakukanpemberantasantindakpidananarkotika.

Kepolisiansebenarnyamemilikiwewenangpenuhdalammelakukanpenin
dakan,
halinidapatbekerjasamadenganmasyarakatataumerekrutmasyarakatsebagaibant
uanpolisi, sehinggahal yang demikianpolisidapatmemonitorsetiap wilayah
hukumnyadenganbantuanmasyarakatsebagaimitradalampenegakanhukumtinda
kpidananarkotika.

Seorangpenyidikdalammelaksanakantugasnyamemilikikoridorhukum
yang harus di patuhi, dan diatursecara formal apa dan bagaimana tata
carapelaksanaan, tugas-tugasdalampenyelidikan.'>* Pada
tahappenyidikanselainmemeriksafaktahukum  yang ~ada, tentunya juga
perlumemberikanpencerahan,
sehinggatersangkatidakmerasatersudutkanatasperbuatan yang
telahdilakukannya.
Dengandemikiantujuanpendekatanhukumprogresifdapatterwujudmelaluikeadil
ansubstantifuntukkepetingantersangka,

selainuntukmempertanggungjawabkanperbuatannya, tetapi juga

154 Budi Setiawan, Anis Mashdurohatun, Munsyarif Abdul Chalim, 2017, Penyidikan
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan di Polda Jateng, Jurnal
Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 4, hlm. 912.

130



menyadarkanmelaluihukum,
sebagaimanasifatdarihukumprogresifyaknihukumituuntukmanusia,
bukanmanusiauntukhukum.

Konsep yang terakhir, dalammencetak para penegakhukum yang
handal dan berkarakterprogresif pada masa basis pendidikanseperticalon
hakim, calonjaksa, TarunaAkademiKepolisian dan Pendidikan
khususprofesiadvokatsebaiknya, masing-masing
institusimemperkenalkanperkuliahanhukumprogresif yang selamainitidakada
pada matakuliah Sl Ilmuhukum. Model
pengenalanmelaluipembelajaransecarateoridikelaswajibdiadakan,  setelahitu
para
calonpenegakhukuminisebaiknyadiberikesempatanuntukturunterjunlangsung
di masyarakatatausecararealitassosialsehinggadapatmengamati dan memahami
problem yang ada. Kemudian pada masa pembelajaran yang terakhir,

perluadatugasakhirsebagaimanasetelahmengamatirealitasosial ~ yang  ada,

untukmenganalisa dan menuangkandalambentuk tulisan,
sehinggadapatmemecahkanmasalah yang
adadenganmenggunakanperkembangansosialberdasarkan pada
keadilansubstantif.
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C. KebijakanPertanggungjawabanPidanaPerkaraNarkotikaDalamSistem

Hukum Di Indonesia Belum MemakaiPendekatan Hukum Progresif

1. PelaksanaanKebijakanPertanggungjawabanPidanaNarkotika

Permasalahantindakpidananarkotika di Indonesia
telahmenjadipermasalahan yang banyakmenimbulkan korban
dikalanganmasyarakat Indonesia. Pemerintahtelahberupayauntukmencegah,
dan memberantasperedarannarkotika, salah
satubentuknyaadalahmembentukperundangundangannarkotikasepertiUndang-
undangNomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, PeraturanPresidenNomor 25
Tahun 2011 tentangpelaksanaanrehabilitasi, Surat EdaranMahkamah Agung
Nomor 10 Tahun 2010 tentangpenempatanpenyalahguna, pecandu, dan korban

penyalahgunanarkotikakedalamlembagarehabilitasimedis dan sosial.

Undang-undangNomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotikaadalah salah
satuupayamelakukanpemberantasan dan penanggulangannarkotika illegal di
Indonesia. Perundang-undangantersebutmerupakandasarhukum yang
digunakandalampenegakannhukumtindakpidananarkotika,
sesuaidenganketentuanpasal 1 angka 1 KUHP,

bahwasuatuperbuatandapatdipidanajikaterdapataturanpidanannya.

Pelaksanaankebijakanpertanggungjawabanpidanaperkaranarkotika  di
Indonesia sudahberjalandenganbaik dan
sesuaidimanaadakesempatanrehabilitasi pada pecandu, penyalahhguna dan

korban sertaadanyahukumanpidana pada pengedar dan bandar narkoba.
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Namun, haltersebuttidakmembatasiadanyahal-hal yang dapatdiperbaiki agar
tujuanrestorative

Jjusticedapatterwujud.!> K ebijakanpidanaperkaranarkotikadilihatdarisisipenggu
na/penyalahguna, adanya  proses rehabilitasisangatmembantu  para
penggunaobat-
obatanterlarangmerasakanjerahinggamemilikikeinginanuntuksembuhdari rasa

kecanduanakanobat-obatanterlarangtersebut. !>

Pada realitapenegakanhukumUndang-undangNomor 35 Tahun 2009
tentangNarkotika,
seringkalimenimbulkanpolemikkarenadirasatidakmemberikansolusidalamupay
amenanggulangitindakpidananarkotika yang semakinmeningkat.
Kebijakanhukumpidananarkotika di Indonesia dalammenanggulangiperedaran
dan prekursornarkotika illegal dilakukanmelaluipendekatan penal dan non-
penal. Kebijakanhukumpidanatersebutfokus, sejakpenanaman, produksi,
penyaluran, lalulintaspengedaran,
hinggapemakaiannarkotika.'>’Kejahatannarkotikasudahsejak lama
menjadimusuhbangsa dan negara, yang sangatmengkhawatirkan dan
mengancam. Pengedar dan gembongnarkotikatakpernahberhenti,
tertangkapsatutumbuhseribu,  karenasatupengedar, timbulseribu  korban

penyalahgunaannarkotika di Indonesia.

155 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Januari 2023

156 Wawancara dengan Kompol Dr. Yogi Prawira SH, MH selaku Penyidik Polri Kota
Semarang pada tanggal 23 Januari 2023

157 Syaiful Bakhri, 2012, Kejahatan Narkotik dan Psikotropika-Suatu Pendekatan Melalui
Kebijakan Hukum Pidana, Gramata Publishing, Bekasi, hlm 13.
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Kejahatannarkotikaadalahkejahatan yang luarbiasa (extra ordinary
crime) dilihatdaridampak yang diakibatkan. Namun,
untukdapatdikatakanresmisebagaisuatukejahatan yang
luarbiasatidakhanyadilihatdaridampakakibattindakpidananya.
Diakuisebagaikejahatan ~ yang  luarbiasaadalahketikapemerintah  juga
mengakuinyadalamperundang-undanganpidananya. Hal
itudilihatdariperundang-undangan yang mengaturtindakanhukum yang khusus,
mulaidaripenyidikan, penuntutan, dan pengadilannya. Jika berpedoman pada
haltersebut, perundang-undangannarkotika di Indonesia

saatinibelummengakuitindakpidananarkotikasebagaikejahatan yang luarbiasa.

Perundang-undangannarkotika di Indonesia khususnyadalamUndang-
undangNomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika,
selainbelumdapatdisebutkejahatanluarbiasa (extra ordinary crime), juga
belumsecarajelasmengkategorikanataumenggolongkan mana yang

disebutsebagaitindakpidanakejahatan dan mana tindakpidanapelanggaran.

Padahalkeduanyajelasberbedabentuktindakpidana, pengaturanpidananya.
Pencampuradukanantaratindakpidanakejahatan dan
pelanggarandalamUndangundangNomor 35 Tahun 2009

tentangNarkotikamengakibatkanpermasalahan yang komplek.

Permasalahantersebutdiantaranyasepertikualifikasijenisdelik, halitu
yang berujung pada timbulnyapemidanaan yang
tidakjelasterhadappenggunanarkotika,

dimanamerekamendapatkantindakanhukum  yang  tidakseharusnya dan
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tidaklengkap. Menurutperspektifyuridis,
penggunanarkotikatidakbisadikategorikansebagaipelakukejahatankarenasifatd

asarkejahatanharuslahmenimbulkan korban dan korban ituadalah orang lain
(an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor),
denganpemahamaninilah yang mengarahkan pada
penggunaannarkotikamerupakan salah satubentukkejahatantanpa korban

(crime without victim).">®

Penerapanpidana  yang  ringanterhadappengedarnarkotika, yang
mengakibatkansemakinmeningkatnya  korban  penggunaannarkotika  di
Indonesia. Undang-
undangpidananarkotikatersebuttelahbertentangandengandoktrinhukumtentang
kebijakanhukumpidana yang baik,
yaitukebijakanhukumpidanamerupakanusahapenanggulangankejahatanmelalui
pembentukanperundang-undanganhukumpidana. Usaha
tersebutmerupakanbagian integral dariusahaperlindunganmasyarakat (social

defense) dan usahadalammencapaikesejahteraanmasyarakat (social

walfare).">

Maka, keberadaanUndang-undangNarkotika di Indonesia
dapatdikatakantidakterintegrasidenganusahaperlindunganmasyarakat  (social
defense) dan usahadalammencapaikesejahteraanmasyarakat (social walfare).

Melihatpermasalahanutama yang ditimbulkankarenaketidakmampuanUndang-

158 Ichsanudin, Gunarto, 2017, Penindakan Terhadap Jenis Narkoba Baru Tembakau
Gorilla di Polres Wonosobo, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 2, hlm. 251.

159 Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya
Bahkti, Bandung, him. 27
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undangNomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotikamenanganiperedaran dan
penggunaannarkotika illegal di Indonesia yang semakinmeningkat dan
membahayakangenerasipenerusbangsa.

Dalampembahasanpenelitianbabinipenulisakanlebihmenekankan pada
pemahamanjenisdelikpenggunanarkotikadalamUndang-undangnarkotika. Hal
itukarenapenggunanarkotikatidakmemilikikualifikasijenisdelik yang

jelasdalamundang-undangnarkotika.

Nilai yang ingindiperolehdaritercapainyakesejahteraansosial (social
walfare) dan perlindunganmasyarakat (social defense) adalahnilaikepercayaan
dan nilaikeadilan.!*®® Jika Undang-undangNomor 35 Tahun 2009
tentangNarkotikasajatidakterintegrasidenganbaikdengankeduapokoktersebut,
makaUndang-undangtersebutdirasatidakmemberikan rasa kepercayaan dan
keadilan. Kebijakanhukumpidananarkotika yang baikadalahkebijakan yang

mengintegrasikanantaratindakan penal dan non-penal.

Kebijakan penal dan non-penal Undang-
undangnarkotikadapatdikatakantidakterintegrasidenganbaik. Hal
itudilihatdarilebihcondongnyapenerapan penal saja oleh para penegakhukum,

dan tidakmenurunnyaangkapenggunanarkotika di Indonesia.

Nilai yang ingindiperolehdaritercapainyakesejahteraansosial (social
walfare) dan perlindunganmasyarakat (social defense) adalahnilaikepercayaan

dan nilaikeadilantidaklahtercapaidalamundang-undangtersebut. Maka,

160 Barda Nawawi Arief, 2010, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum
Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, hlm. 78.
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jikamelihatteorikriminalisasiperundang-undanganakanmenjadiundang-

undangan yang baikketika pada proses
formulasinyaatautahaplegislatifdilakukandenganbenar. Proses
formulasiatautahaplegislatifadalahtahap paling

strategisdalamupayapencegahankejahatan,
makakesalahandalamformulasinyaakanberdampak pada penegakanhukum dan

pelaksanaanputusanpengadilannya.'®!

PermasalahandalamUndang-undangNomor 35 Tahun 2009

tentangNarkotika, salah
satunyatidakadapengkualifikasianyuridisantarajenisdelikkejahatan dan
pelanggaran. Padahalkeduanyaadalahsubtansi yang

berbedadalampenegakanhukumnya.
Tidakadanyakualifikasiyuridisdikhawatirkanakanmenimbulkanpermasalahanat
aukonsekuensiyuridisdalampraktikpenegakanhukumnya,
baikkonsekuensiyuridismateriil dan konsekuensiyuridis formal.'®?  Jika
penegakhukummemandangseluruhpenggunanarkotikaadalahterkaitdengankeja

hatan, makaiaakanterancampidana yang berat.

Selainpengkualifikasianterdapatpermasalahan juga
dalamkedudukanpenggunanarkotikasebagai korban ataupelakutindakpidana.
Undang-undangnarkotikamemangtelahmengakuipenggunanarkotikasebagai

korban namun  juga  sebagaipelakutindakpidana. = Namun, pada

1617pid., hlm. 79.
162pid., hlm. 197.
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realitanyapenegakhukumlebihmemilihmenyebutnyasebagaipelakutindakpidan
a dan mengkesampingkanstatusnyasebagai korban dariperedarannarkotika.
Hal inididukungdenganketentuanUndang-undangtersebut yang
menyatakanbahwapenggunanarkotikaadalahpelakutindakpidana.
Sepertipengaturandalampasal 127 yang
menyatakanpidanabagipenggunanarkotika. Pasal 127 ayat (1)

SetiapPenyalahGuna:

a. NarkotikaGolongan I bagidirisendiridipidanadenganpidanapenjara paling
lama 4 (empat) tahun;

b. NarkotikaGolongan Il = bagidirisendiridipidanadenganpidanapenjara
paling lama 2 (dua) tahun; dan

c. NarkotikaGolongan  III  bagidirisendiridipidanadenganpidanapenjara
paling lama 1 (satu) tahun.

Penegakhukumseringterdoktrinbahwapenggunanarkotikaadalahpelaku

kejahatankarenaancamanpidana yang tinggiterhadappenggunanarkotika yang

disebutkandalampasal 127 ayat (1) tersebut. Namun, untukmenerapkanayat

(1), hakim sebagaipemeriksaperkaraharusmemperhatikanayat (2) yang

menyatakanbahwa ‘“dalammemutusperkarasebagaimanadimaksud pada ayat

(1), hakim wajibmemperhatikanketentuansebagaimanadimaksuddalamPasal

54, Pasal 55, dan Pasal 103”. Pasal 54
membagipenggunanarkotikadalamduabentuk, yang
disebutkandalamketentuanpasaltersebut yang menyatakanbahwa
“PecanduNarkotika dan korban
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penyalahgunaanNarkotikawajibmenjalanirehabilitasimedis dan

rehabilitasisosial.”

Selanjutnya, pasal 55
memberikanperintahterhadappecandunarkotikauntukmelakukanrehabilitasime
dis, denganketentuanpasal 55 ayat (1) bahwa “Orang
tuaatauwalidariPecanduNarkotika yang
belumcukupumurwajibmelaporkankepadapusatkesehatanmasyarakat,
rumahsakit, dan/ataulembagarehabilitasimedis dan rehabilitasisosial yang
ditunjuk oleh Pemerintahuntukmendapatkanpengobatan
dan/atauperawatanmelaluirehabilitasimedis dan rehabilitasisosial.” Kemudian,

pasal 55 ayat (2)

“PecanduNarkotika yang
sudahcukupumurwajibmelaporkandiriataudilaporkan oleh
keluarganyakepadapusatkesehatanmasyarakat, rumahsakit,

dan/ataulembagarchabilitasimedis dan rehabilitasisosial yang ditunjuk oleh
Pemerintahuntukmendapatkanpengobatan

dan/atauperawatanmelaluirehabilitasimedis dan rehabilitasisosial.”

Ketentuanpasal 55 memerintahkanterhadap para
orangtuapecandunarkotika dan pecandu yang
telahmemasukiusiadewasauntukmelaporkandiri pada pihak yang berwajib dan
melaksanakanrehabilitasimedis dan rehabilitasisosial.

Apabilaketentuantersebuttidakdilaksanakanmaka, terdapatancamanpidana
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yang diaturdalampasal 128 ayat (1) UndangundangNomor 35 Tahun 2009
yang  menyatakanbahwa : “Orang tuaatauwalidaripecandu  yang
belumcukupumur, sebagaimanadimaksuddalamPasal 55 ayat (1) yang
sengajatidakmelapor, dipidanadenganpidanakurungan paling lama 6 (enam)
bulanataupidanadenda paling banyak Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah).”
Apabila hakim telahmempertimbangkanhaltersebutmaka hakim
berpedomanterhadappasal 103 Undang-undangNomor 35 Tahun 2009

tentangNarkotikadalammelakukanpertimbanganpemidanaannya.

Pasal 103 menyatakanbahwa “Hakim yang
memeriksaperkarapecandunarkotikadapatMemutusuntukmemerintahkan yang
bersangkutanmenjalanipengobatan
dan/atauperawatanmelaluirehabilitasijikapecandunarkotiktersebutterbuktibersa
lahmelakukantindakpidananarkotika;  b.  Menetapkanuntukmemerintahkan
yang bersangkutanmenjalanipengobatan
dan/atauperawatanmelaluirehabilitasijikapecandunarkotiktersebuttidakterbukti

bersalahmelakukantindakpidananarkotika.”

Permasalahandalampasal 103 yaituterdapatadanyaketerangan kata
Dapat yang jika di artikanketentuanpasal 54, pasal 55 bisadilaksanakan dan
bisa juga untuktidakdilaksanakan oleh hakim. Hal
itudapatmengakibatkanpecandunarkotikaterancamtidakmendapatkanrehabilita
simedisjika hakim
pemeriksacenderungmenggunakandoktrinpemidanaansecaraabsolut.

Penjelasansederhananya,
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apabilapenyalahgunatidakterbuktisebagaipecandunarkotikadaripenilaian

hakim, makaterbuktisebagaipenyalahgunanarkotikaseperti yang
diaturdalampasal 127 ayat (1) maka Hakim
menjatuhkanpidanadenganketentuansanksipidana pada

setiapgolongannarkotika yang telahdisebutkandalampasal 127 Undang-

undangNomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika. '

Ketentuanpasal 127 ayat 3) menyatakanbahwa
“DalamhalPenyalahGunasebagaimanadimaksud pada ayat (1)
dapatdibuktikanatauterbuktisebagai korban penyalahgunaanNarkotika,
PenyalahGunatersebutwajibmenjalanirehabilitasimedis dan rehabilitasisosial”.
Korban penyalahgunanarkotikadalamUndang-undangnarkotikaadalah orang
yang menggunakannarkotikakarenapaksaan, ataubujukrayu, atauperintah,
atauajakan. Ketentuanpasal Lo ayat 3)
semakinmembuatpermasalahanUndangundangNomor 35  Tahun 2009
menjadisangatkompleks. Hal
tersebutmenimbulkanketidakjclasanmengenaidefinisipenggunanarkotikadalam
Undang-undangtersebut, karenadefinisi korban penyalahgunanarkotika dan
penggunanarkotikabukanpecandumemilikikarakteristik yang sama.
Secaratidaklangsung juga mempengaruhipandanganpenegakhukum. Maka,
untukmengetahui dan memecahkanpermasalahantersebut,

penulisakanmenganalisakedudukanpenggunanarkotikadalamhukumpidana.

163 AR Sujono & Bony Daniel, 2011, Komentar dan Pembahasan Undang-undang
Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, Sinar Grafika, Jakarta, him. 294.
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2. Proses PeradilanPertanggungjawabanPidanaNarkotika yang
DiputusPidana
Penulismenyajikanbeberapaperkarahukumdalamdisertasiterkaitpertang
gungjawabanpidananarkotika ~ yang  terjadi  pada  tahun 2019,
dimanaperkaratersebutterjadi di Kota Semarang Jawa Tengah. Adapun
kronologikasus-kasustersebutadalahsebagaiberikut:
a. PutusanNomor 898/Pid.Sus/2019/PN Smg
Terdakwadenganinisial WRdiajukankepersidangan oleh
PenuntutUmumdidakwatelahmelanggarPasal 112 ayat (1) Undang-
UndangRepublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika. Dimana
terdakwa pada hariSelasatanggal 8 Oktober 2019 sekirapukul 13.30 WIB
atausetidak-tidaknya = pada  suatuharidalambulanOktobertahun 2019
atausetidaktidaknyamasihsuatuharidalamtahun 2019
bertempatdidepanIndomaret Jl. Genuksari Raya Kel. GenukKec. Genuk
Kota Semarang atausetidaknyadisuatutempattertentu yang
beradadalamdaerahhukumPengadilan Negeri Semarang, telahmelakukan
“tanpahakataumelawanhukummemiliki, menyimpan, menguasai,
ataumenyediakanNarkotikaGolongan I bukantanaman”.
Pada hari pada hariSelasatanggal 8 Oktober 2019 sekirapukul
12.00 WIB  Terdakwasedangberadadirumahnyamenggunakan  hp
milikterdakwa yang nomor 0857 4155 5122 menghubungisdr. ASN (DPO)
dinomor 0813 9863 6884 denganmaksud dan tujuanmemesan shabu

seharga RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau 'z (setengah) gram.
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Kemudiansdr. ASN menyuruhterdakwa Wahid untukpembayaran shabu
yang dipesanuntuk transfer melaluirekening BCA Atas
namaNQAdengannomorrekening 0170225961. Setelah itusekirapukul
12.20 WIB Terdakwamelakukan transfer uang di gerai ATM BCA SPBU
kawasanIndustriTerboyo Kota Semarang, dengancaramemintaseoranglaki-
laki yang tidakTerdakwakenaluntuknitip transfer uang tunaisebesar RP.
400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan nomerrekeningtujuan BCA Atas
namaNQAdengannomerrekening 0170225961. Setelah berhasil transfer
Terdakwamemberitahukankepadasdr. ASNbahwa  transfer  uang
pembayaran shabu sudahberhasil dan
selanjutnyasdr. ASNmenyuruhTerdakwauntukmenunggukabarmengenailet
akmengambilshabunya. Sekirapukul 13.00 WIB
Terdakwamendapatkanpesansingkatdarisdr. ASN(DPO)
seingatTerdakwaberbunyi “JLL.
GenuksaridepanIndomaretbahantertempeldidalampraonsebelahkiri”
laluterdakwadenganmengendaraisepeda motor Honda Blade
warnamerahhitamdengan No Pol H 5998 TP
menujutitiksesuaiisipesandalam  hp  Terdakwa. Sesampai di JL.
GenuksariKel. GenukKec. Genuk Kota Semarang (sesuaititik yang
dikirimkansdr. Aseng) Terakwaturundarisepeda motor untukmencaripaket
shabu dan ditemukan 1 (satu) buahisolasihitam yang didalamnyaterdapat 1
(satu) buahplastikklipkecil yang berisiserbukkristalwarnaputihberupa

shabu sesuaidalampesansdr. ASN. Selanjutnya shabu tersebutdiambil dan
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digenggammenggunakantangankananTerdakwadenganmenujuketempatpar
kirsepeda  motor = Terdakwa.  SaksiAAsaksiESsaksiEMR  yang
ketiganyamerupakananggotakepolisianPolrestabes Semarang
berpakaianpreman yang
telahmendapatkaninformasiditempattersebutseringdigunakantransaksinark
otikajenis shabu, melakukanpenggeledahan badan terhadapTerdakwa dan
ditemukanbarangbukti 1 (satu) buahisolasihitam yang didalamnyaterdapat
1 (satu) buahplastikklipkecil yang berisiserbukkristalwarnaputihberupa
shabu denganposisiTerdakwagenggamdengantangankananTerdakwa pada
saatditangkap, 1 (satu) buah hp merk XIOMY
warnahitamdenganbernomorkartu 0857 4155 5122
posisidisimpandisakudepansebelakanancelana yang
Terdakwapakaisaatditangkap, 1(satu) unit sepeda motor merk Honda type
Blade =~ warnamerahhitamdengan No Pol H 5998 TP. Atas
kejadiantersebutTerdakwalangsungdibawakePolrestabes Semarang
gunauntukdimintaiketeranganlebihlanjut.
BerdasarkanBAPLaboratoriumKriminalistik,

LaboratoriumForensik Cabang Semarang, Nomor LAB : 2564/NNF/2019
rabutanggal 16 Oktober 2019 disimpulkanbahwabarangbukti No.
BB5278/2019/NNF  berupa : 1 (satu) buahisolasihitam yang
didalamnyaterdapat 1 (satu) buahplastikklipkecil yang
berisiserbukkristalwarnaputihberupa ~ shabu  denganberatkeseluruhan

0,27164 gram adalahmilikTerdakwapositifmengandungMetamfetamina
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dan barangbuktinomor BB : 5279/2019/NNF berupa 1 (satu) buah tube
urine 32 ml milikTerdakwa WAHID ROMDANI BIN YASNO POSITIF
MENGANDUNG METAMFETAMINA terdaftardalamgolongan I (satu)
Nomorurut 61 (enampuluhsatu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009
tentangNarkotika.

Terdakwa WAHID ROMDANI BIN YASNO dalamhalmemiliki,
menyimpan, menguasaiNarkotikajenis shabu seberatkeseluruhan0,27164
gramtanpaadaijindaripihak yang berwenang.

DakwaanPasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009
TentangNarkotikamengandungunsur-unsur; “Setiap orang” Bahwa yang
dimaksuddenganunsursetiap orang
adalahmenunjukkepadasetiapsubyckhukumatauseseorang yang cakap dan
mampubertindaksebagaipendukunghak dan
kewajibansertadapatmempertanggungjawabkanperbuatannyabaiksecarajas
manimaupunrohani dan tidakadasatualasanpun yang
dapatmenghapuskankesalahannya dan
dalamperkarainisebagaisubyekhukumnyaadalahterdakwa Wahid Romdani
Bin Yasno. Dengandemikianunsurinitelahterpenuhi dan terbuktisecarasah
dan meyakinkan; “Tanpahakataumelawanhukummemiliki,
menyimpan, menguasai, ataumenyediakanNarkotikaGolongan I
bukantanaman” Bahwa pada hari pada hariSelasatanggal 8 Oktober
2019 sekirapukul 12.00 WIB

Terdakwasedangberadadirumahnyamenggunakan hp milikterdakwa yang
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nomor 0857 4155 5122 menghubungisdr. ASN (DPO) dinomor 0813 9863
6884 denganmaksud dan tujuanmemesan shabu seharga RP. 400.000,-
(empat ratus ribu rupiah) atau '2 (setengah) gram. Kemudiansdr.
ASNmenyuruhterdakwa ~ Wahid  untukpembayaran  shabu  yang
dipesanuntuk transfer melaluirekening BCA Atas
namaNQAdengannomorrekening 0170225961. Setelah itusekirapukul
12.20 WIB Terdakwamelakukan transfer uang di gerai ATM BCA SPBU
kawasanIndustriTerboyo Kota Semarang,
dengancaramemintaseoranglakilaki yang tidakTerdakwakenaluntuknitip
transfer uang tunaisebesar RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan

nomerrekeningtujuan =~ BCA  Atas namalNQAdengannomerrekening

0170225961. Setelah berhasil transfer
Terdakwamemberitahukankepadasdr. -~ ASNbahwa = transfer = uang
pembayaran shabu sudahberhasil dan selanjutnyasdr.

ASNmenyuruhTerdakwauntukmenunggukabarmengenailetakmengambilsh

abunya. Sekirapukul 13.00 WIB
Terdakwamendapatkanpesansingkatdarisdr. ASN (DPO)
seingatTerdakwaberbunyi “J1.

GenuksaridepanIndomaretbahantertempeldidalampraonsebelahkiri”

laluterdakwadenganmengendaraisepeda motor Honda Blade
warnamerahhitamdengan No Pol H 5998 TP
menujutitiksesuaiisipesandalam hp Terdakwa WAHID. Sesampai di Jl.

GenuksariKel. GenukKec. Genuk Kota Semarang (sesuaititik yang
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dikirimkansdr. Aseng) Terakwaturundarisepeda motor untukmencaripaket
shabu dan ditemukan 1 (satu) buahisolasihitam yang didalamnyaterdapat 1
(satu) buahplastikklipkecil yang berisiserbukkristalwarnaputihberupa
shabu sesuaidalampesansdr. Aseng. Selanjutnya shabu tersebutdiambil dan
digenggammenggunakantangankananTerdakwadenganmenujuketempatpar
kirsepeda motor Terdakwa. SaksiALsaksiES saksiAMR yang
ketiganyamerupakananggotakepolisianPolrestabes Semarang
berpakaianpreman yang
telahmendapatkaninformasiditempattersebutseringdigunakantransaksinark
otikajenis shabu, melakukanpenggeledahan badan terhadapTerdakwa dan
ditemukanbarangbukti 1 (satu) buahisolasihitam yang didalamnyaterdapat
1 (satu) buahplastikklipkecil yang berisiserbukkristalwarnaputihberupa
shabu denganposisiTerdakwagenggamdengantangankananTerdakwa pada
saatditangkap, 1 (satu) buah hp merk XIOMY
warnahitamdenganbernomorkartu 0857 4155 5122
posisidisimpandisakudepansebelakanancelana yang Terdakwa WAHID
pakaisaatditangkap, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Blade
warnamerahhitamdengan No Pol H 5998 TP. Atas
kejadiantersebutTerdakwalangsungdibawakePolrestabes Semarang
gunauntukdimintaiketeranganlebihlanjut. BerdasarkanBerita Acara
PemeriksaanLaboratoriumKriminalistik, LaboratoriumForensik Cabang
Semarang, Nomor LAB : 2564/NNF/2019 rabutanggal 16 Oktober 2019

disimpulkanbahwabarangbukti No. BB- 5278/2019/NNF berupa : 1 (satu)
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buahisolasihitam yang didalamnyaterdapat 1 (satu) buahplastikklipkecil
yang berisiserbukkristalwarnaputihberupa shabu denganberatkeseluruhan
0,27164 gram adalahmilikTerdakwapositifmengandungMetamfetamina
dan barangbuktinomor BB : 5279/2019/NNF berupa 1 (satu) buah tube
urine 32 ml milikTerdakwaPOSITIF MENGANDUNG
METAMFETAMINAterdaftardalamgolongan I (satu) Nomorurut 61
(enampuluhsatu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.
Dan Terdakwadalamhalmemiliki, menyimpan, menguasaiNarkotikajenis
shabu  seberatkeseluruhan0,27164 = gramtanpaadaijindaripihak  yang
berwenang. Dengandemikianunsurinitelahterpenuhi dan terbuktisecarasah
dan meyakinkan.

Berdasarkanunsur-unsur yang telahdibuktikan di
persidangaandimanaketentuanPasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI
Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotikamajelis hakim
menjatuhkanpidanakepadaterdakwa oleh
karenaitudenganpidanapenjaraselama 4 (empat) tahun dan 6 (enam)
bulanpenjara dan dendasebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta
rupiah) denganketentuanapabiladendatersebuttidakdibayar oleh
Terdakwamakadigantidenganpidanapenjaraselama 2 (dua) bulan;

. PutusanNomor : 809/Pid.Sus/2019/PN.Smg

Terdakwadiajukankepersidangan oleh
PenuntutUmumdidakwatelahmelanggarPasal 112 ayat (1) Undang-

UndangRepublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.
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Bahwaterdakwa pada hariSabtutanggal 13 Juli 2019 sekirapukul 02.00
WIB atau pada suatuwaktu lain dalambulanJulitahun 2019, bertempat di
pinggirjalanTejokusumo v
KelurahanMuktiharjoKidulKecamatanPedurungan Semarang, atausetidak-

tidaknya di suatutempat lain yang termasukdalamdaerahhukumPengadilan

Negeri Semarang, dengantanpahakataumelawanhukummemiliki,
menyimpan, menguasaiataumenyediakanNarkotikaGolongan I
bukantanaman ,yang
dilakukanterdakwadengancaraberawalterdakwatelahdidatangi oleh

saksiBHS (diajukansebagaiterdakwadalamBerkasPerkaraTerpisah) yang
saatitumengendaraimobilmerek Nisan tipe Grand Livinawarnaabu-
abuNomorPolisi AD-9312-MN di tempatkerjanyasebagaitukangparkir di
daerahkota lama Semarang
karenaadakeperluanmintatolongterdakwamenyopirisaksiBHSpergikePekal
ongan.
TerdakwabersediamenolongsaksiBHSmenyopiripergikePekalongan
namunterlebihdahulumemintauntukmenggunakansabu-
sabugunamenambah stamina
pergikeluarkotalalupermintaanterdakwatersebutdiiyakan oleh saksiBHS
selanjutnyasaksiBHS mengeluarkansabu-sabu yang
sebelumnyatelahdibelinyadariA (Belum Tertangkap) dan disimpannya di
dalamdasboardlalumerekapergunakanbersama di dalammobil,

namunkarenamenurutterdakwarasanyatidakseenaksabusabu yang
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seringdipakai oleh terdakwamakasabu-sabu yang telahdibelisaksiBHS
tersebutdibungkuskembali oleh
terdakwahinggaakhirnyamerekaberduatidakjadimengkonsumsisabu-
sabutersebut di atassampaihabislalusaksiBHS menyimpankembalisisasabu-
sabutersebutkedalamdasboardmobil.
SelanjutnyaterdakwamenghubungiseseorangbernamaKentang
(Belum Tertangkap) melalui handphone miliknyamerek Vivo tipe Y21

warnaputih yang pada pokoknyainginmemesan dan membelisabu-

sabusebanyak 1 (satu) paket dan
setelahKentangmemastikanapabilastoknya J
persediaannyaadalaluKentangmenghubungiterdakwa Mahdi

Bahestyapabilapesanannyasudahada.denganhargasebesar  Rp 600.000,00
(enam ratus ribu rupiah) namunsabu-sabutersebutakandibayarkan 1 (satu)
minggu dan haltersebutdiiyakan oleh Kentangkarenahubunganpertemanan
yang baik.

Tidakberapa lama
kemudianKentangmengirimlokasipengambilansabu-sabu yang mana sabu-
sabupesananterdakwatersebutdikirimKentangke 2 (dua)
titiklokasipengambilanyakni yang pertamapesanansabu-
sabumilikterdakwadiletakkanmenempel di  tiangteleponjalanSidoluhur
Raya VI KelurahanMuktiharjoPedurungan Semarang lalu yang
keduapesanansabu-sabumilikterdakwadiletakkan di

belakangplangnamajlnTejokusumo v
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KelurahanMuktiharjoKidulPedurungan Semarang, laluterdakwa Mahdi
Bahesthymengendaraimobil ~ yang mana  saksiBHS  duduk di
sampingnyamenujuke 2 (dua) titiklokasipengambilansabu-sabutersebut di
atas. Sesampainya di lokasipengambilansabu-sabu yang
pertamayaknijalanSidoluhur Raya VI
KelurahanMuktiharjoKidulPedurungan Semarang laluterdakwa Mahdi
Bahesthyturundarimobilkemudianpergimenghampiritiangtelepon yang ada
di tempattersebut dan benartelahditemukansabu-sabu yang
dipesannyamenempel  di  tiangtelepontersebutlalusabu-sabu  yang
ditaruhdalamklipplastikkeciltersebutdiambilterdakwa Mahdi
Bahesthylaluditaruh di bawah jog mobiltempatterdakwa duduk
selanjutnyaterdakwamenujukejalanTejokusumo v
KelurahanMuktiharjoKidulPedurungan - Semarang mengambilsabu-sabu
yang dipesannya di belakangplangnamajalanTejokusumo dan setelahsabu-
sabu yang
ditaruhdalamklipplastikkeciltersebutberhasildiambilterdakwalaluditaruh di
bawah jog mobiltempatterdakwa duduk namuntidakberapa lama

kemudiandatangpetugasKepolisianSatresnorkabaPolrestabes Semarang

berpakaianpremandatangmendekati dan
menyuruhsaksiMBuntukmembukapintumobil yang
sebelumnyatelahmelakukanpenyelidikan dan
pemantauaninformasimasyarakatapabilasaksiBHS dan

terdakwaterlibatdalampenyalahgunaanNarkotika.
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Selanjutnyadilakukanpenggeledahan di
dalammobilternyataditemukanbarangbuktiberupa 2 (dua)
kantongplastikklipkecilberisisabu-sabu yang masing-masing
dibungkusplastikklipkecil dan diisolasiwarnahitam di bawah jog
tempatterdakwa  duduk  yang  saatitudiakuikepemilikannya  oleh
terdakwasedangkan 1 (satu) kantongplastikklipukuransedangbertuliskan
ZIP IN yang di dalamnyaberisi 2 (dua) kantongplastikklipkecil yang
berisisabu-sabu masing-masing dibungkusplastikklipkecil dan
diisolasihitam yang disimpandalamdasboardmobilbagiandepansebelahkiri
yang  saatitudiakuikepemilikanyamiliksaksiBHS  lalusaksiBHS  dan
terdakwaberikutbarangbuktinyadiserahkankepadapihakberwajibuntuk

proses hukumselanjutnya.
BerdasarkanhasilpemeriksaanLaboratorisKriminalistikPolri Cabang
Semarang Nomor Lab : 1748/NNF/2019 tanggal 29 Juli 2019
bahwabarangbuktinomor : BB-3657/2019/NNF  berupa 2 (dua)
paketplastikklip yang
masingmasingdiisolasiwarnahitamberisiserbukkristalputihdenganberatbers
ihsecarakeseluruhanserbukkristal  0,78601 gram, BB3658/2019/NNF
berupa 1 (satu) buah tube plastikberisi urine
milikterdakwaadalahpositifmengandungMetamfetaminaterdaftardalamGol
ongan I NomorUrut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009

tentangNarkotika.
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DalampersidanganterdakwaterbuktimelanggarPasal 112 ayat (1)

Undangundang No 35 Tahun 2009 tentangNarkotika,

denganunsurunsursetiap orang; dan
tanpahakataumelawanhukummemiliki, menyimpan,
menguasaiataumenyediakanNarkotikaGolongan I bukantanaman.

Sehinggamajelis  hakim  Menjatuhkanpidanakepadaterdakwa  oleh
karenaitudenganpidanapenjaraselama : 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan
dan dendasebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
apabiladendatidakdibayardigantidenganhukumanpenjaraselama : 2 ( dua )
bulan ;

Berdasarkanduaputusan di
atasdisebutkanterdakwatidakmendapatputusanrehabilitasimeskipunberdasarkanbar
angbuktiterdakwapositifmengkonsumsinarkotika.  Terdakwamerupakanpecandu
dan
penyalahgunanarkotikakarenamenggunakannarkobauntukdikonsumsisecarapribadi
. MenurutPeraturanKepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014
Tentang Tata Cara PenangananTersangka dan/atauTerdakwaPecanduNarkotika
dan Korban PenyalahgunaanNarkotikakedalam Lembaga Rehabilitaspasal 4 ayat

(2) menyebutkanbahwa

PecanduNarkotika dan Korban PenyalahgunaanNarkotika yang
tanpahak dan melawanhukumsebagaiTersangka yang
ditangkapatautertangkaptangan dan
terdapatbarangbuktidenganjumlahtertentusertaterbuktipositifmemakai
Narkotikasesuaihasiltes urine, darah, rambut dan/atau DNA, selama
proses

peradilannyaberlangsungdalamjangkawaktutertentudapatditempatkan
di  lembagarehabilitasi  yang  dikelola  oleh  pemerintah,
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setelahdibuatkanBerita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan
Berita Acara Pemeriksaan oleh PenyidikPolri dan/atauPenyidik BNN

dan telahdilengkapidenganrekomendasihasilasesmen Tim
AsesmenTerpadu.

Peraturantersebutmenunjukkantersangka yang

ditangkapatautertangkaptangan dan

terdapatbarangbuktidenganjumlahtertentusertaterbuktipositifmemakaiNarkotikase

suaihasiltes  urine, darah, rambut dan/atau  DNA, selama proses

peradilannyaberlangsungdalamjangkawaktutertentudapatditempatkan di
lembagarehabilitasi.

Berdasarkanperaturantersebutdapatdisimpulkanbahwaterpidana yang
sudahdivonis dan

dipidanasertabukanmerupakanpengedaratautergabungdalamorganisasinarkobamas

thdapatdimohonkanuntukdilakukanrehabilitasi.

Implementasipenegakanhukumbagipecandu dan korban
penyalahgunaannarkotika ~ yang  diaturdalam @ UU = Narkotika  yang
menganutsistemperadilanrehabilitasi dan peradilanpidana.
Sistemperadilanrehabilitasidalamupayapenanggulanganpenyalahgunaannarkotikas
eringdiabaikan oleh aparatpenegakhukum di Indonesia.
Pecandunarkotikaberdasarkanteorikeadilanmerupakan korban yang

menderitasakitsehinggamembutuhkanperawatanbaiksecarafisikmaupunpsikologiss

ertadukungandarimasyarakatuntukdapathidup normal. Berpijak pada
pandangankeadilan yang didasari oleh jiwa Pancasila
khususnyasilakeduaKemanusian yang Adil dan Beradab dan
silakelimaKeadilanSosialbagiSeluruh Rakyat Indonesia
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makahukummenjadititiksentraluntukmengkaji dan
menelaahpraktikpenegakanhukumdalammemecahkankasuspenyalahgunaannarkoti
kasampai pada hakikatkeyakinan.
Konsepsikeyakinandapatmenyejajarkankebenaran, keadilan dan
kepastianhukumdalamsatukesatuanuntukmewujudkantujuan UU Narkotika yang
menjaminpengaturanrehabilitasimedis dan  sosialbagipecandu dan  korban

penyalahgunaannarkotika.

L
UNISSULA
\ bl Gl ol inela
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BAB 1V
HAMBATAN DALAM MEWUJUDKAN KEBIJAKAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NARKOTIKA
DENGAN PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF
A. HambatanStruktur Hukum

MenurutSatjiptoRahardjo, semenjakhukum modern  digunakan,
pengadilanbukanlagitempatuntukmencarikeadilan  (searching of justice),
melainkanmenjadilembaga yang berkutat pada aturan main dan prosedur.
Hukum kemudiandipahamisemata-matasebagaiprodukdari negara
dalambentukperaturanperundang-undangan.'%* Oleh karenaitu,
makabagiSatjiptoRahardjo, hukumbukanlahsuatuskema yang final (finite
scheme), namunterusbergerak, berubah,
mengikutidinamikakehidupanmanusia. ~ Hukum  harusterusdibedah  dan
digalimelaluiupaya-
upayaprogresifuntukmenggapaiterangcahayakebenarandalammenggapaikeadil

an. 165

Hukum sebagaikaidah dan pedoman yang
mengaturkehidupandalambermasyarakat  agar  terciptaketentraman  dan
ketertibanbersama. Gagasan Hukum
Progresifmenempatiposisihukumtersendiri.

Berbagaikalangandalampenanganansuatukasushukum, khususnya di dalam

164 Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta
Publishing, Yogyakarta, hlm.ix.
165 Qatjipto Rahardjo, 2010, Penegakan Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, hlm.vii.
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negeri yang menekankanpreposisiteori Hukum Progresif. Terutamapenekanan
pada unsurkemanfaatanberupaketentramanmanusiadalammasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Pemikiranhukumperlukembali pada
filosofidasarnya, yaituhukumuntukmanusia. Denganfilosofitersebut,
makamanusiamenjadipenentu dan titikorientasihukum. Hukum
bertugasmelayanimanusia, bukansebaliknya. Oleh karenaitu,
hukumitubukanmerupakaninstitusi yang lepasdarikepentinganmanusia.
Kualitashukumditentukan oleh
kemampuannyauntukmengabdikepadakesejahteraanmanusia. Inimenyebabkan
Hukum Progresifmenganutideologi “hukum yang pro-keadilan dan hukum

yang pro-rakyat”.

Denganideologiini, dedikasi para pelakuhukummendapattempat yang
utamauntukmelakukanpemulihan. Para
pelakuhukumdituntutmengedepankankejujuran dan
ketulusandalampenegakanhukum. Merekaharusmemilikiempat dan kepedulian
pada penderitaan yang dialamirakyat dan bangsaini. Kepentinganrakyat
(kesejahteraan  dan  kebahagiaannya)  harusmenjadititikorientasi  dan
tujuanakhirpenyelenggaraanhukum. Asumsi yang

mendasariprogresivismehukumadalah: '

1. Hukum adalahuntukmanusia, dan tidakuntukdirinyasendiri.

2. Hukum ituselaluberada pada status law in the making dan tidakbersifat

166 Barda Nawawi Arief, 2018, Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana
dalam penanggulangan kejahatan, Universitas Diponegoro, Semarang, him.112.
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final.

3. Hukum adalahinstitusi yang bermoralkemanusiaan, dan bukanteknologi

yang tidakbernurani.

Asumsi yang
mendasariprogresivismehukumtersebutmenekankanbahwa Hukum
Progresifadalahhukum yang membebaskan. “Hukum untukmanusia” artinya,
apabilaterjadihambatan-
hambatanterhadappencapaiannyamakadilakukanpembebasan-pembebasan,
baikdalamberilmu,  berteori, ~dan  berpraktik.  Perspektif = Hukum
Progresiftidakbersifatpragmatis dan kaku, yang menggaraphukumsemata-
matamenggunakan “rule and logic” ataurechtdogmatigheid,
denganalurberfikir linier, marginal, dan  deterministik. Bahwaparadigma
Hukum Progresifakansenantiasamencarikeadilan dan kemanfaatanhukum dan
harusberanikeluardarialur linier, marsinal, dan deterministic,
sertalebihkearahhukum yang senantiasaberproses (law as process, law in the

making).

Penegakanhukum  yang diamanatkan oleh  konstitusi pada
hakikatnyadilaksanakanberdasarkanatashukum (rechstaat) dan
bukanberdasarkanataskekuasaanbelaka (machstaat). Akan tetapi,
landasankonstitusiiniseringdiartikansempitdenganmemandanghukumhanyadip
ahamimelaluicaraberfikir legal-
positivistisyaituhukumhanyasebatasrumusanperaturanperundang-undangan.

Padahal, hukumtidakhanyasekedarapa yang dirumuskan oleh
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peraturanperundang-undanganmelainkanmempunyaimakna yang
lebihmendalam (to the very meaning)
untukmewujudkantujuanhukumitusendiri.
SatjiptoRahardjomenggugahkesadaransemuapihak yang terkait,
bahwaternyatahukumituterusbergerak,
berubahmengikutidinamikakehidupanmanusiasehinggasanggupuntukmencipta
kankeharmonisan, kedamaian, Kketertiban, dan kesejahteraanmasyarakat.

Hukum untukmanusia, dan bukanmanusiaterbelenggu oleh hukum.

Cara berhukum yang pada umumnyadikhawatirkan oleh Teori Hukum
Progresifkarenaadanyakemungkinankekeliruanataukurangtepatnyadalammema
hami fundamental hukum,
sehinggaperkembanganhukumtidakdapatdiarahkankepadatujuan yang benar.
Realita yang
adaselamainimenunjukkanbahwapenegakanhukumhanyadilaksanakanberdasar
kanrumusanperaturanperundang-undangan. Hal ini yang
kemudianmemaksakanuntukmenempatkaninstitusipenegakhukumsebagaicoro
ngdariundang- undangtanpaadaruang dan kemauanuntukbertindakprogresif,
manakalapenegakanhukum yang
dilakukansudahtidaksanggupmenghadirkanroh dan
substansikeberadaanhukumitusendirisepertipertanggungjawabanpidananarkoti

ka pada pengguna.

Hambatandalammewujudkankebijakanpertanggungjawabanpidananark

otikadenganpendekatanhukumprogresifyaitubelumsiapnyaaparathukum yang

159



mampumelaksanakantugas dan kewenangannyasecaraprofesional, akuntabel
dan bermoral. Sumberdayamanusia dan infrastrukturharusdikembangkan dan
diperbaikidimanakepolisian dan
kejaksaanseharusnyasudahmenguasaipengaturankebijakanpertanggungjawaba
npidananarkotikadenganpendekatanprogresif.

Aparathukumharusdapatmenentukanarahdalammelakukanrehabilitasi pada
pecandu dan
penyalahgunakarenatujuanutamapertanggungjawabanpidanapendekatanprogre

sifadalahpengobatan dan juga perawatanbagipenyalahguna.

Hambatandalammewujudkankebijakanpertanggungjawabanpidananark
otikadenganpendekatanhukumprogresif di Indonesia
adalahsumberdayamanusia dan infrastruktur yang harusdikembangkan dan
diperbaiki. Kepolisian dan
kejaksaanseharusnyasudahbisamelakukanrehabilitasi pada pecandu dan
penyalahgunaakantetapiseringterjadipecandu-pecandu yang seharusnyabisa di
rehabilitasitetapitetapmasukkedalampersidangansehingga hakim
tetapharusmenggali dan menemukanfakta. Setiapperkaraharusdibedakan mana
yang masukkedalamrestoratoive Justice dan mana yang
masukdalampemidanaan.'¢’Selainitu, hambatanlainnyaadalah pada masing-
masing sub sistemperadilanpidana.
Tujuanpertanggungjawabanpidanapendekatanprogresifdenganupayapengobata

n dan juga perawatanbagipenyalahgunaselarasdalampenerapanrehabilitasinya.

167 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Januari 2023

160



Kejaksaanterkadangtelahmendapatlimpahanperkaradaripenyidik yang
utuhdenganbuktikuat dan
Jaksamempunyaikewajibanuntukmelanjutkanketahapperadilanpidanadenganm
enjunjunghukumprogresifnamunsumberdayamanusiakejaksaanterbatasdalamm
enentukanperkara yang masukdalamperadilan dan

dapatdiaplikasikanrestorative justice.'*®

Penyelesaianperkaratindakpidananarkotikamenunjukkanbahwapihakpe
nyidikcenderungmenjatuhkanpidanamendasarkankepadarumusanpasal-pasal
yang dicantumkandalamundangundangdenganmelimpahkanperkara-
perkaratersebutkepengadilan, tanpabertindakdenganpendekatanprogresif.
Penyelesaianpenangananperkaratindakpidananarkotikamenunjukkanadanyape

maksaankehendakdariinstitusipenegakhukumterhadapdugaantindakpidananark

otika yang muaranyadipaksakankepemidanaan.
Pemaksaanpenyelesaianperkaratindakpidananarkotika yang
bermuarakepengadilanakanmengaburkanprofesionalisme dan

proporsionalismedariaparatpenegakhukum, baikpenyidik, penuntutumum,
maupun hakim. Oleh karenaitu,
makaPenyidikPolrisebagaiujungtombakdalampenyelesaianpenanganperkaratin

dakpidananarkotikatersebut, harusmampuuntukbertindaksecaraprogresif.

Kepastianhukumdalamalternatifpenyelesaianpenangananperkaratindak
pidananarkotikayaitudenganparadigmahukumprogresif. Hukum

Progresiftidaklahmengesampingkanhukumitusendiri,

168 Wawancara dengan Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 23 Januari 2023
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namunkreatifitasdalampenafsiranhukumsecaraprogresifdenganalurberpikirlogi
ka yang menyentuhkeadilan di masyarakat. ImplementasiParadigma Hukum
Progresifsecaranyatatelahmenempatkanhukumlebihterhormat dan

fungsionalkarenaiatampilsebagaihumanis,

dimanamenempatkankepentinganmanusia di atasundang-undang.
Meskipunparadigmahukumprogresifmenempatkanmanusiasebagai inti
ataupusatbekerjanyahukum dan

berusahamelepaskanbelenggukekakuanhukumdalam arti teksundangundang,

tidakberartihaltersebutjustrumenafikkanhukum.

Agar paradigmahukumprogresiftidakterjebakdalamabsolutisme, dalam
arti peniadaanaturanhukum, konsepprogresifseyogyanyaberakar pada sikap
“Menghargai dan Menempatkan Hukum - SebagaiPijakanWalaupunTidak
Absolut”.
Alternatifpenyelesaiantindakpidananarkotikadenganpendekatanprogresifmenja

disuatupilihanpenyelesaianpenanganperkaratindakpidana.

Penerapan Hukum Progresif yang akansangatbergantung pada
penilaiansubyektif. PerilakuPolri yang
progresifakanselalumenolaksemuaanggapanbahwalembagahukumsebagailemb
aga final dan mutlak, sebaliknyaperilakuPolri yang
progresifpercayabahwainstitusihukumselaluberadadalam proses
untukterusmenjadi (law as a process, law in the making). PerilakuPolri yang
progresifmenempatkandirisebagaikekuatan “pembebasan”

yaitumembebaskandiridaritipe, caraberfikir, asas dan teorihukum yang legal-
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positivis.

ArtinyaperilakuPolritersebutlebihmengedepankantujuandaripadaprosedur.

. HambatanSubtansi Hukum

Permasalahanpenggunaannarkotika di Indonesia
sejatinyamerupakanpermasalahankesehatan, = namunkebijakannarkotika  di
Indonesia yang diaturdalam uu No 35 Tahun 2009
tentangNarkotikalebihmengarah pada pendekatanpemidanaan.
Jaminanpengaturanupayarehabilitasimedis dan sosialbagipenyalahguna dan

pecandunarkotikahanyamenjadiisapanjempolsemata.

Dalamsistemhukum di Indonesia,
penyalahgunaannarkotikadikualifikasisebagaikejahatan di  bidangnarkotika
yang diaturdalam UU No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.
Tindakpidananarkotikadipandangsebagaibentukkejahatan yang
menimbulkanakibatseriusbagi masa depanbangsaini, merusakkehidupan dan
masa depanterutamagenerasimuda. MenurutPasal 127 ayat (1) UU No. 35
Tahun 2009, SetiapPenyalahGunaNarkotikaGolongan I
bagidirisendiridipidanadenganpidanapenjara paling lama 4 (empat) tahun;
SetiapPenyalahGunaNarkotikaGolongan II
bagidirisendiridipidanadenganpidanapenjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
SetiapPenyalahGunaNarkotikaGolongan I

bagidirisendiridipidanadenganpidanapenjara paling lama 1 (satu) tahun.
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Adapun yang dimaksuddenganPenyalahGunaadalah orang yang
menggunakannarkotikatanpahakataumelawan hukum.23 Dari
pengertiantersebutdapatdikatakanbahwaPenyalahGunaadalahpengguna.
Namun, UU tidakmemuatapa yang dimaksuddengan ‘“penggunanarkotika”
sebagaisubyek (orang), yang banyakditemukanadalahpenggunaansebagai kata
kerja.
ApabiladikaitkandenganpengertianNarkotikasebagaimanadisebutkandalamPas
al 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, makaPenggunaNarkotikaadalah orang
yang menggunakanzatatauobat yang berasaldaritanaman, baiksintesismaupun
semi sintesis yang - dapatmenyebabkanpenurunanatauperubahankesadaran,
hilangnya rasa, mengurangisampaimenghilangkan rasa nyeri, dan
dapatmenimbulkanketcrgantungan, yang dibedakandalamgolongan-

golongansebagaimanaterlampirdalamUndang-Undangini.

Istilah “PenggunaNarkotika”
digunakanuntukmemudahkandalampenyebutanbagi orang yang
menggunakannarkotika dan untukmembedakandenganpenanam, produsen,
penyalur, kurir dan pengedarnarkotika. Walaupunpenanam, produsen,
penyalur, kurir dan pengedarnarkotikakadang juga menggunakannarkotika,
namundalam tulisan ini yang dimaksudpenggunanarkotikaadalah orang yang
menggunakannarkotikauntukdirinyasendiri, bukanpenanam, produsen,

penyalur, kurir dan pengedarnarkotika.

Jika dikaitkandengan orang yang menggunakannarkotika, dalam UU

No. 35 Tahun 2009 dapatditemukanberbagaiistilah, yaitu:
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1. PecanduNarkotikaadalah orang yang
menggunakan/menyalahgunakanNarkotika dan
dalamkeadaanketergantungan pada Narkotika,
baiksecarafisikmaupunpsikis.

2. PenyalahGunaadalah orang yang
menggunakanNarkotikatanpahakataumelawanhukum.

3. Korban penyalahgunaanNarkotikaadalahseseorang yang
tidaksengajamenggunakanNarkotikakarenadibujuk, diperdaya, ditipu,
dipaksa, dan/ ataudiancamuntukmenggunakanNarkotika.

4. MantanPecanduNarkotikaadalah orang yang

telahsembuhdariketergantunganterhadapnarkotikasecarafisikmaupunpsikis.

Keberagamanistilahpenggunanarkotikatersebutmenimbulkanketidakjel
asandalamrumusan UU. Hal

itudapatmembingungkanaparatpenegakhukumdalampelaksanaannya.

Salah satupermasalahan yang
mungkintimbulakibatbanyaknyaistilahadalahkerancuanpengaturan,
dimanadalamPasal 4 huruf d UU No. 35 Tahun 2009 dikatakan “UU
Narkotikabertujuan: Menjaminpengaturanupayarehabilitasimedis dan

sosialbagipenyalahguna dan pecandunarkotika”, namundalamPasal 54 UU

tersebutdisebutkan “PecanduNarkotika dan Korban
PenyalahgunaNarkotikawajibmenjalanirehabilitasimedis dan
rehabilitasisosial”. BerdasarkanPasal 54,
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hakpenyalahgunauntukmendapatrehabilitasimenjaditidakdiakui.rehabilitasi

yang tidakdiakuirehabilitasimenjaditidakdiakui.

Selanjutnya, penyalahguna yang
mendapatjaminanrehabilitasiberdasarkanPasal 4 UU No. 35 Tahun 2009,
namundalamPasal 127 penyalahgunadijadikansubyek yang dapatdipidana dan
kehilanganhakrehabilitasinya, kecualidapatdibuktikanatauterbuktisebagai

korban  narkotika. = Padahalpembuktianpenyalahgunanarkotikamerupakan

korban narkotikamerupakansuatuhal yang sulit,
karenaharusdilihatdariawalpenggunanarkotikamenggunakannarkotika. Di
sampingitu,

perludibuktikanbahwapenggunanarkotikaketikamenggunakannarkotikadalamk
ondisidibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa

dan/ataudiancamuntukmenggunakannarkotika.

Banyaknyaistilahtersebutdapatmembingungkanaparatpenegakhukumda
lammenerapkanpasal-pasaldalam uu No. 35 Tahun 2009.
Posisipecandunarkotikamempunyaiposisisedikitberbedadenganpelakutindakpi
danalainnya, yaknimasalahpecandunarkotikamenurutketentuanundang-
undang, di satusisimerupakanpelakutindakpidanapenyalahgunaannarkotika,

namun di sisi lain merupakan korban.

Pecandunarkotikamenurutundang-undang di
satusisimerupakanpelakutindakpidanapenyalahgunaannarkotikaadalahdengana

danyaketentuanundang-undangnarkotika yang

166



mengaturmengenaipidanapenjara yang diberikankepada para
pelakupenyalahgunaannarkotika. Kemudian, di
sisilainnyadapatdikatakanpecandunarkotikatersebutmerupakan korban
adalahditunjukkandenganadanyaketentuanbahwaterhadappecandunarkotikada

patdijatuhivonisrehabilitasi. Hal iniberartiundang-undang di
satusisimasihmenganggappecandunarkotikasebagaipelakutindakpidana, dan di

sisi lain merupakan korban daripenyalahgunaannarkotika yang dilakukannya.

Tinjauan victimology, mengklasifikasikanpecandunarkotikasebagai
“self  victimizing victims” = yakni  korban  darikejahatan  yang
dilakukannyasendiri. oleh sebabitumaka, yang paling tepatdalam hakim
menjatuhkanvonisdalamperkarapecandunarkotikaadalahdenganmenjatuhkanvo
nisrehabilitasi. Sebabpecandunarkotika pada hakikatnyamerupakan korban
darisuatukejahatan yang perlumendapatkanpengobatan dan/atauperawatan,
dan oleh karenaiamerupakanpihak yang juga
mengalamikerugiandarisuatukejahatanyaknikejahatanpenyalahgunaannarkotik

a.

Penulismelihatterdapatbeberapapermasalahandalamkebijakannarkotika

dalam UU Narkotika.

1. Kebijakan UU  narkotikatidakbisamemisahkanantarapengguna  dan
pelakuperdagangangelapnarkotika.

Kesemuanyadisatukandengankonsepperedarangelapnarkotika yang
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diartikansebagai orang yang melakukantindakpidana yang
ditentukandalam UU Narkotika.

2. UU Narkotikabanyakmemberikanaturanpidana yang bersifatelastis,
tidakjelas dan selaludipergunakan oleh
oknumaparatpenegakhukumuntukmerekayasa dan
memeraspenggunanarkotika.

3. UU Narkotikasecarasengajamengaburkanbahwapenggunanarkotikaadalah
korban permasalahanperdagangangelapnarkotika dan
pendekatanperangterhadapnarkoba. Konsepsi korban
penyalahgunanarkotikadalam ~ UU  Narkotikasebagai orang yang

dipaksamenggunakannarkotika, merupakankonsep yang tidakjelas.

C. Hambatan Kultur Hukum

Budaya Hukum/Kultur Hukum Hal
inidiartikansikapmanusiaterhadaphukum dan sistemhukum, kepercayaan, nilai,
pemikiran, sertaharapannya. Kultur hukumadalahsuasanapemikiransosial dan
kekuatansosial = yang menentukanbagaimanahukumdigunakan, dihindari,
ataudisalahgunakan.
Budayahukumeratkaitannyadengankesadaranhukummasyarakat.
Semakintinggikesadaranhukummasyarakatmakaakanterciptabudayahukum
yang baik dan dapatmerubahpolapikirmasyarakatmengenaihukumselamaini.
Secarasederhana, tingkatkepatuhanmasyarakatterhadaphukummerupakan salah

satuindikatorberfungsinyahukum.
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Senadadengan Lawrence M. Friedman,
SajtiptoRahardjomenyebutkanbahwaberbicarasoalhukum pada
dasarnyatidakdapatdipisahkandariasas-asasparadigmahukum yang terdiriatas
fundamental ~ hukum  dan  sistemhukum. Beberapa  fundamental
hukumdiantaranyalegislasi, penegakan dan
peradilansedangkansistemhukummeliputisubstansi, strukturdan kultur hukum.
Kesemuanyaitusangatberpengaruhterhadapefektivitaskinerjasebuahhukum.
Dari beberapadefinisitersebut,
dapatdiartikanbahwaberfungsinyasebuahhukummerupakanpertandabahwahuk
umtersebuttelahmencapaitujuanhukum,  yaituberusahauntukmempertahankan

dan melindungimasyarakatdalampergaulanhidup.

Penulismengemukakansetidaknyaterdapat 2

faktorkendaladalampelak sanaanrehabilitasi.

1. Faktor labeling oleh masyarakat

Menurut ~ Victor = Turner = Teori  labeling disebut juga
teoripelabelanatasperilakumenyimpang yang
seringdigunakanmasyarakatterhadappenyimpangan.
Pandangantentangpenentuansituasi  (definition — of  the  situation)
digunakanuntukmenyatakanbahwajikaindividu/kelompokdisebutmenyimp
ang, akanadakonsekuensi yang tidakdiharapkan pada tingkatperilakunya.
Teori labeling memilikiduaproposisi. Pertama,

perilakumenyimpangbukanmerupakanperlawananterhadapnorma,
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tetapiberbagaiperilaku yang berhasildidefinisikanataudijulukimenyimpang.
Deviantataupenyimpangantidakselaludalamtindakanitusendiritetapimerupa
kanresponterhadap orang lain dalambertindak. Proposisikedua, labeling
itusendirimenghasilkanataumemperkuatpenyimpanganterhadapreaksisosial
menghasilkanpenyimpangansekunder yang mana
merekamendapatkancitradiriataudefinisidirisebagaiseseorang yang
secarapermanenterkuncidenganperan orang yang menyimpang.
Penyimpanganmerupakanoutcomeataunakibatdarikesalahansosial dan

penggunaankontrolsosial yang salah.

Labeling  terhadappenggunanarkotikadimanalebihkuat labeling
terhadaphukumdibandingkandengan stigma kesehatanhalinidapatdilihat
pada data diataspelaksanaanpenegakanhukumjauhlebihtinggidibandingkan
orang yang secarasukarela (volunter)
datanguntukmelaporkanmaupunmelakukanpendaftaranrehabilitasiuntukkel

uargamaupundirisendiri.

Hal inimenunjukanbahwa orang tua dan
anaksebagaipenggunanarkotikaengganuntukmelakukanpengobatandengan
pelaksanaanrehabilitasi di BNN akibattakutnya labeling yang muncul di
dalamlingkungantempattinggalmereka.
Sehinggaseringkaliterjadipenangkapanterhadappenggunanarkotika di
badingkanmelaporkandirisecarasukarela. Labeling
sebenarnyaakanlebihberatapabilaseseorangtertangkapkasusnarkotikadiban

dingkanmelaporkandiriuntukpengobatan.
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Makadibutuhkansosialisasiuntukpeningkatankesadaranmasyarakatataskesa

daranuntukmendapatkanhakkesehatanuntukkeluargamereka.

Faktorindividu

Faktorindividumenjadi  salah  satukendala yang dihadapi,
kurangnyatingkatkesadarandiriterhadapbahayanarkotika dan
kesadaransembuhdarinarkotikamembuatpenggunaengganuntukdatangmen
daftarkandirisendirike BNN gunadilakukanpengobatan.
Kurangnyakonsistensidalamdiripengguna yang menjalanirehabilitasi juga
berpengaruhdalamupayapenyembuhan yang dilakukan oleh BNN. Dari
hasilwawancaradiataskitadapatmelihatupayapelaksanaanrchabilitasimedis
dan rehabilitasisosialmasihterdapathambatanbaikitudarisegi internal Tim
AsesmenTerpadudalampelaksanaanpenegakanhukumnyamaupunsegiekster
nal yang sangatmempengaruhikinerjadalamupayarehabilitasibagipecandu
dan penyalahguna di lingkup wilayah Daerah. Program rehabilitasi yang
dilakukan oleh BNN sendiriterbilangbelummaksimal, tingkatkeberhasilan
pada program rehabilitasinyatanyabelum pada tingkatmemuaskandimana
para pecandu dan penyalahgunanarkotika yang
telahmelaksanakanrehabilitasimedis dan
sosialsebagaiupayapengobatandidapatibahwasetelahmenjalanirehabilitasi,
pecandu dan penyalahgunamasihmelakukanhal yang
samayaitumengkonsumsinarkotika,
tentusajahalinimenjadipertanyaanmendasarbagipenulisapakahinimenjadike

salahanpecanduseutuhnyaatautingkatkeberhasilanpenyembuhan yang
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dilakukan oleh BNN itusendiri yang tidakmemberikan output

maksimalkepadapecandu dan penyalahgunanarkotika

UNISSULA
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BAB V
REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN PENDEKATAN HUKUM
PROGRESIF
A. RehabilitasiNarkotikaMenurut Hukum PidanaPositif
Undang-UndangNomor 35 Tahun 2009
tentangNarkotikamenyebutkanduakonseprehabilitasiterhadappecandunarkotik
ayaiturehabilitasimedis dan rehabilitasisosial. Rehabilitasimedisialah proses
kegiatanpengobatansecaraterpaduuntukmembebaskanpecandudariketergantun
ganNarkotika. Sedangkanrchabilitasisosialialah proses
kegiatanpengobatansecaraterpadu, baikfisik, mental maupunsosial, agar
bekaspecandunarkotikadapatkembalimelaksanakanfungsisosialdalamkehidupa

nbermasyarakat. '

Pasal 54 menyebutkanbahwa “pecanduNarkotika dan korban
penyalahgunaanNarkotikawajibmenjalanirehabilitasimedis dan
rehabilitasisosial”.  Dalampenjelasanpasal 54, disebutkanbahwa yang
dimaksuddengan “korban penyalahgunaanNarkotika” adalahseseorang yang
tidaksengajamenggunakanNarkotikakarenadibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa,

dan diancamuntukmenggunakanNarkotika.

Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 mengaturbahwa: (1)
setiappenyalahguna: a. Narkotikagolongan I

bagidirisendiridipidanadenganpidanapenjara paling lama 4 (empat) tahun; b.

169 Butir 16 & 17 Ketentuan Umum UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
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Narkotikagolongan II bagidirisendiridipidanadenganpidanapenjara paling
lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotikagolongan I
bagidirisendiridipidanadenganpidanapenjara paling lama 1 (satu) tahun. (2)
Dalammemutusperkarasebagaimanadimaksud pada ayat (1), hakim
wajibmemperhatikanketentuansebagaimanadimaksuddalampasal 54, pasal 55,
dan pasal 103. (3) Dalamhalpenyalahgunasebagaimanadimaksud pada ayat (1)
dapatdibuktikanatauterbuktisebagai korban penyalahgunaanNarkotika,
penyalahgunatersebutwajibmenjalanirehabilitasimedis dan rehabilitasisosial.
Dilihatdaridefinisinya, yang dimaksuddenganpecanduNarkotikaadalah orang
yang menggunakanataumenyalahgunakanNarkotika dan
dalamkeadaanketergantungan pada Narkotika, baiksecarafisikmaupunpsikis.
Sementara  yang  dimaksuddenganpenyalahgunaadalah =~ orang  yang

menggunakanNarkotikatanpahakataumelawanhukum.'”°

Sementaradisisi lain lagi, yaituPasal 103 UU No. 35 Tahun 2009
mengaturbahwa: (1) Hakim yang memeriksaperkarapecanduNarkotikadapat:
a. memutuskanuntukmemerintahkan yang bersangkutanmenjalanipengobatan
dan
atauperawatanmelaluirehabilitasijikapecanduNarkotikatersebutterbuktibersala
hmelakukantindakpidanaNarkotika; atau b. menetapkanuntukmemerintahkan
yang bersangkutanmenjalanipengobatan dan
atauperawatanmelaluirehabilitasijikapecanduNarkotikatersebuttidakterbuktibe

rsalahmelakukantindakpidanaNarkotika. Kalaudilihatdariketigapasaltersebut,

170 AR. Sujono, Bony Daniel, 2011, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 123-124.
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yaituPasal 127, Pasal 54 dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun2007,
bisaterlihatbagaimanasusahnyamenentukanbagaimana yang
sebenarnyabentukpemidanaanharusdijatuhkanterhadappecanduNarkotikakhus

usnyadalamkasus yang penulissebutkan di atassebagaicontoh.!”!

Pada pasal 128 berbunyi: 1) Orang tuaatauwalipecandu yang
belumcukupumur, sebagaimanadimaksuddalamPasal 55 ayat (1) yang
sengajatidakmelapor, dipidanadenganpidanakurungan paling lama 6 (enam)
bulanataupidanadenda paling banyak Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah). 2)
PecanduNarkotika yang belumcukupumur dan telahdilaporkan oleh orang
tuaatauwalinyasebagaimanadimaksuddalamPasal 55 ayat (1)
tidakdituntutpidana. 3) pecanduNarkotika yang
telahcukupumursebagaimanadimaksuddalamPasal ~55 ayat (2) yang
sedangmenjalanirchabilitasimedis 2 (dua) kali masa perawatandokter di
rumahsakit ~dan ataulembagarehabilitasimedis yang ditunjuk oleh
pemerintahtidakdituntutpidana. 4) Rumahsakit
dan/ataulembagarehabilitasimedissebagaimanadimaksud pada ayat (3)

harusmemenuhistandarkesehatan yang ditetapkan oleh menteri.

Unsur-unsurPasal 128 ayat (1) adalah: Unsurpertama, Orang
tuaatauwalipecandu yang belumcukupumursebagaimanadimaksudpasal 55
ayat (1). Ada duahal yang harusdiperhatikandalamunsurinipertamaapakah
orang yang belumcukupumuradalahpecandu yang

kemudiandisebutsebagaipecandu yang belumcukupumurkeduaapakah orang

7bid., him.126
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tuaatauwalitersebutmempunyaihubunganhukumsebagai orang tuaanak,

baiksebagai orang tuamaupundibawahkekuasaanwalidenganpecandu yang

belumcukupumur.  Yang  dimaksudkan  orang  tuaadalah  orang
tuakandungmaupun orang tuaangkat, orang
tuakandungterjadikarenahubungandarah, sedangkan orang

tuaangkatterjadikarenahubunganhukum. Sementaramakna “belumcukupumur”
dapatdilihatdalampenjelasanPasal 55 ayat (1) yang menyebutkan yang
dimaksudbelumcukupumurdalamketentuaniniadalahseseorang yang
belummencapaiumur 18 (delapanbelas) tahun. Sehinggadengandemikian yang
dimaksudkanpecandubelumcukupumuradalahpecandu yang belummencapai

18 (delapanbelas) tahun.

Unsurkedua, sengajatidakmelapor. Sengajamerupakansikapbatin yang
mendasariperbuatan. Karena sengajaberadadalamlapanganbatin,
makadarisikapperbuatan yang nyatadalam dunia
lahirakandiketahuisikapbatintersebut.
Tidakmelaporberartitidakmelaksanakankewajiban member tahukanhal-hal
yang diketahui. Oleh karenaitu, sengajatidakmelaporberartisuatukesadaran
yang  diwujudkandalamtindakanuntuktidakmemberitahukanhal-hal ~ yang
diketahuipadahalpemberitahuantersebutkewajibanbaiksecara diam-diam

ataumengacuhkanapa yang diketahuiataubahkanmenyembunyikaninformasi.

Pasal 55 ayat (1) menentukanbahwa orang
tuaatauwalidaripecanduNarkotika yang

belumcukupumurwajibmelaporkankepadapusatkesehatanmasyarakat,
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rumahsakit, dan ataulembagarchabilitasimedis dan rehabilitasisosial yang

ditunjuk oleh pemerintahuntukmendapatkanpengobatan dan
atauperawatanmelaluirehabilitasimedis ~ dan  rehabilitasisosial. ~ Orang
tuaatauwaliharuslahmengetahuianaknyaadalahsebagaipecandu dan
masihbelumcukupumur dan

ternyatatidakmelakukankewajibannyamelaporkankepadapusatkesehatanmasya

rakat, rumahsakit, dan  atauperawatanmelaluirehabilitasimedis  dan

rehabilitasisosial.
Ancamanpidanabagi orang tua/wali yang
sengajatidakmelaporkansebagaimanaketentuanPasal 55 ayat (1)

adalahpidanakurungan paling lama 6 (enam) bulanataupidanadenda paling
banyak Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah). Iniberarti hakim
mempunyaipilihanpidana yang
bersifatalternatifberupakurunganataudendadalammenjatuhkanputusan.

Berbedadenganketentuandalampasal 128 ayat (2)
menentukanpecanduNarkotika yang belumcukupumur dan telahdilaporkan
oleh orang tuaatauwalinyasebagaimanadimaksuddalamPasal 55 ayat (1)

tidakdituntutpidana.

Pasal 128 ayat 3  menyebutkanpecanduNarkotika  yang
sudahcukupumurwajibmelaporkandiriataudilaporkan oleh
keluarganyakepadapusatkesehatanmasyarakat, rumahsakit, dan
ataulembagarehabilitasimedis dan rehabilitasisosial yang ditunjuk oleh

pemerintah. Untukmendapatkanpengobatan dan
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atauperawatanmelaluirehabilitasimedis dan rehabilitasisosial (Pasal 55 ayat
(2)). SiapakahpecanduNarkotika yang sudahcukupumur, denganmelihat yang
dimaksudkanpecanduNarkotika yang
sudahcukupumuradalahpecanduNarkotika yang berumur 18 (delapanbelas)
tahunataulebih. Ketentuaninimenunjukantanggungjawabpidana orang
tua/walidalamkaitananaksebagaipecanduNarkotikasebatas pada anak yang
belumcukupumur dan ketikamenginjakusia 18 (delapanbelas)
tahunkeataskewajibantersebutsudahputus. Di sisi lain
adakewajibankeluargamelaporkanpecanduNarkotika yang sudahcukupumur
yang berartimerupakanperluasan orang tuaatauwali. Keluargadisinitentulah
yang memilikihubungandarahbaiklangsungmaupunsementara yang

terjadikarenahubunganhukum.

Undang-
undangtidakmenyebutkansampaiderajatkeberapahubungantersebutdapatdikata
kansebagaikeluarga. Sanksitersendiriterhadapkeluarga yang
tidakmelaportidakdiatur,  tetapijikadiperhatikanbunyiketentuanpasal 131,
setiap orang yang
tidakmelaporkanadanyatindakpidanasebagaimanadimaksuddalampasal 111,
sampaipasal 129 dipidanadenganpidanapenjara paling lama 1 (satu)
tahunataupidanadenda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluhjuta
rupiah). Makadapatdiketahuikeluarga yang tidakmelaportermasuk yang

dapatdiancamketentuanini.
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Pembentukundang-undang juga menyatakanpecanduNarkotika yang
telahcukupumur, yang sedangmenjalanirehabilitasimedis 2 (dua) kali masa

perawatandokterdirumahsakit dan ataulembagarehabilitasimedis yang ditunjuk

oleh pemerintahtidakdituntutpidana.
SyarattidakdituntutpidanaditunjukankepadapecanduNarkotika yang
sedangmenjalanirehabilitasimedis 2 (dua) kali,
artinyarehabilitasimedistersebutsedangberlangsung. Jika

ditelitilebihlanjutakanmenimbulkanpersoalan,

bagaimanadenganpecanduNarkotika yang
sedangmenjalanirehabilitasimedissebanyak 1 (satu) kali ataulebihdari 2 (dua)
kali. Oleh karenaitu, ketentuaninidirasasangatberlebihan,
karenabagipecanduNarkotikatanpaterkecuali -~ yang  sedangmenjalani masa
perawatandokter di rumahsakit dan ataulembagarehabilitasimedis yang
ditunjuk oleh
pemerintahberapakalipunseharusnyatidakdapatdituntutpidanadenganketentuan
rumahsakit dan ataulembagarehabilitasimedismemenuhistandarkesehatan yang

ditetapkan oleh menteri (Pasal 128 ayat (4)).'"

Konseprehabilitasidalamhukumpositiflebihmenekankankepadaaspekke
sehatanpecandu dan aspekpengembalianfungsisosialpecandunarkotika. Hal
inidapatdilihatdaribesarnyapenekananterhadapupayapemulihanmedis dan

pemulihansosial.

21pid., him. 303-308.
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B. RehabilitasiNarkotikaMenurut Hukum Islam
KonsepRehabilitasidalamhukumpidana Islam
terhadappecanduNarkotikaialahseseorangdapatdirehabilitasiapabila hakim
belummemutuskanataumemberikanhukumankepadapecanduNarkotika,
makapecandumendapatkanpengampunan dan dapatdirehabilitasi.
Rehabilitasidalamhukumpidana Islam dikenalsebagaiTa ‘dib.
Ta dibsecarabahasaialahupayamenjagakemaslahatanumumataumenegakandisi
plin.'”*Ta 'dibmerupakan salah satubentukhukumanterhadapperbuatan yang
dikategorikansebagaimaksiat.
Ta dibhanyadiberlakukanterhadapperbuatanmaksiat yang dilakukanberulang-
ulang.
DalamNarkotika7a ‘dibataurehabilitasidiberlakukankarenaadanyaperbuatanpen
yalahgunaannarkotikasecaraberulang-ulang yang
disebabkankecanduannarkotika. Jadi
syaratpenerapanrehabiliitasiterhadappenggunanarkotikaadalahpenggunaterseb

uttelahmelakukannyasecaraberulangulangatausudahkecanduan.

Sebagian ulama berpendapatbahwata ‘dibataurehabilitasi yang juga
berlakuterhadappenggunaNarkotikamerupakanhak ~ yang  dimiliki  oleh
sipenggunaNarkotika dan bukanmerupakansebuahkewajiban.!”* Pada dasarnya

proses dan teknikrehabilitasi/psikoterapi Islam

173 Tim Mu’jam Al-Lughah Al-Arabiyah Kairo, tt, Mu jam al-Wasit, Daar al-Da’wah,
Kairo, hlm.

174 Abdul Qadir Audah, tt, al-Tasyri’ al-Jinayi al-Islami, Daar el-Kitab, Beirut, juz 1.
hlm. 514. 2° Dadang Hawari, 1999, Terapi (Detoksifikasi) dan Rehabilitasi (Pesantren) Mutakhir
(Sistem Terpadu) Pasien NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif Lain), UlPress, Jakarta, hlm.
1-2.
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adatigatahapyaitutahappembersihandiri, pengembangandiri dan
penyempurnaandiri, ketrampilan dan  keahliantidakakandatang  dan

bertambahdengansendirinyatanpaadanyasuatulatihan-latihan.

Rehabilitasibagipecandunarkotikadalamhukum Islam
dilakukandengancaraberobat dan bertaubat. Berobatartinyamembersihkan
NAZA daritubuhpasien, bertaubatartinyapasienmemohonampunkepada Allah
SWT, berjanjitidakmengulanginya -~ dan memohonkekuataniman agar
tidaklagitergodauntukmengkonsumsi NAZA.>” Karena sesuaifirman Allah

SWT surat Al Bagarah ayat 186 yang berbunyi:

2elal oo hatls o0 1siainall Hed 1 gl ssey hal 20 8 L coalie Al 133
BEVEY

Artinya @ “Dan apabila hamba-hamba-Ku = bertanyakepadamutentangaku,
Maka (jawablah), bahwasanyaAkuadalahdekat.
Akumengabulkanpermohonan orang yang
berdoaapabilaiamemohonkepada-Ku,
Makahendaklahmerekaitumemenuhi ~ (segalaperintah-Ku)  dan
hendaklahmerekaberimankepada-Ku, agar
merekaselaluberadadalamkebenaran.”

Firman Allah SWT suratAsySyu’araayat 80 yang berbunyi:
o 368 Culn ya 13
Artinya: dan apabilaakusakit, Dialah yang menyembuhkanaku,
Taubatdalam proses
rehabilitasipecandunarkobadilakukandalambeberapatahapyaitu: Takhalli,
Tajalli, Tahalli. Takhalliialahpembersihan dan penyuciandiridarisegalasifat

dan sikap yang buruk yang bisamengotorihati dan fikiran.
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Tahapannyameliputi: Sholattidakjauhberbedadenganupaya  yang

diaturdalamUndang-UndangtetangPemantapanfisik/badaniah, karena Pada

saatseseorangsedangsholat (khusuk)
makaseluruhfikirannyaterlepasdarisegalaurusan dunia yang
membuatjiwanyagelisah. Setelah

menjalankansholatiasenantiasadalamkeadaantenangsehinggasecarabertahapke
gelisahanituakanmereda.
1. TahapanTakhalli (pembersihandiri)
Tahapantakhalliyaitapembersihan dan penyuciandiridarisegalasifat
dan  sikap yang buruk yang bisamengotorihati dan fikiran.
Tahapinimeliputi: sholat dan puasa.

Sholatmengisyaratkanbahwadidalamnyaterkandungadanyahubunganmanus

iadenganTuhannya. Dalamsholat, manusiaberdirikhusuk dan
tundukkepada Allah, penciptaalamsemesta,
keadaaniniakanmembekalinyadengansuatutenagarohani yang

menimbulkanperasaantenang, jiwa yang damai dan hati yang tentram.
DisampingmenyeruTuhan, juga menemukanharapan-harapan dan
ketakutan-ketakutankita, denganmemunculkandiri yang paling

dalammenujudirikitasendiri.'”

Pada saatseseorangsedangsholat (khusuk)
makaseluruhfikirannyaterlepasdarisegalaurusan dunia yang
membuatjiwanyagelisah. Setelah

17> R.N.L. O’riordan, Sulaiman Al-Kumayyi, 2002, Seni Penyembuh Alami, PT. Pasirindo
Bungamas Nagari, Jakarta, hlm. 112-113.
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menjalankansholatiasenantiasadalamkeadaantenangsehinggasecarabertaha
pkegelisahanituakanmereda.!”®Keadaan yang tentram dan jiwa yang
tenangtersebutmempunyaidampakterapeutik yang
pentingdalampengobatanpenyakitjiwa.

Dr. DjamaluddinAncokdalambukunya “psikologiislami”
mengatakanbahwaaspek-aspekbagikesehatanjiwa yang
terdapatdalamsholatyaitu: Pertama, aspekolahraga. Sholatadalahsuatu
ibadah yang menuntutaktifitas, konsentrasiotot, tekanan dan “pijatan” pada
bagiantertentu  yang merupakan . proses - relaksasi (pelemasan).
Sholatmerupakanaktifitas yang menghantarkanpelakunya pada
situasiseimbangantarajiwa dan raganya. Eugene Walker
melaporkanbahwaolahragadapatmengurangikecemasanjiwa,
jikademikiansholat yang berisiaktifitasfisik yang juga
dapatdikategorikanolahraga, dapat pula menghilangkankecemasan.

Kedua, sholatmemilikiaspekmeditasi. Setiapmuslimdituntut agar
dapatmenjalankansholatsecarakhusuk, yang
dapatdikategorikansebagaisuatu proses meditasi. Hal
iniakanmembawakepadaketenanganjiwa. Ketiga, aspek auto-sugesti.
BacaandalamsholatdipanjatkankehadiratIllahi, yang berisipuji-
pujianataskeagungan Allah dan do’asertapermohonan agar selamat dunia
dan akhirat. Proses sholat pada dasarnyaadalahterapiselfhypnosis

(pengobatanterhadapdirisendiri). Keempat, aspekkebersamaan.

176 M. Ustman Najati, 1985, Al-Qur'an dan Ilmu Jiwa, Pustaka, Bandung, hlm. 310-311
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Ditinjaudarisegipsikologi,
kebersamaanitusendirimerupakanaspekterapieutik.
Beberapaahlipsikologimengemukakanbahwaperasaan “keterasingan” dari
orang lain ataupundaridirinyasendiridapathilang.
Dianjurkansholatberjamaahperasaanterasingdari orang lain
ataupundirinyasendiridapathilang.!”’

Puasadalampengertianbahasaadalahmenahan dan berhenti dan
menahansesuatu, sedangkandalamistilah agama
berartimenahandiridarimakan, minum, dan
berhubungansuamiistrimulaiterbitfajarhinggaterbenammatahari (maghrib),
karenamencariridholllahi. Disinikeimananlah yang
mendoronguntukberpuasa, schinggaiamampumenjalkankansepertiapa yang
diperintahkan Allah.>"

Puasasebagaisatuintuisidalam Islam, dijadikandisiplin spiritual,
moral, dan fisik yang tinggi, juga
sebagaialatmeningkatkankualitasrohanimanusia.
Dengandemikianmakaterbentuklahjiwa —yang  sehatdengankualitasiman
yang mungkinmeningkat. Menurut Abdul Hamid Hakim ada 6 hikmah
puasa: Mensyukurinikmat Allah, menjauhkanjiwauntukberlakuamanah,
menumbuhkansifatsolidaritas, penuhkasihsayangkepada orang yang
tidakmampu, menjauhkansifatjiwadarisifat-sifatkebinatangan,

denganmerasakanhaus dan

177 Djamaluddin Ancok, 1995, Psikologi Islami: Solusi Atas Berbagai Problem-problem
Psikologi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 98-100
2831pid., him. 98-100.

184



dahagasertalaparakanmengingatkansiksaakhirat, = menyehatkan  badan.
Puasadigambarkan oleh Tuhan yang
mahatinggisebagaisuatukeberkahanbesaratasumatmanusia-Nya. ~ Sebagai
Sang pembuattubuhmanusia. Dan puasatidakhanyamerupakancaraterbaik
dan teramanuntukmelindungikesehatanjasmani, tetapi juga
membawaganjaran spiritual yang sangatbesar.!’®
2. TahapTahalli
TahapTahalliyaitumerupakantahappengisiandiridengankebaikan,
yang termasukdalamtahaptahalliadalah:

DzikirSecaraetimologiadalahberasaldari kata dzakara, yang

artinyamengingat, memperhatikan, mengenang, mengambilpelajaran,

mengenalataumengerti. Al-Qur’an
memberipetunjukbahwadzikiritubukanhanyaekspresidayaingatan yang
ditampilkandengankomat-kamitnyalidahsambil duduk merenung,

tetapilebihdariitu, dzikirbersifatimplementatifdalamberbagaivariasi yang
aktif dan kreatif. Al-Qur’an
menjelaskandzikirberartimembangkitkandayaingatandalam ~ Surat  Al-
Ra’adayat 28 berfirman:

=l Gl &3 it &y gl Guaddp st o

Artinya: Orang-orang yang beriman dan
hatimerekamanjaditenteramdenganmengingat ~ Allah.  Ingatlah,
Hanyadenganmengingati Allah-lahhatimenjaditentram.

178 Amin Syukur, 2000, Pengantar Studi Islam, Duta Grafika, Semarang, him. 110.
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Berkali-kali menyebutnamanya, seperti LA ILAHAILLALLAH
(TidakadaTuhanselain Allah) atau ALLAH HU (Tuhan, hanyadia). Ketika
dzikirsedangberlagsung, terciptalahmedanelektromagnetik yang
sangatkuatdenganpenyatuansuara, gerakan (motion) dan maksud
(mengingat yang dicintai) seluruhnyaberkonsentrasidalamhati,
gerakantakterbatasdalamhati dan
tubuhbergabungdalamharmonidengangerakanbumi,  system  matahari,
galaksi dan kosmossecarakeseluruhan.

Dzikirmerupakanpintugerbangmelewatirelungrelungsebuahelemen
yang telahdipraktekkanselamabertahun-tahun.!”Memangantaramengingat,
mengenang,
menyadariatauberfikirdengantingkahlakumanusiaitusalingterkait dan tak
bias dilepaskan. Jadi dzikirkepada Allah
bukanhanyamengingatsuatuperistiwa,
namunmengingatdengansegalakeyakinanakankebesaranTuhandengansegal
asifat-Nya sertamenyadaribahwadirinyasenantiasaberadadalampengawasan
Allah, sertamenyebutasma Allah dalamhati dan lisan.'*

Pengertiandzikirtidakterbatas pada  bacaandzikirnyaitusendiri,
tetapi juga meliputidoa, memohonampun dan bersyukur. Yang
merupakangejalakeagamaan yang paling manusia, karena pada
saatitujiwamanusia terbang menujuTuhannya. Dzikir dan

do’adarisudutilmukedokteranjiwa dan

179 Amin Syukur, 2004, Tasawuf Sosial, Pustaka Pelajar, Y ogyakarta, hlm. 45
180 R.N.L. O’riordan, Sulaiman Al-Kumayyi, 2002, Seni Penyembuh Alami, PT. Pasirindo
Bungamas Nagari, Jakarta, him. 112.
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kesehatanjiwamerupakanterapipsikiatrik,
setingkatlebihtinggidaripsikoterapibiasa,
karenakeduanyamengandungunsur spiritual kerohanian yang
dapatmembangkitkanharapan, rasa percayadiridari orang sakit, yang pada
gilirannyakekebalantubuhmeningkat, sehinggamempercepat proses
penyembuhan. '8!

Dzikirmerupakanolahbatin yang paling
efektifuntukmenyembuhkangangguankejiwaan, yang juga
sangatmudahdilakukan dan biaya yang sangatmurah. Dengandzikir dan
berdo’a yang berartiberserahdiri dan pasrahkepada Allah, para korban
penyalahgunaanNarkotikaakanmemperolehketenanganhati dan
kesejukanjiwa, sehinggalambatlaungangguankejiwaanterkikishabis.

3. TahapTajalliatauPenyempurnaanDiri

Tahapiniadalahkelahiran/ munculnyaeksistensi yang
barudarimanusiayaituperbuatan, ucapan, sikap, gerak-gerik, martabat dan
status yang baru.'®> Jika pada tahaptahallimemfokuskan pada
upayamemulaihubungandenganmanusiamakadalamtahaptajallimemfokusk
anhubungandengan Allah. Dalamtahapinipeningkatanhubungandengan
Allah.
CahayaTuhanakandiberikankepadahambanyaketikahambanyaitutelahterke

ndali, bahkan bias dilenyapkansifat-sifat yang

81 Dadang Hawari, 1996, Al-qur’an limu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa, Dana
Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, him. 9.
182 Amin Syukur, Pengantar Studi Islam, Op.Cit., hlm. 100.
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dapatmendorongseseoranguntukberbuatmaksiat dan

terlepasnyadarikecenderungankepadamasalahkeduniawian.'®?

Konseprehabilitasidalamhukum Islam
selainmenekankanaspekmedis dan aspeksosial juga
memperhatikanaspekpemulihanrohanisipecandunarkotika. Hal

inidapatdilihatdaripentingnyataubatbagi para pecandunarkotika.
C. PerbandinganPertanggungjawabanTindakPidanaNarkotika di Beberapa
Negara
Prinsiphukumpidanabahwa “tiadapidanatanpakesalahan”.
DalamKUHPidanaPasal 37 disebutkan bahwa
ketentuanpidanadalamperundang-undangan Indonesia
diterapkanbagisetiap orang yang melakukansuatudelik di Indonesia. Artinya,
bahwaseseorang yang beradadalam wilayah Negara kesatuanRepublik
Indonesia = (NKRI) dapatdimintaipertanggungjawabanataskesalahan yang
dibuatnyameskipunbentukkemampuanpertanggungjawabantidakdiatursecarari
ncitermasukdalamkategoriinipertanggungjawabanpecandunarkotika. 34
Bentukkemampuanpertanggungjawabanitupunakansulitdiukur.
Sebagaimanabunyipasal 36 KUHPidana,

pertanggungjawabanpidanaadalahditeruskannyacelaan yang objektif yang ada

pada tindakpidana dan secarasubjektifkepadaseseorang yang

183 M. Hamdan Bakran Aadz-Dzaky, 2004, Konseling dan Psikoterapi Islam, Fajar
Pustaka Baru, Yogyakarta, hm. 326

13 M. Hamdan Bakran Aadz-Dzaky, 2004, Konseling dan Psikoterapi Islam, Fajar
Pustaka Baru, Yogyakarta, hIm. 326
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memenuhisyaratuntukdapatdijatuhipidanakarenaperbuatannya.'8338 Oleh
karenaitudalam Kitab Undang-Undanghukumpidana di manapun pada
umumnyatidakmengaturtentangkemampuanbertanggungjawab. Yang
diaturialahkebalikannya, yaituketidakmampuanbertanggungjawab. 39 Dalam
KUHP memangtidakadarumusan yang
tegastentangkemampuanbertanggungjawabpidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP
justrumerumuskantentangmengenaikeadaanmengenaikapanseseorangtidakma
mpubertanggungjawab agar tidakdipidana,
artinyamerumuskanperihalkebalikan (secaranegatif)
darikemampuanbertanggungjawab. Sementarakapan orang bertanggungjawab,
dapatdiartikankebalikannya,
yaituapabilatidakterdapattentangduakeadaanjiwasebagaimana yang
diterangkandalampasal 44 tersebut.
TindakpidanaNarkotikatidaklagidilakukansecaraperseorangan,
melainkanmelibatkanbanyak orang yang secarabersama-sama,
bahkanmerupakansatusindikat yang terorganisasidenganjaringan yang luas
yang bekerjasecararapi dan sangatrahasiabaik di
tingkatnasionalmaupuninternasional dan pertanggungjawaban pada tiap-tiap
negara memilikiperbedaan.
1. PertanggungjawabanTindakPidanaNarkotika di Negara Malaysia
Perundang-undangan di Malaysia

terbagikedalamduabagianyakniundang-

185 M. Hamdan Bakran Aadz-Dzaky, 2004, Konseling dan Psikoterapi Islam, Fajar
Pustaka Baru, Yogyakarta, hIm. 326
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undangbertulissebelumkemerdekaan dan pascakemerdekaan.
Periodeprakemerdekaan Malaysia yakni 31 Agustus 1957 badan
perundang-undangan yang
membuatperaturandisebutdenganUndangUndangbertulisprakemerdekaan.
SehinggaAktaDadahBerbahaya yang diundangankan dan diumumkan oleh
badan perundangankerajaansejaktahun 1952 yang di revisitahun 1980 dan
diamandemen pada tahun 2014 termasukkedalamundang-
undangbertulissebelumkemerdekaan. PascakemerdekaanUndang-
Undangbertulisterbagimenjadiduabagianyaitu:  pertama, UU  negeri
sertakedua, AktaParlemen. Ada banyaknyamacam UU tulisan
prakemerdekaandikarenakan Uu tersebutdirancangdari badan
perundangundangan yang tidaksama.
Pengaturansanksiterhadappenyalahgunadadah di Malaysia yang
sebelumnyamengedepankanpemenjaraantelahberubah,
haltersebutdapatterlihatdenganditerbitkannyaAktaPenagihDadahgunamenu
runkankasus para
penggunanarkotikakarenapenyelesaianbagipecandudadahbukanlahpemenja
raantetapidengan Tindakan rehabilitasi. Di Malaysia
jikaseorangpecanduwajibuntukmenjalanirehabilitasibahkanjikaiakedapatan
mengkonsumsidadahuntukkeduakalinyamaka hakim
tetapmemberikankesempatanuntukmenjatuhkan Tindakan
rehabilitasinamunjikakedapatanmemakai  yang ketigabarulah  hakim

memutuskanuntukmemberikansanksipenjara.
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Dengandemikiandapatlahterlihatbahwa Malaysia

telahmenerapkanpidanasebagai UltimumRemidiumbukanPremumRemidium

Pemerintah Malaysia merubah strategi
dalampenanggulangankasuspecandunarkoba yang semulamemfokuskan
pada
aspekpenegakanhukumpidanakepadapendekatanmemerangipenyakitkecan
duandengancaraperawatanataurehabilitasidenganmenerbitkanAktaPenagih
Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1983-Pindaan 1998.108 Para
penggunanarkoba (dadah) yang terbuktimelakukantindakpidananarkoba di
depanpengadilan, maka hakim
wajibmemutuskanpengguna/pecandunarkobauntukmenjalanirehabilitasi.

Ketentuaniniberlaku juga
apabilapecandutersebutdipidanauntukkeduakalinyaatasperkara yang sama
dan apabilamelakukantindakpidananarkobauntukketigakalinya, barulah
hakim
diperbolehkanmemutuskanpecanduuntukdipenjarauntukmenimbulkanefekj
era. Negara terakhir yang
hendakmelakukandekriminalisasipenggunanarkobaadalahKolombia. RUU
DekriminalisaiPenggunaannarkobamerupakantindaklanjutdarikeputusanM
ahkamah Agung
Kolombiabahwakepemilikannarkobadalamjumlahkecilmerupakanhak yang

dilindungi oleh konstitusi.
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2. PertanggungjawabanTindakPidanaNarkotika di Negara Thailand
Penjelasanmengenaipengertian dan jenis-jenisnarkotika yang
adadidalamUndang-Undang  Thailand, diaturdalamUndang-Undang
Thailand  B.E 2522 tentangNarkotika. BerdasarkanUndang-
UndangNarkotika B.E. 2522 (1979) jenis-jenisnarkoba di Thailand
dibagimenjadi lima kategori: Kategori I (obat-obatanberbahaya, seperti
heroin dan methamphetamine), Kategori II (kokain dan opium), Kategori
[T (dalambentuk formula obat-obatan), Kategori IV (anhidridaasetat,
asetilklorida dan bahan-bahannarkotikakategori I dan II) dan Kategori V
(ganja).
Perludicatatbahwametamfetamindikategorikansebagainarkotikagolongan I
sejak PBB melaporkanbahwa Thailand berada di
tingkattertinggipenyalahgunaanmethamphetamin.
Undang-undang Thailand B.E 2522 tentangNarkotika di
dalamnyamengaturpidanabagipenggunanyascbagaiberikut: '3
a. Narkotikagolongan 1 dan 2: Penjara 5-20 tahun dan denda 100.000-
400.000 Baht untukproduksi, imporataupenjualanekspor,
Penjaratidaklebihdari 5 tahun dan dendatidakmelebihi 100.000 Baht

karenamembawalintasbataspenjara 1-5 tahun dan denda 20.000-

100.000 Baht untukkepemilikan, penggunaanataukonsumsi.

186Siam Legal, “Criminal Drug Offence in Thailand”,
https://www.siamlegal.com/litigation/criminal-defence-drug-offences-in-thailand.php.,  (diakses
pada 4 Februari 2023).

223 1bid.
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b. Narkotikagolongan 3 dan 4: Penjaratidaklebihdari 5 tahun dan
dendatidakmelebihi 100.000 Baht untukproduksi,
imporataupenjualanekspor.  Penjaratidaklebihdari 5 tahun dan
dendatidakmelebihi 100.000 Baht
karenamembawalintasbataspenjaratidaklebihdarisatutahunataudendatid
akmelebihi 20.000 Baht ataukeduanyauntukkepemilikan,
penggunaanataukonsumsi. Di bawahketentuanUndang-
UndangNarkotika Thailand, hukumannyaadalahsebagai berikut:***

c. ZatKategori 1 penjaraseumurhidup dan denda 1.000.000- 5.000.000
Baht untukproduksi, imporatauekspor,
kecualiuntuktujuanpembuangan, dalamhalinihukumannyaadalahmati.
Niatuntuk 'membuang’ disimpulkanmelaluijumlah yang
ditentukandalamUndangUndang, penjaraseumurhidup dan denda
100.000 - 5.000.000 Baht, atauhukumanmati, (tergantung pada
jumlahbahanatauzat yang ditemukan)
untukdibuangataudimilikiuntuktujuanpembuanganhingga 10

tahunpenjaraataudenda 20.000 - 200.000 Baht untukkepemilikan.

Perhatikanlagibahwajikajumlahzatatauzat yang
ditemukanmelebihitingkat yang ditentukandalamtindakan,
makakepemilikanuntuktujuanpembuanganakandisimpulkan. Juga
harusdicatatbahwa 'pembuangan’
didefinisikandalamtindakansebagaimaknauntuk 'menjual,
mendistribusikan, memberikantanpapandangbulu, menukaratau
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member hingga 3 tahunpenjaraataudenda 10.000 - 60.000 Baht
untukkonsumsi.

. ZatKategori 2 penjara 10 tahun dan denda 100.000 - 1.000.000 Baht
untukproduksi, imporatauekspor. Jika zatatauzat yang
ditemukantermasukmorfin, opium ataukokain,
hukumannyaditingkatkanmenjadipenjara 20 tahunseumurhidup dan
denda 2.000.000 - 5.000.000 Baht hingga 10 tahunpenjara dan denda
20.000 - 200.000 Baht
ataukeduanyauntukpembuanganataukepemilikanuntuktujuanpembuang
an. Dalamhalmorfin, opium ataukokain, 3-20 tahunataudenda 60.000 -
400.000 Baht jikajumlahnya di bawah 100 gram, atau 3-20
tahunataudenda 500.000 - 5.000.000 Baht jikalebihhingga 5
tahunataudendatidakmelebihi 100.000 Baht
ataukeduanyauntukkepemilikan. Jika kuantitasnyal00
grambahanmurniataulebih,
iniakandianggapsebagaikepemilikanuntuktujuanpembuangan,
enambulanhinggatigatahunataudenda ~ 10.000 -  60.000  Baht
ataukeduanyauntukkonsumsi.

Cannabis di bawahkategori 5 penjara 2-15 tahun dan denda 200.000 -
1.500.000 Baht  untukproduksi,  imporatauekspordari  2-10
tahunpenjaraataudenda 40.000 - 200.000 Baht
ataukeduanyauntukpembuanganataukepemilikanuntuktujuanpembuang

an. Jika kuantitasnyalebihdari 10 kilogram,
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hukumannyadinaikkanmenjadimaksimum 15 tahun dan denda 200.000
- 1.500.000 Baht penjaratidaklebihdari 5  tahun dan
ataudendatidakmelebihi 100.000 Baht
ataukeduanyakarenakepemilikanpenjaratidaklebihdari 1 tahun dan
denda 100.000 - 1.000.000 untukkonsumsi.

f. Tanaman Kratom di bawahkategori 5.'*’Penjaratidaklebihdari 2 tahun
dan dendatidakmelebihi 200.000 Baht untukproduksi,
imporataueksporpenjaratidaklebihdari 2 tahunataudendatidakmelebihi
40.000 Baht
ataukeduanyauntukpembuanganataukepemilikanuntuktujuanpembuang
an. Jika kuantitasnyalebihdari 10 kilogram,
hukumannyaadalahpenjaratidaklebihdari 2 tahun dan
dendatidakmelebihi ~ 200.000  Baht  penjaratidaklebihdari 1
tahunataudendatidakmelebihi 20.000 Baht
ataukeduanyakarenakepemilikanpenjaratidaklebihdari 1
bulanataudendatidakmelebihi 2.000 Baht untukkonsumsi.

Undang-undangnarkotika Thailand juga
menjatuhkanhukumanterhadappelakupenggunanarkobaberuparehabilitasi,

samadengan di Indonesia. Undang-UndangKontrolNarkotikaThailang B.E

2519 (1976) menunjuk Badan KontrolNarkotika (NCB)

dengantanggungjawabkeseluruhanuntukpencegahan dan

871hid
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penindasanpenggunaannarkoba  di  Thailand.!®®  Kantor = Dewan
KontrolNarkotika (ONCB) adalah badan yang
mengimplementasikanresolusi NCB dan
berperanpentingdalammembrantassertamenyediakanpemberianrehabilitsib
agipelakupenyalahgunanarkotika.

Pecandunarkobadianggapsebagaipasien, bukanpelaku, dan
harusmenjalanirehabilitasi (UU Rehabilitasibagipecandunarkoba BE 2545

(2002). Selainitu, pelakuperdagangannarkoba di Thailand

harusmendapatkansanksiberdasarkan Uu Tindakan
PemberantasanPelanggarNarkotika 87 2534 (1991).
Pengendalianhukumterhadapnarkoba di Thailand
dapatdiklasifikasikanmenjadi 5 kategori, yaitu:
Undangundangtentangpengendalianzatnarkotika, Undang-

undangtentangkekuasaan  dan ~ tugas yang kompeten, Undang-
undangkhusus, = Undangundangtentangpengendalianbahankimia  yang
digunakanuntukproduksinarkoba dan Undang-

undangbagipelanggarannarkoba.

D. RekonstruksiPertanggungjawabanPidanaTerhadapTindakPidanaNarkoti

kadenganPendekatan Hukum Progresif

1. Rekontruksi Nilai
Penegakanhukumdikenalpendekatanhukumprogresif, yang
berasaldariasumsidasarbahwa ”hukumadalahuntukmanusia,
1881bid
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bukanmanusiauntukhukum.” Berangkatdariasumsidasarini,
makakehadiranhukumitubukanlahuntukdirihukumsendiri.'®’ Hukum
progresif yang mengambilsudutpandangbahwa, apabilaadamasalah di
dalamhukum, makahukumlah yang harusditinjau dan diperbaiki,
bukanmanusia yang dipaksauntukmasukkedalamskemahukum.

Hukum progresiflahirkarenakeadaan Indonesia pada masa
lalu. Adaberbagaipergulatanpemikiran,
berkaitandenganusahadaripemikirhukumuntukmenawarkangagasannya
agar persoalanhukum — di = negeri initidakmenemui “jalanbuntu”.
Keadaanhukum Indonesia yang carut-marut,
sepertimenjadicambukbagilahirnyagagasanhukumprogresiftersebut. Proses
initidakberlangsungdalamwaktusingkat. Pergulatangagasan dan
pemikiraninisudahberlangsung lama, makanyaenergi yang
dilahirkandemikianmenggumpalhinggamencapaipuncakgagasanhukumpro
gresifini pada tahun 2002.

Hukum progresiftidakmunculsekonyong-konyong,
namunmempunyaianteseden.
AdalahkepribadianSatjiptoRahardjoterhadapkeadaanhukum di
Indonesia.Parapengamathukumdenganjelasmengatakanbahwakondisipeneg
akanhukum di Indonesia sangatmemperhatikan. Pada tahun 1970-
ansudahadaistilah “mafia peradilan” dalamkosa kata hukum Indonesia

pada Orde Baruhukumsudahbergeserdari social engineering ke dark

%9 SQatjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, dalam Jurnal
Hukum Progresif, Volume 1/ No. 1/April 2005, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, him. 5.
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engineering karenadigunakanuntukmempertahankankekuasaan. Pada Era

Reformasi dunia hukummakinmengalamikomersialisasi.
MenurutSatjiptoRahardjo, inti darikemunduran di
atasadalahmakinlangkanyakejujuran, empati, dan

dedikasidalammenjalankanhukum.'*°

Pikiranprogresifsaratdengankeinginan dan  harapan.Adasatuhal
yang penting,
bahwalahirnyahukumprogresifdalamkhazanahpemikiranhukum,
berkaitandenganupayamengkritisirealitaspemahamanhukum yang
sangatpositivistik.
Memahamiistilahprogresivismedalamkontekshukumprogresifdapatdijabark
ansebagaiberikut:

a. Progresivismebertolakdaripandanganbahwa pada
dasarnyamanusiaadalahbaik,
dengandemikianhukumprogresifmempunyaikandungan moral yang
kuat. . Progresivismeinginmenjadikanhukumsebagaiinstitusi ~ yang
bermoral.

b. Hukum progresifmempunyaitujuanberupakesejahteraan dan
kebahagiaanmanusia, makasebagaikonsekuensinyahukumselaludalam
proses menjadi. Oleh
karenaituhukumprogresifselalupekaterhadapperubahanmasyarakatdise

galalapisan

190 Rahardjo, Satjipto, 2012, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, hlm. 30
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c. Hukum progresifmempunyaiwatakmenolak status quo
ketikasituasiinimenimbulkankondisisosial yang dekanden dan korup.
Hukum progresifmemberontakterhadap status quo, yang berujung

pada penafsiranhukum yang progresif.

d. Hukum progresifmempunyaiwatak yang
kuatsebagaikekuatanpembebasandenganmenolak status quo.
Paradigma “hukumuntukmanusia’

membuatnyamerasabebasuntukmencari dan menemukan format,

pikiran, asa, sertaaksi yang tepatuntukmewujudkannya.'*!

Membangunsebuahsistemhukum yang
sesuaidenganvisibudayabangsa Indonesia
memangbukanlahpekerjanmudah, dan
tentusajatidakbisadilakukandalamwaktu yang singkat. Oleh
karenaitutawaran paradigmatic

SatjiptoRahardjogunamembangunsistemhukum Indonesia yang berpihak
pada kesejahteraanrakyat (substancial Justice)
melaluiparadigmahukumprogresifbukanlahtanpatantangan.
Paradigmahukumlegalistik yang saatinimenjadi mainstream hukum
Indonesia, tidaklagimampumembacarealitashukum yang komplekssecara
optimal, bahkantertatih-tatihmenyelesaikanmasalah yang dihadapinya,
namunbukanberartiakanmudahbagiparadigmahukumprogresifuntukmelang

gengmenjadialternatifpengganti paradigmatic hukum Indonesia.

91 Suteki, 2015, Masa Depan Hukum Progresife, Thafa Media, Jakarta, him. 39
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Ada jalan yang panjang dan
berlikuakanditemuiketikaparadigmahukumprogresifakandiagendakansebag
aiparadigmahukumnasional Indonesia.
Sangatmungkinhalinidilakukanakanmendapatseranganbertubi-
tubidariberbagaipihak, terutamadaripihak-pihak status quo.
Kekuatanhukumprogresifadalahkekuatan yang menolak dan
inginmematahkankeadaan status quo. Mempertahankan status quo
adalahmenerimanormativitas dan sistem yang
adatanpaadausahauntukmelihatanckakelemahandidalamnya,

lalubertindakmengatasi.

Mempertahankan status quo
sepertiitumakinbersifatjahatsaatsekaligusdiiringisituasikorup dan
dekadendalamsistem. Praktik-

praktikburukmenjadiamandalamsuasanamempertahankan ~ status  quo.
Kekuatanhukumprogresifakanmencariberbagaicaragunamematahkankekua
tan status quo. Iniadalahparadigmaaksi, bukanperaturan. Dengandemikian,
peraturan dan sistembukansatu-satunya yang menentukan.
Progresivismemembutuhkandukunganpencerahanpemikiranhukum dan
itubisadilakukan oleh komunitasakademi yang progresif.
Kekuatanhukumprogresiftidaksamasekalimenepiskehadiranhukumpositif,

tetapiselalugelisahmenanyakan apa yang

bisasayalakukandenganhukuminiuntuk member keadilankepadarakyat”.
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Singkat kata, iatakinginmenjaditawanansistem dan undang-undangsemata.
Keadilan dan kebahagiaanrakyatada di atashukum.
TindakPidanaNarkotikadiaturdalam  Bab XV  Pasal 111
sampaidenganPasal 148 Undang-undangNomor 35 tahun 2009 yang
merupakanketentuankhusus,
walaupuntidakdisebutkandengantegasdalamUndangundangNarkotikabahw
atindakpidana  yang  diatur ~di = dalamnyaadalahtindakkejahatan,
akantetapitidakperludisangksikanlagibahwasemuatindakpidanadidalamund
ang-undangtersebutmerupakankejahatan. Alasannya,
kalaunarkotikahanyauntukpengobatan dan kepentinganilmupengetahuan,
makaapabilaadaperbuatandiluarkepentingan-
kepentingantersebutsudahmerupakankejahatanmengingatbesarnyaakibat
yang
ditimbulkandaripemakaiannarkotikasecaratidaksahsangatmembahayakanb
agijiwamanusia.'®”
PelakuTindakPidanaNarkotikadapatdikenakanUndang-Undang No.
35 tahun 2009 tentangNarkotika,
halinidapatdiklasifikasikansebagaiberikut:
a. Sebagaipenggunadikenakanketentuanpidanaberdasarkanpasal 116
Undang-undangNomor 35  tahun 2009  tentangNarkotika,

denganancamanhukuman minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun.

100.

192 Adami Chazawi, 2014, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers: Jakarta, him.
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b. Sebagaipengedardikenakanketentuanpidanaberdasarkanpasal 81 dan
82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentangnarkotika,
denganancamanhukuman paling lama 15 + denda.

c. Sebagaiprodusendikenakanketentuanpidanaberdasarkanpasal 113
Undang-undang No. 35tahun 2009, denganancamanhukuman paling
lama 15 tahun/ seumurhidup/ mati + denda.

Regulasi dan Undang-
Undangpertanggungjawababpidanaterhadaptindakpidananarkotika  yang
adasaatinisudahmenggunakanpendekatanprogresif.
Apabilaperaturantersebutdapatdigunakansecaramaksimal dan
sebagaimanamestinyamakapertanggungjawabanpidanadenganpendekatanh
ukumprogresifiniakanberdampakpositifdalampenekananpenyebaran  dan

o Hukum yang

penggunaannarkotikasecaraumum. '
adasudahmengaturtindakan-tindakanpidana yang
berkaitandengannarkotikasehinggahanyadiperlukanupayamaksimaldalam
mewujudkantujuanhukumprogresif, !4

Seorang hakim
dalamhalmenjatuhkanpidanakepadaterdakwatidakbolehmenjatuhkanpidana

tersebutkecualiapabiladengansekurangkurangnyaduaalatbukti yang sah,

sehingga hakim memperolehkeyakinanbahwasuatutindakpidanabenar-

193 Wawancara dengan Dr. Yogi Arsono SH,MH Hakim Pengadilan Negeri Semarang
pada tanggal 23 Januari 2023

194 Wawancara dengan Dr. Setyawati Sh,MH jaksa Kejaksaan Negeri Semarang pada
tanggal 23 Januari 2023
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benarterjadi dan terdakwalah yang bersalahmelakukannya (Pasal 183
KUHAP). Alat buktisah yang dimaksudadalah:

a. KeteranganSaksi;

b. Keterangan Ahli;

c. Surat;

d. Petunjuk;

e. KeteranganTerdakwa.

Hal-hal yang
secaraumumsudahdiketahuisehinggatidakperludibuktikan ~ (Pasal  184).
Pasal 185 Ayat (2) KUHAP
menyebutkanbahwaketeranganseorangsaksisajatidakcukupuntukmembukti
kanbahwaterdakwabersalahterhadapperbuatan yang
didakwakankepadanya,  sedangkanPasal 185 dalam Ayat (3)
dikatakanketentuantersebuttidakberlakuapabiladisertaidengansuatualatbukt
1 yang sahlainnya (unus testis nullus testis). Saksi korban juga
berkualitassebagaisaksi,  sehinggaapabilaterdapatalatbukti yang lain
sebagaimanadimaksuddalamayattersebut,
makahalitucukupuntukmenuntutpelakutindakpidana.'®>

Secarakontekstualadatigaesensi yang terkandungdalamkebebasan
hakim dalammelaksanakankekuasaankehakimanyaitu:'®

a. Hakim hanyatunduk pada hukum dan keadilan.

195 Agus Rusianto, 2016, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Tinjauan Kritis
melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya, Kencana, Jakarta, him. 56

1% Ahmad Rifai, 2013, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum
Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, him. 12

203



b. Tidakseorangpuntermasukpemerintahdapatmempengaruhiataumenga

rahkanputusan yang akandijatuhkan oleh hakim.

c. Tidakadakonsekuensiterhadappribadi hakim dalammenjalankantugas

dan fungsiyudisialnya. Adapun beberapateoriataupendekatan yang

dapatdipergunakan oleh hakim

dalampenjatuhanputusandalamsuatuperkara, yaitusebagaiberikut:

1

2)

3)

4)

Teorikeseimbangan

Yang
dimaksuddengankeseimbangandisinikeseimbanganantarasyaratsy
arat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentinganpihak-
pihak yang tersangkutatauberkaitandenganperkara, yaituantara
lain  sepertiadanyakesecimbangan = yang - berkaitan  de-
nganmasyarakat dan kepentinganterdakwa.

Teoripendekatanseni dan intuisi

Penjatuhanputusan oleh hakim
merupakandiskresiataukewenangandari hakim. Sebagaidiskresi,
dalampenjatuhanputusan ~hakim menyesuaikandengankeadaan
dan pidana yang wajarbagisetiappelakutindakpidana, hakim
akanmelihatkeadaanpihakterdakwaataupenuntutumumdalamperk
arapidana. Pendekatansenidipergunakan oleh hakim
dalampenjatuhanputusan, lebihditentukan oleh
instinkatauintuisidari pada pengetahuandari hakim.

TeoriPendekatanKeilmuan

PendekatanK eilmuaninimerupakansemacamperingatanbahwadala
mmemutussuatuperkara, Hakim tidakbolehsebatasdasarintuisi
dan instinksemata,
tetapiharusdilengkapidenganilmupengetahuanhukum dan
ilmupengetahuanlainnya.

TeoriPendekatanPengalaman

Pengalaman Hakim merupakanhal yang
dapatmembantunyadalammenghadapiperkara-perkara yang
dihadapinyasehari-hari, karenadenganpengalaman yang
dimilikinyaseorang hakim
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5)

6)

mengetahuibagaimanadampakdariputusanyangdijatuhkandalamsu
atuperkarapidana.

Teori Ratio Decidendi

Teoriinididasar-kan pada landasanfilsafat yang mendasar, yang
mempertimbangkansegalaaspekyangberkaitandenganpokokperka
rayangdipermasalahkan.

TeoriKebijaksanaan

Teoriinidiperkenalkan oleh Made SadhiAstuti,
dimanasebenarnyateoriiniberkenaandenganputusan hakim
dalamperkara di pengadilananak.
Aspekinimenekankanbahwapemerintah, masyarakat, keluarga
dan orang tuaikutbertanggungjawabuntukmembimbing,
membina, mendidik dan melindungianak agar
kelakdapatmenjadimanusia ~ yang  bergunabagikeluarganya,
masyarakat dan bangsanya. Teori lain yang
berkaitandengandasarpertimbangan hakim,
yaitudalammengadilipelakutindakpidana, maka proses
menyajikankebenaran dan
keadilandalamsuatuputusanpengadilansebagairangkaian  proses
pencgakanhukum, makadapatdipergunakanteorikebenaran.
Dengandemikian,
putusanpengadilandituntutuntukmemenuhiteori-
teorisebagaiberikut:

a) Teorikoherensiataukosistensi

Teori yang
membuktikanadanyasalingberhubunganantarabukti yang
satudenganbukti yang lain, misalnya, antaraketerangansaksi
yang satudenganketerangansaksi yang lain.  Atau,
salingberhubunganantaraketerangansaksidenganalatbukti
yang lain (alat-alatbukti yang tertuangdalamPasal 184
KUHAP).
Dalamhalsepertiinidikenaladanyahubungankausalitas ~ yang
bersifatrasionalapriori.

b) Teorikorespodensi
Jika adafakta-fakta di persidangan yang salingbersesuaian,

misalnya,
antaraketerangansaksibersesuaiandengannormaatau ide. Jika
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keterangansaksi Mr. X
menyatakanbahwapembangunanproyek yang dilakukan oleh

Mr. Y tidakmelalui proses
lelangtetapidilaksanakanmelaluipenunjukanlangsung
Perusahaan Z.

Persesuaianantarafaktadengannormainiterlihatdalamhubunga
nkuasalitas yang bersifatempirisapesteriori.

c) Teoriutilitas

Teoriinidikenal pula denganpragmatik, kegunaan yang
bergantung pada manfaat (utility), yang
memungkinkandapatdikerjakan (workbility), memilikihasil
yang memuaskan (satisfactory result)."”’

Masalahkebebasan ~ hakim  merupakansuatumasalah  yang
cukupdilematisdalamusahapencgakanhukum dan keadilan. Seperti yang
terdapatdidalamUndangUndang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
mengenaimasalahkebebasan hakim
ataukebebasanperadilanmerupakansyaratmutlakbagiadanya negara hukum.
Karena tanpaadanyajaminankebebasanperadilandidalam negara tersebut,
makamasihdiragukanadanyasupermasihukumdiatassegala-galanya.  Apa
yang dikatakan oleh A.V. Dicey tentangRule of Law yang
meliputitigaunsuryaitu:

a. Supremasihukumartinyabahwa yang mempunyaikekuasaan yang
tertinggi di dalam negara adalahhukum.

b. Persamaandalamkedudukanhukumbagisetiap orang.

97 Didik Endro Purwoleksono, 2014, Hukum Pidana, Airlangga University Press,

Surabaya, him.
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c. Konstitusiitutidakmerupakandarihak-hakasasimanusia dan
jikahakhakasasimanusiaitudiletakkandalamkonstitusiituhanyasebagaip
enegasanbahwahakasasiituharusdilindungi.'*®

Kebebasan hakim
bukanlahdimaksudkandengansemacamhakistimewadari para  hakim
untukdapatberbuatsebebas-
bebasnyasepertihalnyadengankebebasankampus dan kebebasan pers.

Bahwakebebasan hakim yang dimaksudmengandungtiga arti yaitu:

a. Sifat kebebasan hakim/pengadilan;

b. Seberapajauhkebebasan hakim dalammenanganisuatuperkara;

c. Gunanya hakim/pengadilandiberikebebasan.'®’

Tugasseorang hakim
dalammenyelenggarakanperadilanadalahmenegakkanhukumsehingga
hakim dalammemutuskansuatuperkaraharusberdasarkanhukum,

artinyatidakbolehbertentangandenganhukum. Karena hakim

mempertahankantertibhukum, menetapkanapa yang ditentukan oleh

hukumdalamsuatuperkara yang diajukankepadanya.
Bagiseorangterdakwadiharapkandari hakim adalah hakim
tersebutakanmenerapkanhukumterhadapnyasesuaidenganhukum yang
berlaku dan sesuaidengankesadaranhukumserta rasa
keadilandidalammasyarakat. Jadi sifatkebebasan hakim

198 Erdianto Effendi, 2014, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama,
Bandung, him. 82

199 Anang Iskandar, 2019, Penegakan Hukum Narkotika: Rehabilitatif terhadap Penyalah
Guna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar, Elex Media Komputindo, Jakarta, him. 90
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tersebutmerupakansuatukebebasan yang diberibatas-batas oleh
Undangundang yang berlaku. Sebab hakim diberikebebasan, hanyaseluas
dan sejauh yang
berhubungandengankeputusannyatersebutuntukmencapaisuatukeadilandala
mmenyelesaikansuatuperkara. Pada akhirnya, tujuan  hakim
diberikebebasanituialahuntukmencapai negara hokum Republik Indonesia.
Dapatdisimpulkanbahwakebebasan yang dimaksudadalahkebebasan yang
terikat/terbatas.

Hukum dan Kkeadilanmerupakanduabuahsisimata uang yang
tidakdapatdipisahkan, hukumbertujuanuntukmewujudkankeadilan dan
keadilantanpahukumibaratmacanompong.
Namununtukmendapatkankeadilanmakapencarikeadilanharusmelaluiprose
dur-prosedur  yang - tidakadil. ~ Sehinggahukummenjadimomok yang
menakutkanbagimasyarakat,
hukumbukanlagiuntukmembahagiakanmasyarakattetapimalahmenyengsara
kanmasyarakat. Hukum gagalmemberikankeadilanditengahmasyarakat.

Supremasihukum yang
selamainididengungkanhanyalahsebagaitanda (sign) tanpamakna. Teks-
tekshukumhanyapermainanbahasa  (language  of  game)  yang
cenderungmenipu dan mengecewakan. Salah satupenyebab yang
terjadididalam dunia
hukumadalahkarenamasihterjerembabkepadaparadigmatunggalpositivisme

yang  sudahtidakfungsionallagisebagaianalisis dan  kontrol yang
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bersejalandengantabelhidupkarakteristikmanusia yang senyatanya pada
konteksdinamis dan multi kepentinganbaik pada proses maupun pada
peristiwahukumnya.?**Sehinggahukumhanyadipahamidalamartian ~ yang
sangatsempit, yaknihanyadimaknaisebatasundangundang, sedangkannilai-
nilaidiluarundangundangtidakdimaknaisebagaisebuahhukum.

Hukum Progresifmemecahkankebuntuanitu. Hukum
progresifmenuntutkeberanianaparathukummenafsirkanpasaluntukmempera
dabkanbangsa. = Apabila  proses  tersebutbenar, idealitas  yang
dibangundalampenegakanhukum di Indonesia

sejajardenganupayabangsamencapaitujuanbersama.

Idealitasituakanmenjauhkandaripraktekketimpanganhukum yang
takterkendalisepertisckarangini. Sehingga Indonesia
dimasadepantidakadalagidskriminasihukum, bagikaum papa
karenahukumtakhanyamelayanikaum kaya.

Apabilakesetaraandidepanhukumtakbisadiwujudkan,
keberpihakanitumutlak.
Manusiamenciptakanhukumbukanhanyauntukkepastian, tetapi  juga
untukkebahagiaan.

MenurutSatjiptoRahardjo,
Penegakanhukumprogresifadalahmenjalankanhukumtidakhanyasekedar
kata-kata  hitam-putihdariperaturan  (according to  the letter),

melainkanmenurutsemangat dan maknalebihdalam (to very meaning)

200 Munir Fuady, 2013, Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory). 2nd ed., Kencana,
Jakarta, hlm. 257
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dariundangundangatauhukum.
Penegakanhukumtidakhanyakecerdasanintelektual,

melainkandengankecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakanhukum

yang dilakukandenganpenuhdeterminasi, empati, dedikasi,
komitmenterhadappenderitaanbangsa dan
disertaikeberanianuntukmencarijalan lain daripada yang

biasadilakukan.?’!Sistemhukumdimanapundidunia,
keadilanselalumenjadiobjekperburuan,
khususnyamelaluilembagapengadilannya. Keadilanadalahhal yang
mendasarbagibekerjanyasuatusistemhukum.
Sistemhukumtersebutsesungguhnyamerupakansuatustrukturataukelengkap
anuntukmencapaikonsepkeadilan yang telahdisepakatibersama.?*
Merumuskankonsepkeadilanprogresifialahbagaimanabisamencipta
kankeadilan yang subtantif dan bukankeadilanprosedur. Akibatdarihukum
modern yang memberikanperhatianbesarterhadapaspekprosedur,
makahukum di Indonesia dihadapkan pada
duapilihanbesarantarapengadilan yang menekankan pada proseduratau
pada substansi. Keadilanprogresifbukanlahkeadilan yang menekan pada
prosedurmelainkankeadilansubstantif. Kerusakan dan

kemerosotandalamperburuankeadilanmelaluihukummodrendisebabkanper

mainanprosedur yang menyebabkantimbulnyapertanyaan

201 Antonius Faebuadodo Gea, 2022, Hukum Progresif Dalam Penanganan Masalah

Sosial Oleh Kepolisian, Jurnal Jatiswara Vol. 37 No. 3 November 2022, him. 272

hlm.76

202 Fithriatus, Shalihah, 2017, Sosiologi Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Depok,

2490 1 Dewa Gede Atmadja, 2018, Teori-Teori Hukum, Setara Press, Malang, hlm. 66.
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“apakahpengadilanitumencarikeadilanataukemenangan?”. Proses
pengadilandinegara yang sangatsaratdenganprosedur
(heavlyproceduralizied)
menjalankanprosedurdenganbaikditempatkandiatassegala-galanya,
bahkandiataspenanganansubstansi (accuracy of substance).
Sistemsepertiitumemancingsindiranterjadinyatrials without truth.**°
Dalamrangkamenjadikankeadilansubtantifsebagai inti pengadilan
yang dijalankan di Indonesia, Mahkamah Agung memegangperanan yang
sangatpenting. Sebagaipuncakdari badan pengadilan,
iamemilikikekuasaanuntukmendorong (encourage) pengadilan dan hakim
dinegeriiniuntukmewujudkankeadilan = yang - progresiftersebut. Hakim
menjadifaktorpentingdalammenentukan, bahwapengadilan di Indonesia
bukanlahsuatupermainan (game) untukmencarimenang,
melainkanmencarikebenaran dan keadilan.
Keadilanprogrsifsemakinjauhdaricita-cita ~ “pengadilan  yang  cepat,
sederhana, dan biayaringan” apabilamembiarkanpengadilandidominasi
oleh “permainan™ prosedur. Proses pengadilan yang disebut fair trial
dinegeriinihendaknyaberaniditafsirkansebagaipengadilandimana  hakim
memegangkendaliaktifuntukmencarikebenaran.?*?
Tindakpidanapenyalahgunaannarkotikamerupakantindakpidana
yang unik, sepertihalnyatindakpidanaperjudian.

Keunikandaritindakpidanainiterletak pada status

203 Lysa & Yusliati. 2018, Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya
Terhadap
Tingkat Kejahatan Di Indonesia, Cetakan Pertama, Uwais Insipirasi Indonesia, Jakarta, hlm., 342
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kedudukanPenyalahgunaNarkotikaitusendiri. Status
PenyalahgunaNarkotikaituapakahsebagaipelakutindakpidanaatausebagai
korban tindakpidana. Kebanyakan orang

menganggapbahwapenyalahgunanarkotikaadalahpelakusekaligus ~ korban

tindakpidana, namunsebenarnyaapakahmemangdemikian? Status
kedudukan yang demikianinipentingdiketahui,
dipahamikarenaakanlebihmudahmenentukankebijakanlegislasi yang

tepatapakahpenyalahgunanarkotikadipertanggungjawabkandalamhukumpi
danaatautidak, atausanksiapa yang tepatbagimereka.?**
Penyalahgunaannarkotika yang dilakukan oleh seseorang pada
awalnyadidasari oleh rasa ingintahuataucoba-
cobadenganharapanakanmemperolehkesenangansetelahmemakainarkotika.
Penyalahgunanarkotika yang telahmengalamiketergantungan (adiksi),
dapatkambuhberulang kali (relapse) dan

bersifatprogresifyaitusemakinmemburukjikatidakmendapatkanpertolongan

dan perawatan yang baik.

Selamainiseorangpenyalahguna, korban, dan
pecandunarkotikaseringkalimendapatperlakuan yang
samasepertipengedarataupun bandar

narkotikasebagaipelakutindakpidananarkotika.
Walaupunmelakukantindakpidana, penyalahguna, korban, dan

pecandunarkotikasebenarnyalebihmembutuhkanpengobatan dan

204 Setiyono, S. 2016, Reorientasi Kebijakan Pemidanaan Bagi Penyalahguna Narkotika,
Jurnal Cakrawala Hukum, 7(1), hlm., 56-65.
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perawatanmelaluirehabilitasi,
dibandingmendapatkansanksiberupapidanapenjara, yang
justrudapatmemperburukkondisiketergantungannyaterhadappenyalahgunaa
nnarkotika. Pidanapenjara yang selamainidiberikan, pada
kenyataannyatidakmampumemberantasperedarangelapnarkotika.
Bagipenyalahguna, korban, dan pecandunarkotika,
pidanapenjarabukanlahsolusiutama.

Dalammemutuskan, majelis ~ hakim  memperhatikantigahal,
yaituyuridis, sosiologis dan = filosofis. Ketiganyamemilikiporsi yang
seimbang, hakim tentunyatidakhanyamelihatprinsipkepastianhukumtetapi
juga keadilanhukum. Dalamposisi di mana
adapertentanganantarakepastianhukum dan keadilanhukum, maka yang

harusdidahulukanadalahprinsipkeadilanhukum.

. Rekontruksi Norma

Seseorang yang
melakukanpenyalahgunaannarkotikaselaindianggaptelahmelakukantindaka
nkriminal, ia juga merupakan korban dariperbuatannyasendiri. Selamaini,
aparatpenegakhukumcenderungmenjatuhkansanksipidanabagi para
pelakutindakpidanatersebut, tanpamelakukanrehabilitasi.

Pada kasus-kasusnarkotika, pasal yang
seringdigunakanuntukmenjeratpelakuialahPasal 112, Pasal 114, dan Pasal
127 UU Narkotika. Ketigapasaltersebut, terdapatduapasal yang multitafsir

dan ketidakjelasanrumusanyaitu pada Pasal 112 dan 127 yang
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tercantumdalamUndang-UndangNomor 35 Tahun 2009
tentangNarkotikabagi para penegakhukumdalammenetapkanhukuman.
Karena, pada keduapasaltersebut, orang yang membawa dan
memakainarkotikaada di keduapasaltersebut.
Seseorangbisadikenakankeduapasalitu. Padahal, sanksi pada
keduapasalituberbeda, pasal 112 minimal 4 tahunpenjara (berat),
sedangkanpasal 127 maksimal 4 tahun (ringan).
Implementasipenegakanhukumbagipecandu dan korban
penyalahgunaannarkotika yang diaturdalam UU Narkotika yang
menganutsistemperadilanrehabilitasi dan peradilanpidana.
Sistemperadilanrehabilitasidalamupayapenanggulanganpenyalahgunaannar
kotikaseringdiabaikan  oleh  aparatpenegakhukum = di  Indonesia.
Pecandunarkotikaberdasarkanteorikeadilanmerupakan = korban yang
menderitasakitsehinggamembutuhkanperawatanbaiksecarafisikmaupunpsi
kologissertadukungandarimasyarakatuntukdapathidup normal. Berpijak
pada pandangankeadilan =~ yang  didasari oleh jiwa Pancasila
khususnyasilakeduaKemanusian ~ yang Adil dan Beradab dan
silakelimaKeadilanSosialbagiSeluruh Rakyat Indonesia
makahukummenjadititiksentraluntukmengkaji dan
menelaahpraktikpenegakanhukumdalammemecahkankasuspenyalahgunaa
nnarkotikasampai pada hakikatkeyakinan.
Konsepsikeyakinandapatmenyejajarkankebenaran, keadilan dan

kepastianhukumdalamsatukesatuanuntukmewujudkantujuan UU Narkotika
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yang menjaminpengaturanrehabilitasimedis dan sosialbagipecandu dan

korban penyalahgunaannarkotika.

Rekonstruksihukumperludilakukankarenarekonstruksi ide
dasar/konsepberpikirmerupakanbangunan immaterial
aspekpsikologisnilai/jiwa/sikap/wawasan/pengetahuan yang

terkandungdalamsektordaripembangunanbudayahukum.
PentingnyamemperbaikiUndang-UndangNarkotika ~ dan  sistemhukum
Indonesia
karenabelumadanyakejelasanmengenaisudutpandangpenggunanarkotika.
Pelaksanaanhukumnarkotika di Indonesia yang
belumtepatakanmemperparahkondisipelakutindakpidananarkotikadimanab
eberapanarapidana yang
tadinyatidakterlibatjaringannarkobadapatsajamenjadipengedar.

Makadariitupenulismenawarkanrekontruksirekonstruksipertanggun
gjawabanpidanadalamperkaranarkotikadenganpendekatanhukumprogresifd
alamtabel di bawahini:

Tabel 1.5

RekonstruksiPertanggungjawabanPidanaDalamPerkaraNarkotikaD
enganPendekatan Hukum Progresif

SebelumRekontruksi Kelemahan
Pasal 116
UU No 35 tahun 2009
Didalampasal /
ketentuanpasalsebelumdirekonstruksisetiappe

setiap orang yang tanpahak / dan dianggapsebagaipelakutindakkeja
melawanhukummenggunakannarkotikagolongan harusdihukumpidanapenjarapadahalm
I terhadap orang lain penggunainiadalahkorban .
ataumemberikannarkotikagolongan I unruk
orang lain dipidanadenganpidanapenjara paling
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima
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belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.
1.000.000.000 (satumilyar rupiah) dan paling

banyak Rp.10.000.000.000,
(sepuluhmilyar rupiah)

Pasal 127
UU No 35 tahun 2009

Setiappenyalahguna :

a. narkotikagolongan I
bagidirisendiridipidanadenganpidanapenjara
paling lama 4 (empat) tahun;

b. narkotikagolongan II
bagidirisendiridipidanadenganpidanapenjara
paling lama 2 (dua) tahun ;

c. narkotikagolongan III
bagidirisendiridipidanadenganpidanapenjara
paling lama 1 (satu) tahun ;

Dalampasal /
ketentuanpasalsebelumdirekonstruksisetiappe
dan dianggapsebagaipelakutindakkeja
harusdihukumpidanapenjarapadahalm
penggunainiadalahkorban .
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan pada

babsebelumnyamakadapatditarikkesimpulansebagaiberikut:

1.

Kebijakanpertanggungjawabanpidanaperkaranarkotikadalamsistemhukum
di Indonesia belummemakaipendekatanhukumprogresif.
BerdasarkanPutusanNomor 898/Pid.Sus/2019/PN Smg, dan
PutusanNomor ] 809/Pid.Sus/2019/PN.Smg,
disebutkanterdakwatidakmendapatputusanrehabilitasimeskipunberdasarka
nbarangbuktiterdakwapositifmengkonsumsinarkotika.

Implementasipenegakanhukumbagipecandu dan korban
penyalahgunaannarkotika yang diaturdalam ~UU = Narkotika yang
menganutsistemperadilanrehabilitasi dan peradilanpidanaseringdiabaikan
oleh aparatpenegakhukum di Indonesia.
Pecandunarkotikaberdasarkanteorikeadilanmerupakan ~ korban  yang
menderitasakitsehinggamembutuhkanperawatanbaiksecarafisikmaupunpsi
kologissertadukungandarimasyarakatuntukdapathidup normal. Berpijak
pada pandangankeadilan yang didasari oleh jiwa Pancasila
khususnyasilakeduaKemanusian ~ yang Adil dan Beradab dan
silakelimaKeadilanSosialbagiSeluruh Rakyat Indonesia
makahukummenjadititiksentraluntukmengkaji dan

menelaahpraktikpenegakanhukumdalammemecahkankasuspenyalahgunaa
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nnarkotikasampai pada hakikatkeyakinan.
Konsepsikeyakinandapatmenyejajarkankebenaran, keadilan dan
kepastianhukumdalamsatukesatuanuntukmewujudkantujuan UU Narkotika
yang menjaminpengaturanrehabilitasimedis dan sosialbagipecandu dan
korban penyalahgunaannarkotika.

. Hambatandalammewujudkankebijakanpertanggungjawabanpidananarkotik
adenganpendekatanhukumprogresifdiantaranya:

a. HambatanStruktur Hukum

1) Belum siapnyasumberdayamanusia yang
mampumelaksanakantugas dan kewenangannyasecaraprofesional,
akuntabel dan bermoral.

2) Infrastrukturkurangdikembangkandimanakepolisian dan
kejaksaanseharusnyasudahmenguasaipengaturankebijakanpertangg
ungjawabanpidananarkotikadenganpendekatanprogresif.

3) Aparathukumbelummenentukanarahdalammelakukanrehabilitasi
pada pecandu dan penyalahguna dan
cenderungmenjatuhkanpidanamendasarkankepadarumusanpasal-
pasal yang dicantumkandalamundang-undang

b. HambatanSubtansi Hukum

1) Kebijakan UU narkotikatidakbisamemisahkanantarapengguna dan

pelakuperdagangangelapnarkotika.

Kesemuanyadisatukandengankonsepperedarangelapnarkotika yang
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2)

3)

diartikansebagai orang yang melakukantindakpidana yang
ditentukandalam UU Narkotika.

UU Narkotikabanyakmemberikanaturanpidana yang bersifatelastis,
tidakjelas dan selaludipergunakan oleh
oknumaparatpenegakhukumuntukmerekayasa dan
memeraspenggunanarkotika.

uu

Narkotikasecarasengajamengaburkanbahwapenggunanarkotikaadal
ah korban  permasalahanperdagangangelapnarkotika dan
pendekatanperangterhadapnarkoba. Konsepsi korban
penyalahgunanarkotikadalam UU Narkotikasebagai orang yang

dipaksamenggunakannarkotika, merupakankonsep yang tidakjelas.

¢. Hambatan Kultur Hukum

1)

2)

Faktor labeling oleh masyarakat,
penggunanarkotikaengganuntukmelakukanpengobatandenganpelak
sanaanrehabilitasi di BNN akibattakutnya labeling yang muncul di
dalamlingkungantempattinggalmereka.
Sehinggaseringkaliterjadipenangkapanterhadappenggunanarkotika
di badingkanmelaporkandirisecarasukarela

Faktorindividu, menjadi salah satukendala yang dihadapi,
kurangnyatingkatkesadarandiriterhadapbahayanarkotika dan
kesadaransembuhdarinarkotikamembuatpenggunaengganuntukdata
ngmendaftarkandirisendirike BNN  gunadilakukanpengobatan.

Kurangnyakonsistensidalamdiripengguna yang

219



menjalanirehabilitasi juga berpengaruhdalamupayapenyembuhan

yang dilakukan oleh BNN

3. Rekonstruksipertanggungjawabanpidanaterhadaptindakpidananarkotikade
nganpendekatanhukumprogresifyaknidiantaranya
a. Rekontruksinilaidimanadalammemutuskanperkaranarkotika,  majelis

hakim memperhatikantigahal, yaituyuridis, sosiologis dan filosofis.

Ketiganyamemilikiporsi yang seimbang, hakim
tentunyatidakhanyamelihatprinsipkepastianhukumtetapi juga
keadilanhukum. Dalamposisi di mana

adapertentanganantarakepastianhukum dan keadilanhukum, maka yang
harusdidahulukanadalahprinsipkeadilanhukum.

b. RekontruksinormahukumdalamPasal 116 dan Pasal 127 UU No 35 Th
2009
tentangnarkotikadimanadalampasalatauk etentuanpasalsebelumdirekon
struksisetiappenggunadisamakan dan
dianggapsebagaipelakutindakkejahatan yang
harusdihukumpidanapenjarapadahalmereka para penggunainiadalah
korban. SehinggarumusanPasaltersebutberubahmenjadiPasal 116 UU
No 35 tahun 2009 setiap orang yang tanpahak /
melawanhukummenggunakannarkotikagolongan I terhadap orang lain
ataumemberikannarkotikagolongan I untuk orang lain tanpapaksaan

(bersamasama) dilakukanrehabilitasiditempatrehabilitasi yang ditunjuk
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B. Saran

oleh negara tanpadilakukan proses pemidanaandenganbiayaditanggung
oleh negara. Dan Pasal 127 UU No 35 tahun 2009 Setiappenyalahguna

a. narkotikagolongan I
bagidirisendiridilakukanrehabilitasiditempatrehabilitasi yang ditunjuk
oleh negara tanpadilakukan proses pemidanaandenganbiayaditanggung
oleh negara; b.narkotikagolongan II bagidirisendiritanpapaksaan
(bersamasama) dilakukanrehabilitasiditempatrehabilitasi yang ditunjuk
oleh negara tanpadilakukan proses pemidanaandenganbiayaditanggung
oleh negara; c. narkotikagolongan IIl bagidirisendiritanpapaksaan
(bersamasama) dilakukanrehabilitasiditempatrehabilitasi yang ditunjuk
oleh negara tanpadilakukan proses pemidanaandenganbiayaditanggung

oleh negara

Berdasarkankesimpulan di atas, makaselanjutnyadirumuskan saran

sebagairekomendasimenerapkankebijakanpertanggungjawabanpidanaterhadap

tindakpidananarkotikadenganpendekatanhukumprogresif.

1. Pemerintah dan DPR diharapkandapatmelakukanpenyempurnaanterhadap

UU No 35 th 2009 tentangNarkotikayangberpijak pada pandangankeadilan

yang didasari oleh jiwa Pancasila khususnyasilakeduaKemanusian yang

Adil dan Beradab dan silakelimaKeadilanSosialbagiSeluruh Rakyat

Indonesia makahukummenjadititiksentraluntukmengkaji dan

menelaahpraktikpenegakanhukumdalammemecahkankasuspenyalahgunaa

nnarkotikasampai pada hakikatkeyakinan.
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2. Perlunyakerjasama dan kolaborasi yang matangantaraKepolisian,
Kejaksaan, Pengadilan Dan BNN dalammenagani dan
menaggulangipenyalahgunaannarkotika.

3. Bagimasyarakatseharusnyadatanguntukmelaporkanmaupunmelakukanpen
daftaranrehabilitasiuntukkeluargamaupundirisendiriuntukdatangmendaftar
kandirisendirike BNN gunamendapatkanrehabilitasi.

4. Dibutuhkansosialisasiuntukpeningkatankesadaranmasyarakatatasbahayape
nyalahgunaannarkotika.

C. Implikasi Kajian
1. ImplikasiTeoretis
Secarateoritisdisertasiinidiharapkanmampumemberikansumbanganpemiki
ranbagipengembanganilmuterkaitpenyempurnaanperaturanhukummengen
aipertanggungjawabanpidanaterhadaptindakpidananarkotikadalamsistemh
ukum di Indonesia denganpendekatanhukumprogresif.
Implikasisecarateoritis, penelitian
iniperluadanyapembahasanlebihdalamkembaliterkaitketidakadilanmengan
aipertanggungjawabanpidanadalamperkaranarkotikadenganpendekatanhu
kumprogresif, maka dari itu perlu adanya perubahan pada aturan tersebut,
agar dapat memberi manfaat padaaparatpenegakhukum, masyarakat dan

dunia pendidikan

2. ImplikasiPraktis
ImplikasiSecaraPraktis, penelitian ini ialah  menciptakan

rekontruksipertanggungjawabanpidanadalamperkaranarkotikadenganpen
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dekatanhukumprogresif. Dengan biaya yang ditanggung negara, secara
filosofi biar dibangun negara adalah karena negara bertanggung jawab
terhadap rakyatnya dan rata-rata penggunaan narkoba adalah anak-anak
muda atau generasi muda bangsa maka negara bertanggung jawab
terhadap kelangsungan hidup mereka sebagai generasi penerus Kalau
tidak ada tanggung jawab dari negara hanya dibebankan kepada masing-
masing pengguna di sini tidak ada peran dari pemerintah maka akan tetap
seperti hari ini dan hari-hari kemarin bertambah lagi bertambah lagi
pengguna narkoba dari generasi muda oleh karena itu negara sangat
bertanggung jawab terhadap keselamatan generasi muda yang akan
menggantikan para orang tua dalam istilah filosofis ada kalimat satu
generasi akan hilang ketika generasi mudanya terkena atau menjadi
pengguna narkotika inilah jadi alasan penulis untuk menyampaikan
bahwa negara harus bertanggung jawab karena kewajiban pencegahan
kewajiban edukasi kewajiban pembinaan kewajiban memberikan
kesejahteraan bagi negaranya diatur dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana itu menjadi tanggung
jawab dan beban negara. Implikasi praktis pada penelitian ini diharapkan
dapat memberikanmasukan pemikiran bagi lembaga legislatif atau
pembuat kebijakan lainnya dalam menyusun peraturan yang terkait
tentang aturan penyalahgunaannarkotika sebagai bentuk perlindungan

hukumdalam perubahan Undang-Undang Narkotikadi masa mendatang
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